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ABSTRAK 
 
 
JANNATI, E 0003017, PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA 
PEMBANGNAN EKONOMI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Penulisan Hukum ( Skripsi ) Surakarta, 2007. 
 Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan 
hukum hak kekayaan intelektual terhadap traditional knowledge guna 
pembangunan ekonomi Indonesia.  
Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yaitu  penelitian  hukum 
yang mengkaji hukum sebagai norma dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder, yang bersifat diskriptif. Lokasi penelitian  dilakukan 
di tiga perpustakaan yaitu, Perpustakaan Pusat UNS, FH UNS dan P3HKI LPPM 
UNS. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan normatif/ 
yuridis. Jenis datanya data sekunder, yang terdiri tiga jenis bahan hukum (primer, 
sekunder dan tersier). Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau 
studi dokumenter ditunjang cyber media. Analisis data yang digunakan adalah 
content analysis (tehnik analisis isi).  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, sistem perlindungan 
hukum HKI terhadap traditional knowledge di tingkat Internasional belum 
dibahas secara mendetail dan sistematis. Negara-negara maju cenderung tidak 
sepakat sedangkan negara-negara berkembang menyepakati. Kesadaran 
pentingnya perlindungan terhadap traditional knowledge mulai muncul 
dengan diadakannya berbagai pertemuan tingkat internasional secara berkala 
oleh WIPO. Sistem perlindungannya belum ada yang benar-benar 
komperenhesif di tingkat Nasional Indonesia. Pengaturan traditional 
knowledge (foklore) UU HKI contohnya UU Hak Cipta dan pengaturan 
Indikasi Geografis dalam UU Merek belum efektif diterapkan. Banyak 
kelemahan yang terkandung dalam sistem perlindungan HKI tersebut. Negara 
berkembang menghendaki dibuat sistem hukum yang sama sekali baru, 
karena sistem HKI yang ada sekarang sulit menerima traditional knowledge 
sebagai bagian dari HKI. Kedua,  Prospek perlindungan HKI terhadap 
traditional knowledge tidak akan terlaksana baik karena terbentur perbedaan 
karakter antara traditional knowledge dan HKI. Guna pembangunan ekonomi 
Indonesia, apabila perlindungannya optimal terlaksana, akan menjadi potensi 
pemasukan devisa dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya memberi 
kemakmuran pada masyarakat. Dengan demikian karya dan budaya masyarakat 
tradisional akan lebih dihargai dan muncul sense of belonging (rasa memiliki atau 
bangga).  
 
 
BAB I 
        PENDAHULUAN 
 
A.   Latar Belakang Masalah 
Masyarakat negara berkembang di dunia merupakan masyarakat 
transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika 
globalisasi, pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma 
yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti 
Indonesia, sistem hukum dan ekonomi negara bersangkutan tentunya 
mengimbas baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan 
masyarakat. Salah satunya Hak Kekayaan Intelektual disingkat ”HKI” atau 
akronim ”HaKI”, padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual 
Property Rights (IPR), yang merupakan sistem pengakuan dan perlindungan 
terhadap karya, cipta dan penemuan yang timbul atau dilahirkan oleh manusia 
yang di dalamnya  terdapat item-item yang terdiri dari  hak cipta, merek 
dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkut 
terpadu, rahasia dagang, merek dan  perlindungan varietas tanaman. Hal ini 
menjadi trend yang kemudian dipakai oleh masyarakat untuk lebih melindungi 
dan mengikat hak atas karya intelektualnya.  
Pada saat ini, HKI  telah menjadi isu yang sangat penting dan 
mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. 
Dimasukkannya Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, Including 
Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) dalam paket Persetujuan World Trade 
Organization (WTO) tahun 1994 menandakan dimulainya era baru 
perkembangan HKI di seluruh dunia sehingga permasalahan HKI tidak dapat 
dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam 
pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru 
pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan (Dirjen HKI dan EC-
ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II) , 2006: 8). 
1 
Keberadaan HKI memang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, 
industri dan perdagangan. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong efesiensi dan 
efektivitas bagi para produsen untuk memasarkan produk-produknya ke luar 
negeri melalui pasar bebas. Sebagian besar barang dan jasa hasil karya 
intelektual yang diperdagangkan merupakan produk-produk teknologi 
mutakhir. Oleh karena itu, salah satu kunci kemajuannya adalah kemampuan 
melakukan inovasi di bidang teknologi. Dalam tatanan ekonomi global HKI 
dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga 
buah aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan 
perlindungan hukum. Artinya, HKI menjadi penting ketika ada karya 
intelektual yang akan dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual 
tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi 
kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya 
intelektualnya. Berdasarkan uraian singkat tersebut, jelas bahwa saat ini setiap 
proses komersialisasi dari setiap komiditi perdagangan, baik yang bernuansa 
ekspor maupun untuk pasar dalam negeri tidak dapat terlepas dari aspek 
perlindungan kekayaan intelektual. 
Traditional knowledge atau pengetahuan tradisional merupakan salah 
satu isu menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian HKI. 
Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat/ asli/ tradisional 
ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional, karya-
karya seni, karya sastra, filsafat, catatan perkembangan seni, sejarah, bahasa, 
ilmu hukum, wayang, batik, naskah klasik, naskah primbon, obat-obatan, 
hingga apa yang dikenal sebagai indigenous science and technology.  
Yang menarik dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh 
masyarakat adat/ asli/ tradisional adalah belum terakomodasi oleh pengaturan 
mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. 
Pengaturan HKI dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam 
TRIPs hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat 
adat/ asli/ tradisional. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap 
kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat/ asli/ tradisional 
masih lemah.  
Sayangnya, hal ini justru terjadi saat masyarakat dunia tengah bergerak 
menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (back to 
nature), perwujudan dari slogan kesehatan yang disosalisasikan para ahli 
medis dan kesehatan saat itu. Karena masyarakat adat/ asli/ tradisional selama 
ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki 
sejumlah kekayaan intelektual yang sangat “bersahabat” dengan alam, 
misalnya obat-obatan/ jamu-jamuan tradisionalnya yang baik untuk tubuh dan 
tidak berefek samping. Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan 
kesadaran atas potensi dan kekayaan masyarakat adat/ asli/ tradisional 
semakin meningkat. Namun, karena lemahnya perlindungan hukum terhadap 
kekayaan intelektual masyarakat adat/ asli/ tradisional ini maka yang 
kebanyakan terjadi justru eksplorasi dan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak 
asing.  
Masyarakat yang masih belum dapat menikmati pembangunan 
ekonomi, terutama yang berada di pedesaan atau hidup di luar urban area, 
termasuk di dalamnya masyarakat adat/ asli/ tradisional, tentunya menghadapi 
konsekuensi-konsekuensi akibat penerapan sistem HKI tersebut. Karya-karya 
seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama “hidup” dalam 
masyarakat adat/ asli/ tradisional tersebut, dianggap sebagai suatu aset yang 
bernilai ekonomis. Terdapat beberapa kasus HKI terkenal yang obyek atau 
sumber perselisihan hukumnya traditional knowledge. Sebagai contoh 
masalah pembatalan paten Shisedo atas ramuan tradisional Indonesia, Kasus 
paten basmawati rice antara India dan perusahaan multinasional (MNC) 
Amerika Serikat. Dalam kasus paten Turmenic (1996), University of 
Mississippi Medical Centre di Amerika Serikat telah memperoleh paten dari 
USPTO (patent number 5401504) atas curcuma longa yang oleh masyarakat 
tradisional India digunakan dalam berbagai keperluan seperti untuk kosmetik, 
obat-obatan, penyedap rasa makanan, dan lainnya (Agus Sardjono, 2005: 26). 
 Masalah ini sering dijadikan kritik oleh negara berkembang mengenai 
“permintaan” negara maju dalam penerapan sistem HKI yang lebih ketat dan 
komprehensif yang lebih melindungi kepentingan negara maju, seperti: desain 
tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan merek terkenal, piranti 
lunak komputer, desain produksi industri, paten, rangkaian elektronika 
terpadu, dll. Sedangkan untuk kekayaan, budaya dan pengetahuan tradisional 
yang dapat digolongkan sebagai hasil intelektualitas seseorang atau kelompok 
masyarakat adat/ asli/ tradisional, yang ada di negara berkembang belum 
bahkan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan.  
Dalam suatu bentuk kerjasama (cooperation), investasi dan penelitian 
(umumnya berlatar-belakang research dan science) yang masuk ke negara 
berkembang oleh negara maju, ternyata pengetahuan atau hasil penelitian atas 
suatu kekayaan atau aset tradisional tersebut malah di daftarkan oleh pihak 
negara maju tanpa memandang nilai moral kemasyarakatan dan benefit 
sharing yang adil. Dengan kata lain “pencurian” terhadap aset intelektual 
masyarakat asli/tradisional dengan modus “shift position” atau pengalihan.  
Akibat hal tersebut paradigma dalam melihat suatu karya tradisional di 
negara berkembang cenderung berubah. Dari suatu obyek yang perlu tetap 
dijaga “kegratisannya” menjadi obyek yang bernilai ekonomis. Negara yang 
merasa memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam mulai melihat 
bahwa traditional knowledge harus dioptimalkan dalam kompetisi 
perdagangan di tingkat internasional. 
Pembahasan tentang perlindungan traditional knowledge menjadi 
penting dilakukan dikarenakan ( M.Zulfa Aulia, 2006: 1): (1) nilai ekonomi, 
(2) pengembangan karakter bangsa yang terdapat pada traditional knowledge 
(identitas diri) dan (3) pemberlakuan rezim hak kekayaan intelektual yang 
tidak dapat dihindari lagi saat ini. Sedangkan menurut M. Hawin (M. Hawin, 
2005: 1) perlindungannya dirasakan penting mengingat : pertama, traditional 
knowledge merupakan sumber pengetahuan penting yang berhubungan dengan 
kehidupan manusia seperti pengobatan, makanan, minuman, pertanian, 
kesenian, dan lain sebagainya yang dapat dikomersilkan; kedua, sampai saat 
ini banyak traditional knowledge telah “dicuri” oleh banyak peneliti untuk 
dipakai sebagai a starting point dari penelitian mereka untuk mendapatkan 
paten.  
Kasus pembatalan paten pengguna Turmeric (kunyit) untuk 
menyembuhkan luka di Amerika Serikat karena ditentang oleh Pemerintah 
India mengingat penggunaaan kunyit adalah common knowledge di India 
merupakan salah satu bukti bahwa traditional knowledge bisa mendapatkan 
perlindungan. Namun, dalam kasus tersebut India harus melakukan 
perjuangan yang berat dengan menunjukan dokumentasi yang cukup. 
Sebaliknya, tidak ada usaha dari pemohon paten untuk menganggap 
pengetahuan penggunaan kunyit di India itu sebagai prior art. Dari kasus 
tersebut dapat diambil pelajaran bahwa perlindungan terhadap traditional 
knowledge bisa mendapat perlindungan namun belum efektif dan solutif. 
Selain itu sejauh mana traditional knowledge mendapat perlindungan sebagai 
HKI sampai sekarang pun belum ada kesepakatan secara internasional. 
Indonesia merupakan negara Kepulauan (archipelago) yang besar di 
kawasan Asia Tenggara bahkan dunia, dua pertiga wilayahnya adalah laut 
dengan konfigurasi lebih dari 17.508 pulau membentang di wilayah Indonesia 
(http://www.indonesia.go.id/navigasiDetail.php?navId=1&content=0 [16 Juli 
2006]). Masyarakatnya terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan 
keragaman tradisi dan budaya. Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi 
termasuk dua Daerah Istimewa (DI) dan satu Daerah Khusus Ibukota (DKI). 
Kedua DI tersebut adalah Nanggroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sedangkan Daerah Khusus Ibukotanya adalah Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, setiap provinsi memiliki potensi dan aset yang berbeda 
(http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&i
d=112&Itemid=336 [16 Juli 2006]). 
Ditambah, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman 
hayati yang luar biasa (mega biodiversity), telah menjadikan Indonesia sebagai 
negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan 
bioteknologi. Banyak produk unggulan daerah yang telah dihasilkan Indonesia 
dan mendapatkan tempat di pasar internasional, sebagai contoh : kopi 
Mandailing, lada Muntok, batik Jawa, songket Palembang, sarung Samarinda 
dan masih banyak lagi yang lain. Indonesia juga memiliki mempunyai 
kekayaan dalam bentuk ekspresi folklore seperti tari-tarian, batik, lagu-lagu, 
desain, karya sastra dan lain sebagainya. Dalam hal traditional knowledge 
yang berhubungan dengan pengobatan tradisional dan biodiversity (tanaman 
untuk produk obat), hampir 40% penduduk Indonesia menggunakan 
pengobatan tradisional dan menjadi semakin dikenal baik di dalam negeri 
maupun di negara lain. Seperti obat-obat herbal yang berasal dari jamu seperti 
prolipit dan proUric yang sudah digunakan secara luas di Indonesia bahkan 
diekspor keluar negeri (Tantono Subagyo, 2005:13).  
Apabila keunikan, ciri khas dan kualitas dari traditional knowledge 
tersebut dapat dipertahankan serta dijaga konsistensi mutu tingginya maka 
produk kekayaan tradisional tersebut akan tetap mendapatkan pasaran yang 
baik, tidak hanya dipasaran dalam negeri saja, bahkan dapat diekspor dan 
bersaing di tingkat internasional.  
Namun kondisi yang kaya tersebut tidak didukung oleh pengetahuan, 
skill, profesionalisme Sumber Daya Manusia dan dana. Oleh sebab itulah saat 
ini yang terjadi justru banyak sekali karya dan kekayaan bangsa diakui/ 
dibajak oleh negara maju yang mempunyai kelebihan teknologi,  kemampuan 
finansial maupun teknis dan mekanisme  beroperasi, dengan berbagai 
perusahaan multinasionalnya, bahkan didaftarkan menjadi haknya 
(misappropriation). 
Pembajakan traditional knowledge terhadap kekayaan Indonesia bukan 
merupakan hal sepele lagi. Banyak kekayaan Indonesia yang dibajak negara 
lain, bahkan dipatenkan. Sistem benefit sharing yang ada sangat merugikan 
Indonesia. Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan 
kekayaan intelektual masyarakat adat/ asli/ tradisional tanpa ijin oleh pihak 
asing, khususnya dalam bidang pengobatan. Salah satu kasus yang dapat 
dikatakan paling menonjol adalah kasus pemanfaatan obat tradisional yang 
dikembangkan oleh salah satu kelompok Suku Dayak tanpa seijin kelompok 
masyarakat bersangkutan, nama produk Indonesia seperti kopi Mandailing 
atau Mandheling Coffee digunakan untuk produk lain atau diisi dengan kopi 
yang berasal dari daerah lain bahkan negara lain dan kasus-kasus pencurian 
traditional knowledge lainnya. Dan yang terbaru kasus lagu rasa sayange yang 
menjadi jingle iklan pariwisata negara Malaysia. 
Traditional knowledge sebagai aset intelektual dilihat dari konteks 
kedaerahan tentunya memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing ditiap 
wilayah. Sebagai contoh provinsi Jawa Tengah yang memiliki Surakarta 
sebagai barometer kota budaya nasional dan potensi yang menonjolkan aset 
intelektual dari traditional knowledge, dengan batik solo, masakan dan 
makanan khas, ramuan dan obat-obatan tradisionalnya, tarian, khasanah 
kraton, kultur budaya dan sebagainya. Yang memiliki potensi sebagai aset 
untuk komoditas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat jika 
dikelola dengan baik. Surakarta yang perkembangannya dari Kotamadia 
menjadi Kota memiliki pemerintahan dan kewenangan sendiri untuk mengatur 
rumah tangganya sendiri, bagaimana kemudian mengelola dan memberikan 
perlindungan  terhadap pengetahuan tradisionalnya. Dikaitkan dengan kondisi 
dan perkembangan mengenai traditional knowledge di tingkat Nasional 
maupun Internasional. Karena masih sedikitnya diskusi, penelitian terlebih 
pendataan terhadap traditional knowledge di tingkat daerah sendiri.  
Hambatan dalam masalah ini mungkin belum terdata dan adanya data acuan 
standar mengenai jenis-jenis traditional knowledge yang ada di tingkat daerah 
terlebih skala nasional. Selain itu belum populer dan sadarnya masyarakat 
dengan adanya aset dan prospek ekonomi pada traditional knowledge tersebut.  
Dari uraian diatas, penulis melihat belum adanya kepastian hukum 
mengenai perlindungan hukum terhadap traditional knowledge. Yang ternyata 
memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi pengembangan karakter bangsa. 
Yang bisa menjadi aset bangsa memberi masukan devisa, kebanggaan bangsa 
dan pengakuan/ pergaulan yang baik di kalangan dunia internasional.  Kita 
perlu mengembangkan suatu sistem perlindungan yang tepat dan memadai, 
apakah sistem perlindungannya melalui peraturan perundangan di bidang HKI 
yang telah ada atau secara “sui generis”. Dalam penulisan ini penulis ingin 
menyoroti perlindungan traditional knowledge tersebut dari sisi hak kekayaan 
intelektual dan prospeknya guna pembangunan ekonomi Indonesia. 
Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai 
perlindungan terhadap traditional knowledge di Indonesia sehingga penulis 
dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini memilih judul, 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA PEMBANGUNAN 
EKONOMI INDONESIA. 
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memperjelas permasalahan yang nantinya dapat dibahas lebih 
terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis 
merumuskan permasalahan yang dibahas sebagai berikut.  
1. Bagaimana sistem perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap 
traditional knowledge di Indonesia? 
2. Bagaimana prospek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual 
terhadap traditional knowledge guna pembangunan ekonomi Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif 
Tujuan obyektif penelitian guna penulisan hukum ini ialah sebagai berikut. 
a. Untuk mengetahui sistem perlindungan traditional knowledge di 
Indonesia, 
b. Untuk mengetahui prospek perlindungan hukum hak kekayaan 
intelektual Indonesia terhadap traditional knowledge guna 
pembangunan ekonomi Indonesia. 
2. Tujuan Subyektif 
Tujuan subyektif penelitian guna penulisan hukum ini ialah sebagai 
berikut. 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh 
gelar sebagai sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 
b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 
aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum 
khususnya mengenai perlindungan traditional knowledge,  
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 
agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan 
masyarakat pada umumnya. 
D.  Manfaat Penelitian 
1.   Manfaat Teoritis 
Penelitian guna penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat untuk : 
a. Memperluas pemikiran dan pendapat hukum, memberi masukan ilmu 
pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata 
pada khususnya, dan lebih khususnya hak kekayaan intelektual yang 
berkaitan dengan perlindungan traditional knowledge,  
b. Menambah wacana dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian 
yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian guna penulisan hukum ini diharapkan mempunyai manfaat 
praktis : 
a. Memberikan masukan kepada instansi pemerintah dan pemegang 
kebijakan dalam membuat Peraturan Pemerintah tentang traditional 
knowledge, 
b. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar mengetahui 
pentingnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual pada 
umumnya  dan tentang perlindungan traditional knowledge pada 
khususnya. 
E.   Metode Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia 
sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan serta 
menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi 
praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis dengan 
menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai 
dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah 
( Soerjono Soekanto, 1986: 3). 
Metode penelitian adalah cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan 
dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. 
Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa 
maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. 
Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan 
dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, validitas dan hasil penelitian 
ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun metode yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 
1.   Jenis  Penelitian 
 Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka jenis penelitiannya 
adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif, yang 
mengkaji hukum sebagai norma. Sedangkan dilihat dari sumber datanya 
merupakan penelitian doktrinal atau normatif, yaitu penelitian dengan cara 
mencari dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, 
kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah 
yang ditulis. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian 
lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum 
sehingga dapat dikatakan sebagai; library based, focusing on reading and 
analysis of the primary and secondary materials (Johnny Ibrahim, 
2006:46). Atau sering disebut penelitian studi kepustakaan. 
  Ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan, “penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”. 
(Soerjono Soekanto, 1986:10). 
  Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara lengkap dan 
sistematis keadaan obyek yang diteliti, baik mulai dari bab pendahuluan 
sampai kepada bab penutup. Dimana dijabarkan sistematis berdasarkan 
urutan dalam buku pedoman penulisan hukum. 
2. Lokasi  Penelitian 
  Lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan yang 
menyimpan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan asal/  
kepemilikan sumber pustaka penulisan hukum, yaitu :        
a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
c. Pusat Pengembangan dan Pelayanan HKI Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
d. Cyber media atau internet (website). 
3.  Pendekatan Penelitian 
  Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif/ yuridis yaitu 
melihat permasalahan atau isu dengan membangun konsep hukum untuk 
dijadikan acuan di dalam menjawab rumusan masalah atau disebut 
pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu isu mengenai 
traditional knowledge, sistem perlindungannya dan prospeknya guna 
pembangunan ekonomi Indonesia. 
  Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak 
beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang 
belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006: 137). 
 
4. Jenis  Data 
  Dalam suatu penelitian dapat dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) 
dan data dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau 
primary data, kemudian yang kedua dinamakan data sekunder atau 
secondary data (Soerjono Soekanto, 1986: 11). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang secara 
tidak langsung memberi keterangan yang diperoleh  melalui bahan 
kepustakaan. Sumber data sekunder dapat dikelompokan menjadi tiga 
bahan hukum yang mempunyai kekuatan  mengikat kedalam, yaitu: 
a. Bahan hukum primer (primary law material), ialah bahan-bahan 
hukum atau materi hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 
secara yuridis dan diurut berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer 
terdiri dari : UUD 1945, peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945 
dan Tap MPR), peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, 
Peraturan-Peraturan Daerah), bahan hukum yang tidak 
dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman 
penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang 
merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak 
resmi dari Wetboek van Strafrecht); 
b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan 
hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 
seperti buku-buku teks, majalah, berita media massa seperti Kompas, 
makalah, pendapat sarjana hukum, jurnal-jurnal,  hasil penelitian dan 
hasil karya dari kalangan tertentu dan artikel-artikel; 
c. Bahan hukum tersier (tertiery law material), yaitu bahan hukum 
yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder misalnya bahan dari media 
internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya. 
5.   Sumber  Data 
  Sumber data dalam  penelitian ini ialah sumber data sekunder. 
Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah, pertama, dalam keadaan siap 
terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; kedua, baik bentuk 
maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti 
terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan 
terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data; 
ketiga, tidak terbatas oleh waktu maupun tempat (Soerjono Soekanto, 
1986:12).  
  Di dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, sumber data 
sekunder dapat dikelompokan menjadi tiga bahan hukum, sumber data 
yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain : 
a. Bahan hukum primer (primary law material), yaitu: UU No.15 
Tahun 2001 tentang Merek (Bab VII, Bagian Pertama- Kedua, Pasal 
56-95); UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Bagian Ketiga-
Bagian Keempat, Pasal 10- 13); UU Nomor 7 Tahun 1994 Tentang 
Pengesahan Agreement (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia); Agreement on Trade Related Aspects of 
Intelllectual Property Rights (Annex 1C, Article 22, 23) dan 
peraturan yang lainnya yang lebih jelas dipaparkan dalam daftar 
pustaka; 
b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu: buku 
mengenai Penelitian/ Metodelogi Hukum, HKI, Traditional 
Knowledge dan Pembangunan Ekonomi antara lain: Soerjono 
Soekanto (Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, 
1984); Johnny Ibrahim (Teori dan Metodologi Penelitian Hukum 
Normatif , 2006); Agus Sardjono (Hak Kekayaan Intelektual dan 
Pengetahuan Tradisional, 2006 dan Pengetahuan Tradisional; Studi 
Mengenai Perlindungan Hak kekayaan Intelektual atas Obat-obatan, 
2005); Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin (Hak Kekayaan 
Intelektual dan Budaya Hukum, 2005); LPKHI FH UI dan Dirjen 
HKI (Anonim, 2005); Dirjen HKI dan EC-ASEAN Intellectual 
Property Rights Co-operation Program (Buku Panduan HKI 
dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, 
2006); Abdul Kadir Muhammad (Hukum Ekonomi HKI) Irawan dan 
M. Suparmoko (Ekonomika Pembangunan); M.L. Jhingan (Ekonomi 
Pembangunan ddan Perencanaan) dan beberapa buku, majalah, jurnal 
dan makalah lainnya yang lebih jelas dipaparkan dalam daftar 
pustaka; 
c. Bahan hukum tersier (tertiery law material), yaitu: Suharso dan Ana 
Retnoningsih Joko Sadewo (Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, 
2005). Undang-undang Hak Cipta Perlu Direvisi. 
http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1116911819&1, 
Ranggalawe S, Masalah Perlindungan Traditional Knowledge, 
http//www.lkth.net/artikel_lengkap.php?id=47, Ristek. Program 
Insentif Perlindungan Pengetahuan Tradisional 
(LINTRAD).http://www.kimianet.lipi.go.id/utama.cgi?bacaforum&da
na&1025704462&3, Ristek Online. Inventarisasi Pengetahuan 
Tradisional Bentuk Perlindungan terhadap Kepemilikan Komunal 
Dengan Cara Perlindungan Kepemilikan Individual (Hak Kekayaan 
Intelektual – Intelectual Property Right). 
http://<webmstr@...>Siptek-
diskusiMessageINVENTARISASIPENGETAHUANTRADISIONA
L.htm; V.FebrinaKusumaningrum. Konsultasi Hukum Ruang 
Lingkup HKI. 
http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/haki/lingkup_haki.htm; 
Yun. HKI Indonesia, Negara Maju Tidak Akui Pengetahuan 
Tradisional. 
http://www.kompas.com/kompascetak/0604/25/humaniora/2608191.
htm; dan beberapa data dari media internet lainnya yang akan lebih 
lengkap dipaparkan dalam daftar pustaka. 
6.    Teknik  Pengumpulan  Data 
        Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumenter, 
yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan kategorisasi dan 
klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah 
penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, 
makalah, teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum.  
  Jadi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder 
di lokasi penelitian dengan jalan mengkaji persoalan-persoalan yang 
bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya 
mengkonstruksikan secara sistematis sehingga menjadi data yang siap 
dianalisis. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan 
berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan 
diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara 
komperehensif. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga 
melalui cyber media, yaitu dengan mencari informasi dan berita-berita 
tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet. 
7.     Teknik  Analisis  Data  
  Di dalam penelitian hukum normatif/ doktrinal ini tehnik 
analisis data yang digunakan adalah content analysis (tehnik analisis 
isi). Analisis isi ialah setiap prosedur sistematis yang didorong untuk 
mengkaji isi dari informasi yang diperoleh. Analisis ini memusatkan 
perhatian pada semua data sekunder yang diperoleh. 
  Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis 
menganalisis data secara logis, sistematis dan yuridis. Logis 
maksudnya adalah data yang dikumpulkan dianalisis sesuai dengan 
prinsip-prinsip logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu 
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret 
yang dihadapi.  Sistematis maksudnya adalah menganalisis data dengan 
cara mengkaitkan data yang satu dengan yang lain yang saling 
berhubungan dan bergantung. Selanjutnya data dianalisis secara 
yuridis, yaitu  bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan 
dikaitkan dengan hukum positif yang sedang berlaku saat ini.  
 
F.   Sistematika Penulisan Hukum 
Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum 
(skripsi) untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi 
pembahasan dalam penulisan hukum, sehingga akan memudahkan pembaca 
mengetahui isi dan maksud penulisan hukum ini secara jelas. Adapun susunan 
dan uraian sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
Bab I  :   Pendahuluan 
Dalam Bab I ini diuraikan tentang latar belakang masalah dan 
pengambilan judul skripsi Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual terhadap Traditional Knowledge guna 
Pembangunan Ekonomi Indonesia, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini. 
 
 Bab II :    Tinjauan Pustaka 
Dalam Bab II ini diuraikan tinjauan pustaka yang dibagi dalam 
kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori 
memaparkan teori-teori pendukung penelitian dan pembahasan 
masalah yang menjadi dasar pijakan peneliti untuk meneliti 
masalah yang diteliti agar valid. Teori-teori kepustakaan yang 
dipakai adalah mengenai: 1) Tinjauan umum tentang 
perlindungan hukum, 2) Tinjauan umum tentang Hak 
Kekayaan Intelektual, 3) Tinjauan umum tentang traditional 
knowledge dan 4) Tinjauan umum tentang pembangunan 
ekonomi.. 
 Bab III :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam Bab III ini dibagi menjadi dua sub-bab yaitu hasil 
penelitian dan pembahasan penelitian. Sub-bab hasil 
memaparkan tentang kepentingan Indonesia terhadap 
perlindungan traditional knowledge, sistem perlindungan 
traditional knowledge di Indonesia dan prospek perlindungan 
hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap traditional 
knowledge guna pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam sub-
bab pembahasan dibahas tentang dua rumusan masalah 
penelitian yaitu sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
terhadap traditional knowledge di Indonesia dan prospek 
perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap 
traditional knowledge guna pembangunan ekonomi Indonesia. 
 
 
 
 BAB IV :  Penutup 
Pada Bab penutup diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat 
diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses 
meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan 
kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan 
hukum ini. 
 Daftar Pustaka 
 Lampiran 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum  
a. Ilmu Hukum dan Teori Hukum 
Ilmu hukum adalah ilmu yang membicarakan hukum dalam 
arti yang seluas-luasnya dan abstrak, artinya tidak membicarakan 
“hukum apa”, misalnya tidak membicarakan Hukum Tata Negara, 
Hukum Administrasi, Hukum Pidana ataupun Hukum Perdata, tetapi 
hanya membicarakan tentang hukum saja. Fritzegerald (Fritzegerald, 
1978: 11, Bachsan Mustafa, 2003: 4) mengatakan bahwa: 
“Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk 
mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, 
umum dan teoritis, yang berusaha untuk mengungkap asas-asas 
yang pokok dari hukum dan sistem hukum”. 
Ilmu Hukum mempunyai hakekat interdisipliner. Hakekat ini 
kita ketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan 
untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan 
dengan kehadiran hukum dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1986: 
7).  
Sebaliknya, kalau kita bicara hukum dalam arti konkret, 
berarti kita bicara “hukum apa”, apakah Hukum Pidana yang 
tercantum dalam KUHP atau KUH Perdata dan seterusnya. Jadi ilmu 
hukum bicara hukum saja, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
berkenaaan atau yang berhubungan dengan hukum seperti di antaranya 
(Bachsan Mustafa, 2003: 2): 
 
1) Apakah hukum itu; 
2) Bagaimana terjadinya hukum; 20 
3) Bagaimana berlakunya hukum; 
4) Terhadap siapa berlakunya hukum; 
5) Kepentingan siapa saja yang dilindungi hukum itu; 
6) Apakah yang dimaksud dengan keadilan menurut hukum; 
7) Bagaimana peranan hukum dalam masyarakat; 
8) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan hukum itu; 
9) Bagaimana pembagian hukum itu menurut bentuk dan isinya; 
10) Apakah yang dimaksud dengan sistem hukum dan pendekatan 
analisis fungsional komponen-komponen sistem hukum, sehingga 
dapat memecahkan masalah-masalah hukum menjadi lebih terarah; 
11) Apakah yang dimaksud, bahwa ilmu hukum memberikan  makna 
kepada hidup manusia; 
12) Apakah yang dimaksud, bahwa tugas ilmu hukum adalah: 
a. menciptakan manusia yang baik secara moral, 
b. menciptakan pemerintahan yanag baik, 
c. menciptakan masyaarakat yang tertib; 
13) Apakah yang dimaksud dengan jus konstitium dan jus 
konstituendum, dan pertanyaan lainnya sekitar hukum. 
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, itulah yang 
disebut teori-teori hukum. Kemudian, hubungan antara teori hukum 
dan ilmu hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah ( Satjipto Rahardjo, 
1986: 9): 
“Bagaimanapun juga kita dapat melihat adanya hubungan yang erat 
antara ilmu hukum dan teori hukum. Ada penulis yang bahkan 
berpendapat, bahwa keduanya bersifat sinonim. Teori hukum 
memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap ilmu hukum, 
yang ingin mempelajari hukum dalam segala seluk-beluk, hakikat 
dan perkembangannya. Dengan demikian, teori hukum merupakan 
bagian yang penting dari ilmu hukum. Melalui teori hukum, ilmu 
hukum mencerminkan perkembangan masyarakat. Disini ilmu 
tersebut membahas tentang perkembangan hukum yang berkaitan 
dengan perubahan dalam masyarakatnya”.  
b. Tatanan dan Nilai-Nilai Hukum 
 Kehidupan dalam masyarakat yang berjalan tertib dan 
teratur didukung adnya suatu tatanan, yang menciptakan hubungan-
hubungan yang tetap dan teratur antara anggota masyarakat. Ketertiban 
yang didukung tatanan ini memiliki sifat-sifat yang berlainan. Sifat 
yang berbeda-beda ini disebabkan karena norma-norma yang 
mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat-sifat yang 
berbeda (Radbruch, 1961: 12). Perbedaan yang terdapat pada tatanan-
tatanan atau norma-normanya bisa dilihat dari segi tegangan antara 
ideal dan kenyataan, atau dalam kata-kata Radbruch “ein immer 
zunehmende Spannungsgrad zischen ideal und Wirklichkeit” 
(Radbruch, 1961: 13). Tatanan itu tidak merupakan konsep tunggal 
karena kompleks dan terdiri dari sub-sub tatanan. Sub-sub tatanan itu 
adalah: kebiasaan, hukum dan kesusilaan (Satjipto Rahardjo, 1986: 
15). Maka ketertiban yang ada dalam masyarakat didukung oleh ketiga 
tatanan tersebut .  
Tatanan kebiasaan, terdiri dari norma-norma yang dekat 
dengan kenyataan. Apa yang biasa dilakukan masyarakat, kemudian 
menjelma menjadi norma kebiasaan, melalui ujian keteraturan, 
keajegan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh 
masyarakat (Radburch, 1961: 13). Dalam hukum penciptaan norma-
norma hukum yang “murni” dibuat secara sengaja oleh badan yang 
berwenang yang merupakan perwakilan masyarakat untuk 
mewujudkan kehendaknya, sehingga norma-norma hukum lahir dari 
kehendak manusia.  
Hukum harus meramu dua dunia yang diametral berbeda, 
bahkan bertegangan. Hukum harus mengambil keputusan berdasarkan 
otoritasnya sendiri berpedoman pada apa yang dikehendakinya. 
Hukum terikat pada dunia ideal dan kenyataan, karena pada akhirnya 
ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu 
pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal-filosofis dan secara 
sosiologis. Untuk memenuhi tuntutan berlaku filosofis maka ia harus 
memasukkan unsur ideal ke dalam karyanya, sedangkan untuk 
memenuhi tuntutan berlaku sosiologis hukum harus memperhitungkan 
unsur kenyataan. Berikut bagan yang menggambarkan posisi tersebut. 
 
 
 
 
 
 Dalam tatanan hukum terjadi pergeseran dari tatanan yang 
berpegang pada kenyataan sehari-hari (kebiasaan). Tatanan kesusilaan 
sama mutlaknya dengan kebiasaan, hanya saja dalam kedudukan yang 
terbalik. Apabila tatanan kebiasaan mutlak berpegang pada kenyataan 
tingkah laku orang-orang, maka kesusilaan justru berpegang kepada 
ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat, ideal menjadi 
tolak ukur tatanan ini untuk menilai tingkah laku anggota-anggota 
masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 1986: 14). Maka perbuatan yang bisa 
diterima oleh tatanan itu hanyalah yang sesuai dengan idealnya 
manusia, unsur kehendak manusia tidak menentukan, norma 
kesusilaan bukan sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, 
melainkan yang tinggal diterima oleh kehendak manusia. Tatanan 
kesusilaan tidak dituntut untuk berlaku sosiologis, tuntutannya yang 
mutlak dan ideal adalah insan kamil, manusia sempurna (Satjipto 
Rahardjo, 1961: 19). Ketegangan antara ideal dan kenyataan tersebut 
dapat digambarkan dengan bagan di bawah ini.  
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Gambar 1. Bagan Hubungan Hukum dengan Ideal dan Kenyataan 
 (Satjipto Rahardjo, 1961: 18) 
  
 
 
Nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch (Radbruch, 
1961: 36) adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Meskipun 
ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun terdapat suatu 
Spannungsverhaltnis, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan ini 
bisa dimengerti karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-
lainan dan satu sam lain mengandung potensi untuk bertentangan 
(Satjipto Rahardjo, 1961: 21). Dengan adanya nilai yang berbeda-beda 
tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum pun bermacam-
macam sesuai keabsahan ynag berlaku. Nilai keadilan oleh hukum oleh 
filsafat, nilai kegunaan dengan cara pandang sosiologis dan nilai 
kepastian hukum oleh yuridis. 
 
 
c. Pengertian dan Objek Pelajaran Hukum Indonesia 
Hukum Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku pada 
waktu ini di wilayah Indonesia. Hukum Indonesia ini biasa disebut 
Hukum Positif Indonesia atau hukum positif saja, yang dalam bahasa 
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Gambar 2. BaganTegangan Antara Ideal dan Kenyataan 
                   (Satjipto Rahardjo, 1961: 19) 
latinnya disebut “Ius Constitium”, lawannya adalah “Ius 
Constituendum”, yaitu hukum yang belum berlaku, hukum yang masih 
ada dalam cita-cita hukum bangsa Indonesia, kesadaran tentang 
bagaimana seharusnya hukum itu dibentuk oleh badan-badan 
kenegaraan yang diberi wewenang membentuknya, yaitu bahwa: 
“Isi hukum harus sesuai dengan apa yang hidup dalam alam pikiran 
bangsa Indonesia” (paradigma R. Soepomo dalam karya tulisnya 
Hukum Adat Jawa Barat)”. 
“Isi hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (volksgeist) 
(paradigma Von Savigny dalam karya tulis E. Utrecht, Pengantar 
dalam Hukum Indonesia) (Bachsan Mustafa, 2003: 59). 
Selanjutnya, Utrecht menyatakan bahwa: 
“isi hukum itu determinan/ menentukan berlakunya hukum” 
Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 1986: ), obyek 
hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan 
manusia di manapun di dunia ini dan dari masa kapan pun. Singkatnya 
di sini dilihat sebagai fenomena universal, bukan lokal ataupun 
regional. 
Jadi, berdasarkan paradigma tersebut, maka berlakunya 
hukum Indonesia itu ditentukan oleh isi dari hukumnya, baik hukum 
undang-undang maupun hukum adat (kebiasaan). Suatu undang-
undang yang isinya tidak sesuai dengan alam pikiran dan jiwa bangsa 
Indonesia akan kehilangan sifat mengikatnya.  
 
 
d. Subyek dan Obyek Hukum Indonesia 
Subyek hukumnya adalah setiap warga negara Indonesia dan 
warga negara asing yang bermukim di Indonesia, serta badan hukum 
yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Obyek hukumnya ialah 
setiap benda yang berada di wilayah Indonesia, baik bergerak maupun 
tidak bergerak dan berwujud maupun yang tidak berwujud (Bachsan 
Mustafa, 2003: 61). 
Benda bergerak ialah setiap benda yang sifatnya dapat 
dipindah-pindahkan tempatnya, seperti meja, kursi, radio dan 
sebagainya. Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak atau benda 
tetap ialah setiap benda yang sifatnya tidak dapat dipindahkan-
pindahkan tempatnya, seperti tanah, bangunan permanen, bangunan 
yang mempunyai nilai sejarah, misalnya Candi Borobudur, Candi 
Mendut, Kalasan dan Monumen Nasional (Monas), kemudian flora 
dan fauna langka yang dilindungi undang-undang. 
Sedangkan benda berwujud adalah setiap benda yang 
digolongkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang 
dapat dilihat, didengar dan diraba atau dengan perkataan lain, setiap 
benda yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. Sedangkan 
yang dimaksud dengan benda tidak berwujud adalah setiap benda yang 
dapat ditangkap oleh pencaindera manusia, yaitu pelbagai hak, seperti 
hak asasi manusia, berbagai hak kebendaan, seperti hak milik atas 
tanah, atas kendaraan dan seterusnya, hak perorangan seperti hak 
tagihan hutang, hak tagihan uang sewa dan seterusnya dan pelbagai 
hak cipta, seperti hak cipta di bidang industri dan perdagangan serta 
hak cipta di bidang seni dan sastra, dalam lingkup hak-hak intelektual.  
 
e. Wilayah Hukum Indonesia 
  Wilayah hukum Indonesia menyangkut wilayah berlakunya 
hukum Indonesia, yaitu (Bachsan Mustafa, 2003: 60): 
1) Wilayah teritorial Indonesia, batas pantai atau perairan negara 
Indonesia. Sebelah barat batasnya Pulau We dengan kotanya 
Sabang berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur Pulau 
Irian dengan kotanya Merauke berbatasan dengan Papua Nuginie, 
sebelah selatan batasnya Pulau Timor Barat, berbatasan dengan 
negara Timor Timur, Samudera Hindia dan Australia, sebelah utara 
Kepulauan Sangir dan Talaud berbatasan dengan Filipina dan 
Samudera Pasifik. 
2) Di atas kapal yang berbendera Indonesia, tanpa membicarakan 
siapa pemilik kapalnya, sesuai dengan asas hukum internasional, 
bahwa kapal dianggap sebagai pulau yang terapung (floatings 
island), jadi apabila di atas suatu pulau berkibar suatu bendera 
nasional, maka di pulau tersebut berlaku hukum nasional dari 
bendera nasional tersebut. 
3) Di tempat bekerja dan tempat tinggal perwakilan Indonesia di luar 
negeri. Berdasarkan asas ex teritorial dari hukum internasional, 
bahwa tempat bekerja dan tempat tinggal perwakilan asing di 
anggap berada di luar wilayah hukum dari negara di mana ia 
ditempatkan. 
 
  
 
 
 
 
  
f. Tugas Hukum Indonesia 
Melihat hukum sebagai norma yang berfungsi sebagai 
berikut. 
1) Menjamin Kepastian Hukum 
 Kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri 
Menurut Van Apeldroon (Bachsan Mustafa, 2003: 63), kepastian 
Gambar 3. Peta Batas Wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia 
hukum itu mempunyai 2 (dua) arti, yaitu: Pertama, soal dapat 
ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret, pihak-pihak 
yang mencari keadilan ingin mengetahui, apakah yang menjadi 
hukumnya dalam hal-hal yang khusus, sebelum ia memulai dengan 
perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya 
perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan 
hakim. Nyatalah bahwa di antara kedua pandangan itu ada 
hubungan yang erat. Bahwa dalam suatu peraturan perundang-
undangan dapat diketahui subjek dan objek hukum yang diaturnya. 
 Misalnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 
Tahun 1960, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, 
menetapkan dalam batang tubuh dan dalam penjelasan undang-
undang tersebut secara explicit atau secara implicit untuk menjamin 
kepastian hukum. 
2) Menjamin Keadilan Sosial 
Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan 
antar manusia. Membicarakan hubungan manusia adalah 
membicarakan keadilan. Hukum sebagai ideal erat hubungannya 
dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Tapi hukum tidak 
hanya beroperasi dengan konsep-konsep abstrak tersebut. Menurut 
Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 1986: 56), hukum adalah 
lembaga pengaturan yang harus memperhatikan kenyataan 
kehidupan sehari-hari. Ia harus turun menjejakkan kakinya ke bumi 
dan ini bisa menimbulkan tegangan-tegangan dengan ide-ide, nilai-
nilai, asas-asas yang abstrak itu. 
Kuntjoro Purbopranoto dalam karya tulisnya Hak-Hak 
Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia dengan 
mengambil teori dari Asmara Hadi yang menyatakan bahwa 
(Bachsan Mustafa, 2003: 63) : 
“Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan 
antarmanusia dalam masyarakat”. 
Antara lain dijabarkan dalam Pancasila sila kelima, dalam 
Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara explicit atau secara 
tersurat dan dalam Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dinyatakan secara implicit atau secara tersirat tentang 
fungsi menjamin keadilan sosial itu, dan dalam Undang-Undang 56 
Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam 
Pasal 7 dengan ketiga ayatnya tentang Gadai Tanah Pertanian 
secara explicit/ secara tersurat dan dalam penjelasan undang-
undang ini secara implicit/ tersirat, bahwa undang-undang ini 
berfungsi menjamin keadilan sosial. 
3) Tugas Pengayoman 
 Menurut Sahardjo, Menteri Kehakiman dalam Kabinet 
Presiden Soekarno makna teori pengayoman ini adalah (Bachsan 
Mustafa, 2003: 64) : 
“Bahwa hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia 
dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa 
dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak asasinya, 
hak kebendaannya maupun hak perorangannya dan 
memberikan kepada para narapidana di lembaga 
permasyarakatan selama menjalani hukumannya, mereka 
dikembalikan ke masyarakat untuk menjadi orang yang 
berguna, karena sudah diberi bekal pengetahuan dan 
ketrampilan untuk dapat melakukan pekerjaan praktis di 
masyarakat”. 
Jadi, fungsi pengayoman itu meliputi 2 (dua) fungsi, yaitu 
fungsi “perlindungan dan fungsi pendidikan”. Dalam UUD 1945 
secara explicit dinyatakan tugas pengayoman dari negara Indonesia 
dan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian secara implicit undang-undang ini 
mengayomi pemilik tanah/ penggadai dari kekuasaan pemegang 
gadai/ kreditur, di mana undang-undang ini menetapkan batas 
waktu gadai 7 (tujuh) tahun. Setelah lewat waktu gadai, maka 
pemegang gadai harus mengembalikan tanah gadaiannya kepada 
pemilik tanah tanpa pembayaran uang tebusan oleh pemilik tanah/ 
penggadai.  
g. Sistem Hukum Indonesia 
Sebelum membahas sistem hukum ada baiknya terlebih 
dahulu mengemukakan pemahaman dan pengertian sistem, yaitu 
(Bachsan Mustafa, 2003: 4): 
1. Ludwig Von Bertalanffy 
“System are complexes of elements in interaction, to which certain 
law can be applied”. 
 Bila diterjemahkan secara bebas, maka: 
“Sistem adalah himpunan unsur (elements) yang paling 
mempengaruhi, untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku”. 
2) H. Thierry 
“Een systeem is een geheel van elkaar wederzijds beinvloedende 
componenten, die volgens een plan georden zjin, teneinde een 
bepaald doel te bereiken”. 
Yang terjemahan bebasnya adalah: 
“Sebuah sistem adalah keseluruhan bagian (componenten) yang 
saling mempengaruhi satu sama lainnya menurut suatu rencana 
yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 
3) William A. Shorde/ Dan Voich Jr. 
“A system is a set of interrelated part, working independently and 
faintly, in pursuit of common objectives of the whole within a 
complex environment”. 
Terjemahan bebasnya sebagai berikut. 
“Sebuah sistem adalah seperangkat bagian (part) yang saling 
berhubungan, bekerja sedikit bebas, dalam mengejar keseluruhan 
tujuan dengan kesatuan lingkungan”. 
 Definisi-definisi tersebut menekankan kepada hal-hal sebagai berikut. 
1) Kelakuan berdasarkan  tujuan tertentu 
Sistem tersebut terorientasi kepada sasaran tertentu. 
2) Keseluruhan 
Keseluruhan melebihi jumlah dari semua bagian-bagiannya. 
3) Keterbukaan 
Sistem tersebut saling berhubngan dengan sebuah sistem yang 
lebih besar, yaitu lingkungannya (sistem terbuka). 
4) Transformasi 
Bagian-bagian yang bekerja, meciptakan sesuatu yang mempunyai 
nilai. 
5) Antarhubungan 
Berbagai macam bagian harus cocok satu sama lain. 
6) Mekanisme kontrol 
Terdapat adanya kekuatan yang mempersatukan dan 
mempertahankan sistem yang bersangkutan. 
Ahli lainnya menyatakan bahwa: 
“Sistem ini mempunyai 2 (dua) pengertian yang penting untuk 
dikenali, sekalipun dalam pembicaran-pembicaraan keduanya 
sering dipakai tercampur begitu saja. Yang pertama adalah 
pengertian sistem sebagi jenis satuan, yang mempunyai tatanan 
tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjukan kepada suatu struktur 
yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu 
rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu”. 
Demikianlah para ahli merumuskan pengertian sistem. Dalam 
pembahasan sistem hukum Bachsan Mustafa (Bachsan Mustafa, 2003: 
6), menggunakan teori: 
“sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-
komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsionil 
yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya”.  
Adanya keterikatan antara asas-asas hukum, maka dapat 
dikatakan hukum merupakan satu sistem. Peraturan-peraturan hukum 
yang berdiri sendiri  diikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan 
bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu. Teori Stufenbau dari 
Hans Kelsen dengan jelas menunjukan keadaan tersebut, menurut 
Kelsen (Satjipto Rahardjo, 1986: 89), agar ilmu hukum benar-benar 
memenuhi persyaratan suatu ilmu, maka ia harus mempunyai obyek 
yang bisa ditelaah secara empirik dan dengan analisa yang logis  
rasional, namun semua peraturan yang merupakan bagian dari tatanan 
tersebut masih bersumber pada tata nilai dasar yang mengandung nilai-
nilai etis, kajiannya bersifat meta juridis. Dengan adanya Grundnorm 
inilah semua peraturan  hukum itu merupakan satu susunan kesatuan 
dan dengan demikian pula ia merupakan satu sistem.  
1) Hukum Indonesia merupakan sistem dengan keempat komponen 
sistemnya (Bachsan Mustafa, 2003: 73). 
Keempat komponen sistem hukum Indonesia adalah 
sebagai berikut. 
a) Komponen jiwa bangsa 
b) Komponen struktural 
c) Komponen substansi 
d) Komponen budaya hukum 
 
2) Sistem hukum Indonesia merupakan sistem terbuka 
Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum terbuka, 
berarti diantara keempat komponen sistemnya ada saling  
mempengaruhi. Selain itu, juga menerima pengaruh dari 
lingkungan, baik berupa informasi maupun berupa tekanan-tekanan 
dari “The Pressure Group” atau Elit Politik, yaitu golongan yang 
menekan dan memaksakan kehendaknnya kepada badan-badan 
yang diserahi tugas legislatif dalam pembuatan undang-undang dan 
peraturan-peraturan dan kepada badan-badan eksekutif dalam 
melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut. 
Demikianlah mekanisme kerja sistem hukum Indonesia itu yang 
berawal dengan pembentukan hukum dan berakhir dengan 
pelaksanaan hukumnya ke dalam peristiwa hukum konkret tertentu. 
h. Konsep dan Bentuk  Perlindungan Hukum  
Konsep dalam hukum dijabarkan melalui empat komponen 
dalam hukum, antara lain: 
1) Hak dan Kewajiban 
Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat, 
yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ketika A mempunyai 
kewajiban untuk melakukan sesuatu,  perbuatan A ditujukan pada 
B. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada B 
itu, A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya 
kewajiban pada B itulah, A mempunyai suatu hak. Hak itu berupa 
kekuasaan yang bisa diterapkannya terhadap B, yaitu berupa 
tututan untuk melaksanakan kewajibannya itu (Satjipto Rahardjo, 
1961: 94). 
Hak adalah kekuasaan dan kekuasaan ini dapat 
dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus 
mengakui, menghormati dan mengindahkan kekuasaan itu. 
Sedangkan kewajiban adalah keharusan untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu atas tuntutan satu orang 
atau lebih yang berhak (Bachsan Mustafa, 2003: 41). 
2) Penguasaan 
Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang 
dengan barang yang ada dalam kekuasaan. Pada saat itu tidak 
memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di 
tangannya (Satjipto Rahardjo, 1961: 103).  
Hakikat dari sumber kekuasaan itu adalah (Bachsan 
Mustafa, 2003): 
a) Wewenang resmi (formal authority) 
b) Kekuatan Fisik (force)  
c) Kekayaan, moral yang tinggi 
d) Pengetahuan (knowledge atau kennis) 
3) Pemilikan  
Berbeda dengan penguasaan, maka pemilikan mempunyai 
sosok hukum yang lebih jelas dan pasti. Ia menunjukan hubungan 
antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasaran pemilikan. 
Berbeda dengan penguasaan yang bersifat faktual, maka pemilikan 
terdiri dari suatu kompleks hak-hak, yang kesemuannya dapat 
digolongkan ke dalam ius in rem, karena ia berlaku terhadap semua 
orang, berbeda denagn ius personam yang hanya berlaku terhadap 
orang-orang tertentu (Fitzgerald, 1966: 246).  
4) Tentang Orang 
Hukum menentukan apa dan siapa yang bisa menjalankan 
dan dikenainya (hak dan kewajiban). Penyandang hak dan 
kewajiban tentunya hanyalah mereka yang mampu untuk membuat 
pilihan antara mewujudkan atau tidak mewujudkan dan 
kemampuan yang ddemikian itu hanya ada pada manusia (Satjipto 
Rahardjo, 1961: 108). 
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1) Perlindungan hukum Preventif 
 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah 
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan 
rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam 
melakukan kewajibannya. 
2)   Perlindungan hukum Reprensif 
  Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir 
berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman 
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau 
pelaku usaha melakukan pelanggaran (Musrihah, 2000:30). 
i. Unsur Perlindungan Hukum 
Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 1986: 14), 
hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk 
menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ. Oleh karena itu ia 
bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan 
karena itu pula ia berupa norma. Dalam masyarakat tidak hanya 
dijumpai satu norma atau perlengkapan untuk menertibkan 
masyarakat.  
Peranan kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh 
terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan 
juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Karena masyarakat 
merupakan suatu rimba tatanan yang majemuk. Hal ini digambarkan 
dalam oleh Chambliss dan Seidman sebagai berikut. 
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pengawas, yaitu badan-badan yang membentuk hukum, yang disebut 
Badan Legislatif, badan yang melaksanakan dan yang dapat 
memaksakan berlakunya hukum, yang disebut Badan Eksekutif dan 
badan yang menyelesaikan sengketa-sengketa hukum, yang disebut 
Badan Yudikatif yang ketiganya merupakan unsur dari pembentuk 
hukum.  
 Berdasarkan teori Trias Politica Montesquieu, dalam 
pengertian sehari-hari kalau kita bicara komponen struktural, berarti 
kita bicara struktural, berarti pula kita bicara tentang aparat saja. 
Aparat Badan Legislatif, yaitu para anggota badan Perwakilan Rakyat, 
yaitu aparat pemerintah dan aparat Badan Yudikatif, yaitu para hakim 
(Bachsan Mustafa, 2003: 9). 
 
 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual 
a. Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
1) Latar Belakang Lahirnya Doktrin dan Teori Baru Hak Kekayaan 
 Intelektual 
Aparat 
1. Aparat Badan Legislatif, yaitu para legislator, 
anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat 
2.  Aparat Badan Eksekutif, yaitu para  
penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah  
pusat maupun pemerintah daerah 
3. Aparat Badan Yudikatif, yaitu para hakim, 
hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan 
Tinggi dan Mahkamah Agung. 
 
Gambar 5.  Bagan Komponen Struktural 
                (Bachsan Mustafa, 2003: 10) 
Pengembangan doktrin-doktrin ataupun teori yang 
berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
seiring dengan adanya kebutuhan dalam rangka menyelesaikan 
permasalahan yang timbul dalam sektor industri dan perdagangan 
yang mempunyai keterkaitan dengan penggunaan HKI, diantaranya 
kebutuhan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di 
pengadilan ataupun dalam hal perjanjian perdagangan 
internasional.  
Di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnyalah 
banyak lahir doktrin-doktrin baru di bidang HKI tersebut karena 
didorong kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta perdagangannya. Namun demikian, kelahiran doktrin dan 
teori baru tersebut juga dimungkinkan lahir dari negara-negara 
berkembang.    
Lahirnya doktrin-doktrin ataupun teori tersebut tidak selalu 
mulus diterima oleh semua kalangan. Pertentangan diantara para 
ahli atas suatu doktrin tertentu senantiasa timbul. Sebagai salah 
satu contoh di Amerika Serikat, semula doktrin penyalahgunaan 
(misappropiation) ditentang oleh Hakim Louis Brandeis (Paul 
Goldstein, 1997: 15). Dalam tulisannnya ia mengemukakan bahwa 
setelah menelusuri semua sudut Undang-Undang HKI, ia tidak 
berhasil menemukan putusan-putusan preseden yang mendukung 
doktrin penyalahgunaan itu. Jika sebuah doktrin baru HKI menyita 
lahan kepentingan umum, katanya doktrin itu harus datang dari 
kongres yang dipilih olah rakyat, bukan dari anggota pengadilan 
yang ditunjuk oleh presiden. HKI baru akan mendapat 
perlindungan yang efektif hanya setelah masyarakat secara merata 
menyadari arti penting karya kreatif bagi kemajuan sosial. 
Doktrin-doktrin atau teori yang lahir dan berkembang 
banyak dipengaruhi oleh suasana dan kondisi masyarakat. Hal itu 
sangatlah wajar dan sesuai dengan adagium bahwa hukum tumbuh 
dan berkembang di dalam masyarakat “ubi societas ibi ius”. 
Kelahiran dan perkembangan doktrin atau teori juga dapat 
dipengaruhi oleh adanya suatu penentangan atas doktrin dan teori 
yang ada, sebagaimana bentuk nyata dari thesis, antithesis dan 
sinthesis (Muhamad Djumhana, 2006: 2). 
Dalam perkembangan saat ini dominasi-dominasi yang 
berlandaskan pada HKI sudah mulai digoyang dengan pemikiran 
baru, yaitu anti-HKI. Menurut Budi Rahardjo, penganut anti IPR 
bukan mengajurkan pembajakan atau pelanggaran HKI, melainkan 
mereka menganjurkan untuk mengembalikan kepemilikaan kepada 
umat manusia, seperti misalnya membuat temuan menjadi public 
domain. HKI sudah dimonopoli oleh negara besar dan perusahaan 
besar sehingga manfaat bagi manusia menjadi nomor dua ( Budi 
Rahardjo, 2003: 4).  
2) Dasar Pengembangan Doktrin dan Teori Baru Hak Kekayaan 
Intelektual 
 Pengembangan suatu doktrin dan teori secara pasti banyak 
mendasarkan pada di mana lahan doktrin dan teori tersebut berada 
dan akan dipakai, artinya doktrin dan teori lahir serta dipraktekkan 
mempunyai dasar tertentu yang melandasinya. Doktrin dan teori 
yang lahir pada bidang HKI dengan sendirinya akan 
memperhatikan beberapa aspek yang terkait dengan bidang 
termaksud, seperti (Muhamad Djumhana, 2006: 3): 
a) Sistem Hukum dan Budaya Hukum 
b) Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 
c) Perkembangan Teknologi, Industri dan Perdagangan 
Keterkaitan ketiga aspek tersebut di atas dengan HKI telah 
menjadi dasar dalam pengembangan doktrin dan teori baru. Namun 
demikian, selain ketiga aspek tersebut, sekarang ini ada aspek yang 
juga mulai perlu diperhatikan, yaitu masalah lingkungan dan 
perlindungan konsumen. Kedua masalah tersebut lebih banyak 
berkaitan dengan HKI di bidang perindustrian, seperti paten, merek 
dan desain produksi. Gambaran tersebut dapat kita simak dari 
desain produksi yang berwawasan lingkungan atau 
dikembangkannya isu-isu perlindungan konsumen seperti 
diperkenalkan oleh Consumers International, federasi organisasi 
konsumen yang telah mengagas pertemuan Trans Atlantic 
Consumer Dialogue (TACD) dengan melibatkan World Intellectual 
Property Organization (WIPO). 
3) Sistem Hukum dan Budaya Hukum 
 Keberadaan HKI dalam hubungannya dengan antarmanusia 
dan antarnegara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri 
lagi. Begitu pula dengan masyarakat internasional yang mau tidak 
mau akan bersinggungan dan terlibat langsung dalam masalah HKI 
dalam keterkaitannya dengan perdagangan barang dan jasa secara 
antarnegara. 
 Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari 
masyarakat internasional tidak akan lepas dari perdagangan 
internasional. Sekarang ini negara sebagai pelaku peradagangan 
internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut 
World Trade Oragnization (WTO). Salah satu konsekuensi dari 
keikutsertaan sebagi anggota WTO maka semua negara peserta 
termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di 
bidang HKI dengan standar Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Right (TRIPs). 
 Ini menunjukan bahwa perlindungan HKI saat ini 
mempunyai karakter tersendiri. Artinya, karakter perlindungan 
tersebut tumbuh secara internasional melalui konvensi-konvensi 
internasional, tetapi bermula dan berakar dari negara-negara 
individu secara mandiri sebagai subjek hukum internasional. 
Sebaliknya, dalam penerapan selanjutnya masing-masing negara 
mengadopsinya dengan memperhatikan akar budaya dan sistem 
hukumnya masing-masing, artinya implementasi perlindungan HKI 
pada pendekatan masing-masing negara.  
 Gambaran tersebut dapat dilihat dari kondisi bagaimana 
suatu negara mengatur perlindungan traditional knowledge. 
Banyak negara berpendapat bahwa pengaturan HKI yang ada tidak 
cukup dapat melindungi traditional knowledge secara kuat. Oleh 
karena itu, mereka membuat pengaturan khusus sebagai sesuatu 
yang sui generis dalam perlindungan terhadap traditional 
knowledge (Muhamad Djumhana, 2006: 4). Kondisi demikian juga 
terlihat di Indonesia dalam melakukan kerjasama dan mengikatkan 
diri dengan dunia internasional, baik secara bilateral maupun 
multilateral dalam bidang HKI. 
 Kondisi nyata lainnya yang dapat menggambarkan bahwa 
perlindungan HKI mempunyai karakter tersendiri, akan terlihat 
sangat jelas apabila penulis perhatikan penerapan doktrin tertentu 
yang tidak bersifat menyeluruh dianut oleh semua negara, 
berkaitan dengan perbedaan sistem hukumnya. Salah satu contoh, 
yaitu perbedaan pandangan dalam melihat doktrin hak moral. 
 Paul Goldstein (Paul Goldstein, 1997: 67)  menerangkan 
bahwa doktrin hak moral pencipta, ditolak oleh Amerika Serikat, 
sebagai bukti perbedaan yang dalam dan tajam antara kedua 
budaya hak cipta itu, budaya hak cipta Perancis yang dijumpai di 
negeri-negeri lain yang menganut tradisi hukum sipil Benua Eropa 
dan budaya hak cipta Amerika, yang dijumpai di negeri-negeri 
yang mengikuti tradisi hukum kebiasaan Inggris. Dalam budaya 
hak cipta Eropa, pencipta menjadi titik pusat yang mendapat hak 
penuh untuk mengontrol setiap penggunaan karyanya yang 
mungkin dapat merugikan kepentingannya (di berbagai negara 
Eropa, peraturan yang melindungi karya sastra dan seni tidak 
dinamakan undang-undang “hak cipta”, tetapi undang-undang “hak 
pencipta” – droit d’auteur di Prancis, urheberrecht di Jerman, dan 
diritto d’autore di Italia). Sebaliknya, di Amerika Serikat undang-
undang hak cipta terpusat pada pertimbangan kegunaan yang 
mencoba menyeimbangkan kepentingan produsen karya berhak 
cipta dengan kepentingan konsumen karya berhak cipta, tanpa 
memperhitungkan kepentingan pencipta. Selanjutnya, Paul 
Goldstein (Paul Goldstein, 1997: 72) menerangkan bahwa: 
“Menurut sebuah pendapat yang luas diterima, perbedaan 
antara kedua budaya hak cipta ini tidak saja membawa dampak 
dari sisi filsafat, tetapi juga dari sisi ekonomi, di pasar tempat 
karya sastra dan kesenian diperjualbelikan”. 
 Budaya hak cipta sebagaimana digambarkan di atas, sesuai 
dengan budaya nasional yang melandasinya atau pandangan hidup 
(weltanschauung) yang berbeda, semua itu bukan berarti karena 
peradaban mereka maju dibandingkan dengan negara lainnya. 
Keterkaitan budaya hak cipta serta budaya nasional dan pandangan 
hidup, mengisyaratkan bahwa HKI tidak akan terlepas dengan hak-
hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi. Keterkaitan seperti 
itu mendorong diadaannya seminar di Wina pada Juni 1993 
mengenai “On IPR at the Nations Human Rights Convention”.  
4) Ruang Lingkup 
 Pengembangan suatu doktrin dan teori akan melandaskan 
pada bidang yang menjadi bidang penerapannya. Artinya, 
seseorang yang akan melahirkan doktrin dan teori tersebut harus 
memperhatikan ruang lingkup di mana doktrin dan teori itu akan 
diterapkannya. Dengan demikian, ruang lingkup, sifat-sifat dan 
prinsip-prinsip HKI akan menjadi perhatian dari seseorang yang 
akan melahirkan suatu doktrin atau teorinya (Muhamad Djumhana, 
2006: 11). 
 Dalam perkembangan lahirnya suatu doktrin dan teori di 
bidang HKI tidak hanya menyangkut aspek substansi materi 
semata-mata, tetapi juga merambah pada aspek formalnya, baik 
menyangkut kelembagaannya maupun aspek acaranya. Dalam 
aspek kelembagaan, sekarang ini penyelesaian sengketa perdata di 
bidang HKI harus melalui Pengadilan Niaga. Dalam aspek formal 
lainnya, yaitu aspek hukum acara dalam rangka penegakan hukum 
sebagai cara mempertahankan hukum materiilnya, saat ini telah 
diperkenalkan dalam Hukum Indonesia yang disebut penetapan 
sementara, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 67 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang 
esensi pengaturannya bahwa penetapan hakim diberikan sebelum 
perkara masuk ke pengadilan. Mengingat hal tersebut merupakan 
ketentuan yang baru, perlu kiranya pemerintah mengeluarkan 
peraturan pelaksanaannya. 
 Menurut Marni Emmy Mustafa, bahwa penetapan 
sementara merupakan hal yang baru dalam sistem hukum kita, 
yaitu penetapan yang diberikan oleh hakim sebelum ada perkara 
pokok. Hal ini dibentuk untuk memenuhi standar perjanjian TRIPs 
Agreement. Tujuan dari penetapan sementara adalah untuk: 
a) Mencegah berlanjutnya  pelanggaran hak cipta, khususnya 
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta 
atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan 
importasi. 
b) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta 
atau hak tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan 
barang bukti. 
c) Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk 
memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut 
memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak 
pemohon tersebut memang sedang dilanggar (Muhamad 
Djumhana, 2006: 11). 
 Penetapan sementara yang telah ditentukan undang-undang 
sebagaimana diatur oleh undang-undang Paten, Merek dan Hak 
Cipta sampai sekarang belum ada yang menggunakannya karena 
adanya ketentuan bahwa apabila penetapan sementara nantinya 
dibatalkan oleh hakim, pihak yang merasa dirugikan dapat 
menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan 
sementara tersebut. 
 Dalam rangka melindungi HKI, selain memperhatikan 
cakupan dari HKI itu sendiri, juga perlindungan tersebut dapat 
didasarkan pada hukum yang berada di luar HKI. Beberapa negara 
seperti Amerika Serikat telah memperkenalkan  hukum  Anti 
Monopoli yang mencoba mengisi beberapa jurang pemisah dalam 
kaitannya dengan perlindungan yang tidak tercakup dalam hukum 
HKI sehingga penghargaan dapat diberikan kepada orang-orang 
yang telah menanamkan modalnya untuk mendapatkan informasi 
atau mencipta sesuatu yang untuk alasan-alasan tertentu, tidak 
dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip tradisional HKI. Kondisi 
seperti itu juga dilakukan di Indonesia pada saat sebelum Rahasia 
Dagang resmi dimasukkan dalam hukum HKI di Indonesia, dan 
lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang, Rahasia Dagang telah diakui sebagai bagian dari HKI 
melalui ketentuan Pasal 50 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak 
Sehat. Ketentuan pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 
“ Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: 
b.  perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan 
intelektual, seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, 
desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan 
rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan 
waralaba”. 
Dengan pesatnya keterkaitan dan perluasan ruang lingkup 
HKI, maka salah satu HKI yang berupa traditional knowledge 
semakin tergali dan tampak besar keterkaitannya dengan aspek dan 
bidang lainnya, seperti kehutanan, pertanian, kesehatan dan sosial 
budaya. 
Dalam pembangunan bidang kehutanan, aspek traditional 
knowledge mendapat perhatian yang serius dari masyarakat 
kehutanan dunia, diantaranya dari Badan PBB untuk Forum 
Kehutanan (United Nations Forum on Forest atau UNFF). 
Lembaga tersebut dalam pertemuannya yang keempat di Geneva, 
Swiss pada tanggal 3-14 Mei 2004, telah dapat menghasilkan 
sejumlah resolusi yang membahas topik-topik: aspek budaya dan 
sosial budaya hutan, pengetahuan tradisional berbasis hutan 
(traditional forest-related knowledge), pengetahuan ilmiah berbasis 
hutan (science forest-related knowledge), sumber pendanaan dan 
alih teknologi ramah lingkungan, monitoring, pengkajian dan 
pelaporan, serta kriteria dan indikator. 
Gambaran di atas menunjukan mulai diperhatikannya 
secara serius cakupan yang lebih luas berkaitan dengan HKI ini. 
Traditional knowledge inilah merupakan salah satu yang banyak 
mendapatkan perhatian untuk dilindungi dalam kaitannya dengan 
perlindungan HKI.  
5) Teori-Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
 Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan 
intelektual manusia, HKI perlu mendapat perlindungan hukum 
yang memadai. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli 
mengemukakan beberapa alasan mengapa HKI perlu dilindungi 
(Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, 1998: 2); Pertama, adalah 
karena hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra atau inventor di bidang teknologi baru 
yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari 
pemberian suatu penghargaan  dan pengakuan  atas keberhasilan 
manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan 
demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk 
diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau 
pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas dengan 
mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya 
diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut 
sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Kedua, sistem 
perlindungan HKI yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, 
sebagai contoh dapat dikemukakannya paten yang bersifat terbuka. 
Penemunya berkewajiban untuk menguraikan penemuannya 
tersebut secara rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar 
atau melaksanakan penemuan tersebut. Untuk itu, merupakan suatu 
kewajaran dan keharusan untuk memberikan suatu hak eksklusif 
kepada inventor untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan 
melakukan eksploitasi atas penemuannya itu. Ketiga, HKI 
merupakan hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan 
dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan 
lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena 
itu penemuan-penemuan mendasar pun harus dilindungi meskipun 
mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim hukum 
paten, dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi 
yang dirahasiakan. 
 Menurut Robert M. Sherwood (Robert M. Sherwood, 1995: 
65) ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan 
terhadap HKI adalah :  
a) Reward theory, yang memiliki makna yang sangat mendalam 
berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah 
dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta 
atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan 
atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan 
karya-karya intelektual tersebut. 
b) Recovery theory, teori ini sejalan dengan prinsip yang 
menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah 
mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan 
karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah 
dikeluarkannya tersebut. 
c) Incentive theory, teori yang sejalan dengan teori reward, yang 
mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan 
insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. 
Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk 
mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian 
berikutnya dan berguna. 
d) Risk theory, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil 
karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam 
rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat 
berisiko terhadap nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati, 
terlebih dia telah mengelurkan biaya, waktu dan tenaga yang 
tidak sedikit. 
e) Economic growth stimulus theory, mengakui bahwa 
perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan 
ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi 
adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem 
perlindungan atas HKI yang efektif. 
Sedangkan Anthony D’Amato dan Doris Estelle Long 
mengemukakan  teori mengenai perlindungan HKI sebagai berikut 
(Ranti Fauza Mayana, 2004: 45). 
a) Prospect theory 
Merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang 
paten. Dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar 
yang sekilas tidak begitu manfaat yang besar namun kemudian 
ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut 
menjadi suatu temuan yang berguna dan mengandung unsur 
inovatif, penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapat 
perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali 
ditemukannya tersebut. Dalam hal ini penemu pertama 
mendapatkan perlindungan berdasarkan asumsi bahwa 
pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya 
hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang 
ditemukannya pertama kali. 
b) Trade secret avoidance theory 
Menurut teori, apabila perlindungan terhadap paten 
tidak eksis, perusahan-perusahaan akan mempunyai insentif 
besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia 
dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di 
dalam “menyembunyikan” penemuannya dengan menanamkan 
modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak 
paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat 
efesien. 
c) Rent dissipation theory 
Bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada 
penemu pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama 
harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya 
walaupun kemudian penemuan tersebut akan disempurnakan 
oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan 
penemuan yang telah disempurnakan tersebut. 
Apabila penemuan yang telah disempurnakan tersebut 
dipatenkan, hasil penemuan dari penemu semula akan kalah 
bersaing di pasaran. Rent dissipation theory menyebutkan 
bahwa suatu penemuan dapat diberikan hak paten bilamana 
penemuan itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia 
dapat dan dibuat secara komersial lebih berguna. 
6) Perkembangan Teknologi, Industri dan Perdagangan 
 Peraturan perundang-undangan di bidang HKI mengikuti 
laju berkembangnya teknologi, industri dan perdagangan. Contoh 
yang klasik, yaitu sewaktu mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg, 
maka percetakan buku atau menyalin (mengkopi) menjadi sesuatu 
yang mudah. Sebelumnya mengkopi sebuah buku memakan waktu 
berbulan-bulan sampai bertahun-tahun sehingga harga per satuan 
bukunya pun menjadi sangat mahal. Akan tetapi, dengan adanya 
mesin cetak maka sebuah buku dapat digandakan dengan cepat 
sehingga dapat disebarluaskan dengan harga yang relatif jauh lebih 
murah. Memperhatikan kondisi seperti itu, maka pengaturan di 
bidang HKI dan peraturan perundang-undangannya pun akan cepat 
berubah guna mengikuti perkembangan masyarakat. 
 Keadaan tersebut sangat terlihat dengan dilakukannya 
pembaruan konvensi-konvensi internasional di bidang HKI. 
Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni ( Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) telah 
beberapa kali diubah, yaitu tahun 1908, 1928, 1948 dan 1971. Hal 
seperti itu pun berlangsung dan dialami oleh Indonesia. Sebagai 
contoh, terlihat dari Undang-Undang Hak Cipta yang sering 
diperbaharui, sampai kini sudah empat kali Indonesia merevisi 
undang-undang tersebut. Begitu pula dengan Cina pada tahun 2001 
telah merevisi Undang-Undang Hak Cipta (1991) dan kemudian 1 
Januari 2002 mulai memberlakukan Peraturan Perlindungan Piranti 
Lunak Komputer sebagai pelengkap Undang-Undang Hak Cipta  
tahun 2001 (Muhamad Djumhana, 2006: 21). 
 Di Indonesia cakram optik atau optical disc seperti dalam 
bentuk compact disc untuk mendengarkan musik atau video 
compact disc baru dikenal pada masa sekitar 1990-an, seiring 
dengan perkembangan teknologi yang masuk ke Indonesia. 
Berdasarkan kondisi tersebut maka pengaturannya yang berkaitan 
dengan hak cipta, baru dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
 Hal-hal yang diuraikan di atas memperlihatkan bahwa 
doktrin dan teori perlindungan hak cipta atau HKI lainnya 
terdorong oleh perkembangan teknologi, industri dan perdagangan. 
Perubahan semua itu dilandasi pula pertimbangan ekonomi dan 
tuntutan perluasan setiap adanya teknologi baru. Kalangan hukum 
sering berjuang untuk menyesuaikan hal yang baru ke dalam 
prinsip-prinsip dasar dan tradisional dari HKI meskipun selalu 
ketinggalan kembali dengan perkembangan teknologi yang baru 
lagi. 
7) Anti Hak Kekayaan Intelektual 
 Saat ini selain pendukung HKI juga telah mulai 
berkembang gerakan atau pemikiran baru, yaitu “anti HKI”. 
Gerakan seperti ini merupakan suatu antitesis dan hal itu sesuatu 
yang wajar, baik dalam kehidupan keilmuan maupun kenyataan 
praktek. Mereka juga tidak semata-mata bergerak tanpa dasar. Dari 
segi filsafat hukum gerakan mereka dapatlah digolongkan dengan 
dasar pemikiran yang beraliran hedonistic utulitarianism yang 
bersandarkan kepada pendapat Jeremy Bentham (Muhamad 
Djumhana, 2006: 32), yaitu bahwa perundangan itu hendaknya 
dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar 
masyarakat (the greatest happiness for the greatest number). 
Pemikiran tersebut mengharapkan bahwa dalam pengaturan HKI 
juga harus diperhatikan manfaat sebesar-besarnya kepada 
masyarakat secara luas (public) tidak semata-mata hanya 
mengedepankan kepentingan individu saja. 
 Gerakan seperti itu di negara-negara Timur (Asia) bahkan 
lebih mendapat tempat karena kebanyakan masyarakat berprinsip 
adanya suatu kebebasan dalam menggunakan karya intelektual, 
mereka bersifat komunal. Dalam falsafah Timur, kebanyakan 
prinsip adanya suatu kebebasan dalam menggunakan karya 
intelektual, biarkan orang lain turut serta memanfaatkannya. 
Pemikiran semacam ini memang bisa dimaklumi, tetapi harus 
diwaspadai sebab sering ada pihak-pihak tertentu yang secara tidak 
bertanggungjawab  menungganginya. Mereka melakukan 
pelanggaran karya intelektual murni secara ekonomis bukan karena 
pertimbangan keilmuan dan perilaku semacam itu jelas 
mengabaikan kereativitas karya individu. Perilaku demikian 
tidaklah didukung oleh gerakan anti HKI ini, mereka tidak ingin 
kreativitas masyarakat terhenti dengan pengabaian kreativitas 
individu.  
b. Istilah dan Definisi Hak Kekayaan Intelektual 
Hak kekayaan intelektual, disingkat “HKI” atau akronim 
“HaKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual 
property rights (IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir otak 
yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk 
manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara 
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur 
dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir kerena 
kemampuan intelektual manusia (Dirjen HKI dan EC-ASEAN 
Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II) , 2006: 7) 
Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak milik yang 
berasal dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk 
ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Dengan 
demikian,  hak ini lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak 
kekayaan intelektual (HKI) adalah istilah umum dari hak eksklusif 
yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual 
manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan 
termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.  
Dalam konvensi World Intellectual Property Organization 
(WIPO), HKI diartikan "kekayaan intelektual yang meliputi hak-hak 
yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni dan ilmiah, invensi 
dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, 
merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersil, pencegahan 
persaingan curang, dan hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual di 
bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian" (Pasal 2 
ayat (viii)).   
Selanjutnya, dalam Perjanjian TRIPS/ World Trade 
Organization (WTO), makna HKI merujuk pada semua kategori dari 
kekayaan intelektual yang diatur dalam Bagian 1 sampai dengan 
Bagian 7 Bab 11 (Pasal 1 ayat (2)), yaitu hak cipta dan hak terkait 
(Bagian 1), merek dagang (Bagian 2), indikasi geografis (Bagian 3), 
desain industri (Bagian 4), paten (Bagian 5), tata letak sirkuit terpadu 
(Bagian 6) dan perlindungan rahasia dagang (Bagian 7). Kemudian, 
dalam Konvensi Paris 1883, HKI diartikan sebagai perlindungan 
kekayaan industri meliputi paten, paten sederhana, desain industri, 
merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal, dan 
penanggulangan persaingan curang. (Pasal I bis). 
Jhon F. Williams (Jhon F. Williams, 1986: 11) menyatakan 
pendapatnya mengenai HKI sebagai berikut . 
“The term intellectual property seems to be the best available to 
cover thet body of legal rights wich arise from mental and artistic 
endevour” 
Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 
1996: 41), HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual 
seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil. Secara lebih jelas 
Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah (Muhamad Djumhana dan 
R. Djubaedillah, 1996) menyimpulkan bahwa HKI merupakan suatu 
hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir 
manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai 
bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang 
kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. 
Bouwman-Noor Mout (Bouwman-Noor Mout, 1989: 1) 
menyatakan HKI merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran 
manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik 
materiil maupun immateriil. Bukan bentuk penjelmaannya yang 
dilindungi, melainkan daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu berwujud 
dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau ketiga-tiganya. 
Robert M. Sherwood (Robert M. Sherwood, 1990: 11)  
mengemukakan pendapatnya mengenai dalam sudut pandang sebagai 
berikut. 
“Intellectual property is a compounding of two things. First, it is 
ideas, inventions and creative expression. They are essentially the 
result of private activity. Second, it is public willingness to bestow 
the status of property on those inventions and expressions. The 
most common techniques and the trademarks with one new 
category for mask works (or chips). The term “intellectual 
property” contains both the concept of private creativity and the 
concept of public protection for the result of creativity. For 
analytical purpose, is useful to apply the term “product of mind” 
or perhaps “intellectual assets” those ideas, inventions and 
creative expressions collectively”. 
Brad Sherman dan Lionel Bently (Brad Sherman dan Lionel 
Bently, 1999: 46-47) mengemukakan pendapatnya bahwa Tuhan telah 
menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian 
kontribusi yang diberikan oleh pencipta, pendesain dan penemu yang 
diekspresikan dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh 
hukum. Dengan kata lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur 
kretif manusia yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan. 
Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui 
bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang 
menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik 
dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak 
berwujud. 
Lebih jauh, Harsono Adisumarto (Harsono Adisumarto, 2000: 
22) menjelaskan bahwa istilah property merupakan kepemilikan 
berupa hak, yang mendapat perlindungan hukum dalam arti orang lain 
dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya, sedangkan 
kata intellectual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan 
daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni 
dan ilmu serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil. 
Karena adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan 
berpikiran manusia untuk melahirkan suatu karya, kata ‘intelektual’ itu 
harus dilekatkan pada setiap karya/ temuan yang berasal dari 
kreatifitas berpikir manusia tersebut. 
Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai 
hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan 
intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan 
mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual 
berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam 
mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan 
pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual 
tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan menfaat 
ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat 
menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya 
intelektual tadi (Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, 2005: 31). 
c. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 
Konvensi pendirian organisasi hak kekayaan intelektual 
(WIPO) di Stockholm pada 14 Juli 1967 menetapkan bahwa klasifikasi 
hak kekayaan intelektual terdiri dari (Budi Agus Riswandi dan Siti 
Sumartinah, 2006: 11) : 
1) Literary, artistic andscientific works; 
2) Performances of performing artist, phonograms and broadcasts; 
3) Invention in all fields of human endeavor; 
4) Seintific discoveries; 
5) Industrial designs; 
6) Trademarks, service marks and commercial names and 
desginations; 
7) Protection against unfair competition; 
8) And all other rights resulting form intellectual activity in the 
industrial, scientific, literary or artistic fields. 
Untuk literary, artistic dan scientific works berada pada 
lingkup hak cipta. Untuk performance of performing artists, 
phonograms dan boardcasts biasanya disebut sebagai hak terkait 
(related rights). Sedangkan invensi, desain industri, mereka berada 
pada bagian hak milik perindustrian. 
Khusus klafikikasi HKI menurut Pasal 1 Konvensi Paris dapat 
dirinci sebagai berikut: 
1) Patent; 
2) Utility models; 
3) Industrial designs; 
4) Trademarks; 
5) Servicemarks; 
6) Tradenames; 
7)  Indications of source or appletations if origin; 
8) The rpression of unfair competition. 
Klasifikasi HKI pasca putaran Uruguay tertuang dalam suatu 
persetujuan yang disebut dengan TRIPs. Hal ini lebih khusus lagi 
diatur pada Part II tentang Standarts Concerning the Availablity, 
Scope and Use of Intellectual Property Rights. Lebih lengkapnya lagi 
klasifikasi HKI berdasarkan TRIPs terdiri dari: 
1) Copyrights and Related Rights; 
2) Trademarks; 
3) Geographical Indications; 
4) Industrial Designs; 
5) Patent; 
6) Layout-designs (Topographies) of Intergrated Circuits; 
7) Protection of Undisclosed Information; 
8) Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences. 
Pada dasarnya, HKI digolongkan dalam dua bagian, pertama 
adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (neigh-
boring rights). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan, sedangkan neighboring 
rights diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara 
dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan 
yang berhubungan dengan hak cipta. 
Kedua adalah hak kepemilikan industri (industrial property 
rights) yang khusus berkenaan dengan industri. Sehubungan dengan 
hal tersebut, yang diutamakan dalam hak kepemilikan industri adalah 
hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan untuk 
maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah 
merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri (Ranti 
Fauza Mayana, 2004: 33). 
Paul Marett (Paul Marett, 1996: 1) menyatakan pendapatnya 
yang lebih mendalam mengenai HKI dan perbedaannya dengan istilah 
kepemilikan industri sebagai. 
“The term “intellectual property” has come into vogue relatively 
recently to describe property rights in most of the various products 
or human intellect, widening the scope of another term “industrial 
property”. Although sometimes used to include copyright and some 
other similar rigts, “industrial property” is more logically 
restricted to those rights (especially patents and trademark) which 
have a close connection with industry”. 
Di Indonesia, dalam pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya 
mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di TRIPs, meskipun 
dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada 
TRIPs. Klasifikasi HKI yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai 
berikut (Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartinah, 2006: 12). 
1) Hak cipta dan hak terkait; 
2) Paten; 
3) Merek; 
4) Desain industri; 
5) Desain tata letak sirkuit terpadu; 
6) Rahasia dagang; 
7) Perlindungan varitas tanaman. 
Untuk hak cipta hanya meliputi hak cipta dan hak terkait, 
sedangkan untuk hak milik perindustrian meliputi paten, merek, desain 
industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang ada pada 
lingkup hak milik perindustrian . 
Secara lebih terinci, pengelompokan HKI diklasifikasikan ke 
dalam dua bagian yang diuraikan pada diagram di bawah ini: 
 
 
 
 
d. Peraturan Perundangan Hak Kekayaan Intelektual 
Perlindungan hukum bidang-bidang HKI di Indonesia diatur 
dalam peraturan perundangan antara lain adalah sebagai berikut:  
1) Hak Cipta  
Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam UU 
No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan UU 
No. 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan UU No. 12 
Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan  
Hak Kekayaan Intelektual 
Intellectual property rights 
1) Hak cipta dan hak yang berkaitan dengan 
hak cipta  
   Copyrights and neighboring rights 
2)  Hak kepemilikan Industri 
 Industrial property rights 
 
a) Tulisan-tulisan (writing) 
b) Ciptaan musik (musical works) 
c) Ciptaan audiovisual (audiovisual   
works) 
d) Lukisan dan gambar (paintings works) 
e) Patung (sclupture) 
f) Ciptaan foto (photographic works) 
g) Ciptaan arsitektur (architectural  
works) 
h) Rekaman suara (sound recording) 
i) Pertunjukan pemusik, aktor dan 
penyanyi (performance of musician, 
actor and singer) 
j) Penyiaran (boardcast) 
 
a) Penemuan-penemuan 
(inventions) 
b) Merek (barang dan jasa) 
c) Desain industri (industrial 
designs) 
d) Indikasi geografis 
(geographical indications) 
Gambar 6. Bagan penggolongan HKI 
                   (Ranti Fauza Mayana, 2004: 34) 
dan diatur dalam UU No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan 
pelaksana di bidang hak cipta adalah sebagai berikut: 
a) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan 
Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta; 
b) Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemah 
dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, 
Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan; 
c) Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan 
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal 
Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara 
Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa; 
d) Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan 
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal 
Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan 
Amerika Serikat; 
e) Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan 
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal 
Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan 
Australia; 
f) Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal 
Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan 
Inggris; 
g) Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan 
Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic 
Works; 
h)  Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan 
WIPO Copyrights Treaty; 
i) Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan 
WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT); 
j) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 
1987 tentang Pendaftaran Ciptaan; 
k) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 
1988 tentang Penyidikan Hak Cipta; 
l) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 
1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta; 
m) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 
Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam 
Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencataan Pemindahan 
Hak Cipta Terdaftar. 
2) Paten 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten, 
sebagai berikut. 
a) UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP); 
b) UU No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the 
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia); 
c) Kepres No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan  PCT and 
Regulations under the PCT; 
d) Kepres No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris 
Convention for Protection of Industrial Property; 
e) Kepres No.84 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh 
Pemerintah Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obatan Anti 
Retroviral; 
f) PP No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten; 
g) PP No.11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten; 
h) Kep. Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten 
Sederhana; 
i) Kep. Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang 
Penyelenggaraan Pengumuman Paten; 
j) Kep. Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang 
Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya 
Paten; 
k) Kep. Menkeh No. M.06-HC.02.10 Tahun 1991 tentang 
Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten; 
l) Kep. Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk 
dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten; 
m) Kep. Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang 
Pencataatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten; 
n) Kep. Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang 
Sekretariat Komisi Banding Paten; 
o) Kep. Menkeh No.M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata 
Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten. 
3) Merek 
Ketentuan tentang Merek diatur dalam UU No.15 Tahun 2001 
tentang Merek (UUM). Peraturan Pemerintah yang mengatur 
tentang Merek yaitu: 
a) PP No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan 
Pendaftaran Merek. 
b) PP No. 7 Tahun 2005 tentang Komisi Banding Merek. 
c) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang 
atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan tanggal 31 Maret 
1993.  
d) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor M.51.PR.09.03 Tahun 2003 Tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Penambahan Personalia 
Komisi Banding Merek. 
e) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI 
Nomor M.23-PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Personalia Komisi Banding Merek (1 November 2000). 
f) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.02-HC.01.01 Tahun 1993 Tanggal 13 September 1993 
tentang Penetapan Biaya Merek. 
g) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tanggal 2 Mei 1991 tentang 
Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau 
Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau 
Milik Badan Lain. 
4) Desain Industri 
Undang-undang yang mengatur tentang desain industri, yaitu: 
a) UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) dan 
mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000; 
b) PP No.1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU RI No.31 tahun 
2000 tentang Desain Industri. 
5) Desain Tata Letak Sirkut Terpadu 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sebagai berikut. 
a) UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkut 
Terpadu, yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2006; 
b) PP No.9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan 
Pendaftaraan Desain Tata Letak Sirkut Terpadu. 
 
 
 
6) Rahasia Dagang 
Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam UU No.30 Tahun 
2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak 
tanggal 20 Desember 2000. 
7) Varietas Tanaman 
 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang varietas 
tanaman terdapat pada. 
a) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 
Tanaman. 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang 
Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk 
Pembuatan Turunan Esensial. 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan 
Penggunaan yang Dilindungi oleh Pemerintah. 
Pengertian dalam peraturan mengenai HKI tersebut di atas 
adalah sebagai berikut. 
1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak 
Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima 
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau 
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.(Pasal 1 ayat 1). 
2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang 
Paten:  
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 
Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk 
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut 
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 
melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). 
3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 
huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari 
unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1). 
4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 
Desain Industri : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang 
bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis 
dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga 
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat 
dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas 
industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1). 
5) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Sirkuit Terpadu adalah suatu 
produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya 
terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen 
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling 
berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan 
semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi 
elektronik.(Pasal 1 Ayat 1). Desain Tata Letak adalah kreasi 
berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, 
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, 
serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit 
Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk 
persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2). 
6) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia 
Dagang : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui 
oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai 
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga 
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.  
7) Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman: Hak Perlindungan Varietas 
Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia 
dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk 
menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi 
persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk 
menggunakannya selama waktu tertentu. Varietas tanaman yang 
selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu 
jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan 
tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik 
genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari 
jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat 
yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami 
perubahan. 
e. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 
Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI 
di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial 
Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai 
perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda 
mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910) dan UU Hak 
Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama 
Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota 
Madrid Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 
sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 
sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang 
HKI tersebut tetap berlaku (Dirjen HKI dan EC-ASEAN Cooperation 
on Intellectual Property Rights (ECAP II) , 2006: 9). 
Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia 
memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam 
ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-
undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlakuselama tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan 
Undang-Undang Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun 
tidak demikian halnya dengan undang-undang paten yang dianggap 
bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagimana ditetapkan 
dalam undang-undang paten peninggalan Belanda, permohonan paten 
dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang 
Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus 
dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. 
Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan 
pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama 
yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman 
No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang Pengajuan Sementara 
Permintaan Paten Dalam Negeri dan Pengumuman Menteri 
Kehakiman No. J.G. 1/2/17. Yang mengatur tentang Pengajuan 
Sementara Permintaan Paten Luar Negeri. 
Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan 
UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek 
Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial 
Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia 
pertama di bidang  HKI mulai berlaku tanggal 11 November 1961. 
penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untukl melindungi 
masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. 
Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi 
Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 
(Stockholm Revision 1967) berdasarkan Keputusan Presiden No.24 
Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum 
penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap 
sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 
(1) (Dirjen HKI dan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property 
Rights (ECAP II) , 2006: 10). 
Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 
Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk 
menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU 
Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi 
penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, 
seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. 
Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI 
di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah 
tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34 Tahun 1986 (tim 
ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama tim ini 
adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, 
perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan 
sosialisasi sistem HKI dikalangan instansi pemerintah terkait, aparat 
penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppes 34  selanjutnya 
membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan inisiatif  baru dalam 
menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah 
air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah 
diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah 
mengesahkan UU Paten. 
Pada tanggal 19 Spetember 1987 Pemerintah RI mengesahkan 
UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 
tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU N0.7 Tahun 1987 secara 
jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No.12 Tahun 1982 
dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang 
dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas 
masyarakat. Menyusul pengesahan UU No.7 Tahun 1987 pemerintah 
Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang 
hak cipta sebagi pelaksanaan dari undang-undang tersebut. 
Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 
ditetapkan pembentukan Direktorat Jendaral Hak Cipta, Paten dan 
Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat 
Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di 
lingkungan Direktorat Jendaral Hukum dan Perundang-undangan, 
Departemen Kehakiman. 
Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat 
menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya menjadi UU No.6 
Tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 
November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 
1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang 
tentang seberapa penting sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa 
Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 
1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan 
perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi 
kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam 
pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor  industri, 
teknologi memliki peranan yang sangat penting. Pengesahan UU Paten 
1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan 
mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun 
demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem 
HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena 
tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional 
untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif (Dirjen 
HKI dan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights 
(ECAP II) , 2006: 11). 
Pada tanggal 28 Agustus 1992 pemerintah RI mengesahkan UU 
No.19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai 
berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU 
Merek 1961. 
Pada tanggal 15 April 1994 pemerintah RI menandatangai 
Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral 
Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) 
Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 pemerintah RI merevisi 
perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU 
Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 Tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU 
Merek 1992. 
Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang 
HKI, yaitu UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No.32 Tahun 2000 
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan 
perundang-undangan di bidang HKI dengan persetujuan TRIPs, pada 
tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.14 Tahun 2001 
tentang Paten dan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU 
ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan 
tahun 2002, disahkan UU N0.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang 
menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak 
diundangkannya. 
f. Konvensi Internasional Hak Kekayaan Intelektual 
Berkembangnya perdagangan internasional secara bebas sangat 
berpengaruh pada penggunaan/ pemanfaatan  HKI. Penggunaan HKI 
melintasi batas negara-negara mulai terjadi menjelang akhir abad ke-
19. Hal ini mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap HKI tidak 
hanya secara bilateral, melainkan juga secara multilateral atau secara 
global. Untuk memberikan perlindungan tersebut, maka dilakukan 
upaya bersama antarnegara dengan membentuk beberapa konvensi 
internasional sebagai berikut (Abdul Kadir Muhammad, 2001: 28). 
1) International Convention for the Protection of Industrial Property 
Right di bidang Hak Milik Perindustrian pada tahun 1883 yang 
ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. konvensi ini 
terkenal dengan sebutan Konvensi Paris (Paris Convention). 
2)  International Convention for the Protection of Literary and 
Artistic Works di bidang Hak Cipta pada tahun 1886 yang 
ditandatangani di Bern pada tanggal l 9 September 1886. Konvensi 
ini terkenal dengan sebutan Konvensi Bern (Bern Convention). 
Konvensi Paris membentuk The International Union for the 
Protection of Industrial Property Rights, sedangkan Konvensi Bern 
membentuk The International Union for the Protection of Literary and 
Artistic Works. Administrasi kedua Uni tersebut dilaksanakan oleh 1 
(satu) manajemen dalam gedung yang sama, yaitu The United Nations 
International Bureau for the Protection of Intellectual Property Rights, 
dalam bahasa Perancis disebut Bireaux International Reunis pour la 
Protection de la Propriete Intellectuelle yang disingkat BIRPI. 
Selanjutnya, timbul keinginan bangsa-bangsa agar dibentuk 
suatu organisasi internasional untuk melindungi HKI secara 
keseluruhan. Untuk itu diadakanlah konferensi di Stockholm pada 
tahun 1967. Dalam konferensi tersebut telah diterima konvensi khusus 
pembentukan organisasi dunia untuk perlindungan HKI, yaitu 
Convention establishing the World Intellectual Property Organization 
(WIPO). Organisasi ini menjadi pengelola tunggal kedua konvensi, 
yaitu Paris Convention dan Bern Convention. 
1) Konvensi Hak Milik Industri 
a) Konvensi Paris  
Konvensi Paris merupakan konvensi pertama yang 
mengatur Hak Milik Perindustrian, yang meliputi Paten, Merek 
dan Desain Industri. Konvensi Paris memuat 3 (tiga) bagian 
penting, yaitu: 
(1) Ketentuan-ketentuan pokok mengenai prosedur, antara lain 
prosedur menjadi anggota Uni: “Setiap negara dapat 
menjadi anggota Uni dengan mengajukan permohonan 
secara resmi. Negara yang diterima menjadi anggota terikat 
pada naskah konvensi yang paling akhir sebelum dia 
menjadi anggota”. 
(2) Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman wajib negara 
anggota Uni antara lain perlakuan kesamaan hak nasional 
(national treatment) negara anggota Uni wajib 
memperlakukan orang asing warga negara dari negara lain 
anggota Uni sama seperti warga negaranya sendiri dalam 
masalah Paten” 
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai materi Hak Milik 
Perindustrian yang meliputi Paten, Merek dan Desain 
Industri. Antara lain hak prioritas dalam perlindungan 
Paten, Lisensi Wajib pada Paten. 
Konvensi Paris mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 
1883 dan secara berkala diadakan konferensi negara-negara 
anggota untuk mengadakan revisi yang dianggap perlu. 
Sesudah 1883, Konvensi Paris telah mengalami beberapa kali 
revisi, yaitu: 
(1) di Brussel tanggal 14 Desember 1900; 
(2) di Washington tanggal 2 Juni 1911; 
(3) di Den Haag tanggal 6 November 1925; 
(4) di Lissabon tanggal 31 Oktober 1958; 
(5) di Stockholm tanggal 14 Juli 1967; 
(6) di Jeneva tanggal 1979; 
(7) di Stockholm tanggal 2 Oktober 1986. 
Sampai tanggal 1 Januari 1988, sudah 97 negara 
menjadi anggota Konvensi Paris, termasuk Indonesia yang 
pada tanggal 10 Mei 1979 telah meratifikasi Konvensi tersebut 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. 
berdasarkan Keputusan Presiden ini juga telah diratifikasi 
Convention Establishing the World Intellectual Property 
Organization (WIPO).  
b) Perjanjian Kerjasama Paten 
Perjanjian Kerjasama Paten (Patent CooperationTtreaty 
(PCT)) didirikan pada tanggal 19 Juni 1970 di Washington 
dalam suatu konferensi para diplomat dari 78 negara dan 22 
organisasi internasional. Patent cooperation treaty telah 
mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada tahun 1979 dan tahun 
1984. sejak tanggal 1 Januari 1988 sudah ada 40 negara yang 
telah menandatangani dan tunduk pada PCT.  
Tujuan kerjasama internasional adalah untuk 
memperoleh perlindungan Paten di beberapa negara 
penandatangan perjanjian kerjasama. Untuk memperoleh 
perlindungan, pemlik Paten harus m,engajukan permohonan 
kepada setiap negara di mana perlindungan itu diperlukan. 
Kantor Paten masing-masing negara harus melaksanakan 
penelitian terhaddap permohonan perlindungan Paten. 
c) Konvensi Strasbourg 
Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian terhadap 
penemuan yang baru, sejumlah negara merasa perlu 
menetapkan suatu sistem klasifikasi yang diterima secara 
internasional untuk Paten, model dan rancangan bangun dan 
serifikat penemuan. Pada tahun 1954 Dewan Eropa 
mengadakan konvensi mengenai klasifikasi tersebut. Klasifkasi 
itu telah diterima dengan baik, tetapi Dewan Eropa tidak 
mempunyai sarana yang cukup untuk menjaga kalsifikasi agar 
tetap mutakhir. Oleh karena itu, dianggap lebih baik apabila 
kalsifikasi itu dikelola oleh World Intellectual Property 
Organization (WIPO). 
Konvensi ini diadakan pada tahun 1971, kemudian direvisi 
pada tahun 1979. Hingga 1 Januari 1988, Konvensi ini telah 
diikuti oleh 27 negara. Menurut Konvensi Strasbourg, semua 
anggota Konvensi Paris dapat tunduk pada konvensi ini. 
 
 
d) Konvensi Paten Eropa 
Diadakan pada tahun 1973 dan berlaku di 13 negara 
Eropa. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan Paten Eropa 
yang dapat diperoleh berdasarkan permohonan dan berlaku 
dengan menerapkan persyaratan yang sama seperti Paten 
Nasional di negara di mana perlindungan dimintakan. Ini 
berarti Paten Eropa merupakan himpunan Paten Nasional. 
Permohonan harus diajukan kepada kantor Paten Eropa di 
Munich (Jerman) atau cabangnya di Den Haag (Belanda). 
e) Konvensi Budapest 
Diadakan pada tahun 1977 dan kemudian pada tahun 
1980. Konvensi ini berkenaan dengan Paten Penggunaan Jasad 
Renik Baru. Bagi seorang penemu, apabila patennya ingin 
mendapatkan perlindungan internasional, dia harus 
menyerahkan jasad renik yang bersangkutan di negara yang 
dimintakan perlindungan. Masalah ini diselesaikan oleh 
Konvensi Budapest yang memungkinkan untuk menyerahkan 
penyimpanan (deposit) tunggal jasad renik tersebut kepada 
Badan Penyimpanan Internasional (International Depository 
Board). 
Negara-negara penandatangan perjanjian dari kantor 
wilayah seperti Kantor Paten Eropa, diwajibkan melakukan hal 
yang sama untuk kepentingan UU Paten Nasional mereka. Pada 
saat ini terdapat 18 negara badan penerima penyimpanan 
dimaksud, misalnya Central Bureau voor Schimmelcultures di 
negeri Belanda. 
 
 
f) Perjanjian Merek 
Selain menggunakan Konvensi Paris, bidang Merek 
juga membentuk bermacam perjanjian internasional, yaitu: 
(1) Perjanjian Madrid 1891: Madrid Agreement Concerning 
Repression of Flase Indications of Origin. Perjanjian  ini 
berkenaan dengan upaya penindakan terhadap pemalsuan 
indikasi atau sebutan asli suatu barang; 
(2) Perjanjian Madrid 1891: Madrid Arragement Concerning 
the International Regiostration of Trademarks. Perjanjian 
ini berkenaan dengan pendaftaran internasional tentang 
Merek; 
(3) Perjanjian Den Haag 1925: The Hague Arragment Concern 
the International Deposit of Industrial Pattern and Design. 
Perjanjian ini berkenaan dengan penyimpanan internasional 
tentang Gambar-Gambar atau Model Kerajinan; 
(4) Perjanjian Lisabon 1938: Lisabon Agreement of 
Declaration of Protection and the International 
Registration of Declaration of Origin. Perjanjian ini 
berkenaan dengan perlindungan dan pendaftaran 
internasional mengenai keterangan asal barang; 
(5) Perjanjan Nice 1957: Nice Agreement Concerning the 
International Classification of Goods and Services to 
Which Trademarks Apply. Perjanjian ini berkenaan dengan 
klasifikasi internasional mengenai merek barang atau jasa. 
2) Konvensi Hak Cipta 
a) Konvensi Bern 
Konvensi Bern mengatur tentang perlindungan karya 
sastra dan seni, ditandatangani di Bern pada tanggal 9 
September 1886. hingga tanggal 1 Januari 1989 sudah ada 81 
negara yang menjadi anggota penandatangan Konvensi Bern. 
Konvensi ini telah berulang kali mengalami revisi sebagai 
berikut (Abdul Kadir Muhammad, 2001: 35): 
(1) di Paris tanggal 4 Mei 1896; 
(2) di Berlin tanggal 13 November 1908; 
(3) di Bern tanggal 24 Maret 1914; 
(4) di Roma tanggal 2 Juli 1928; 
(5) di Brussel tanggal 26 Juni 1948; 
(6) di Stockholm tanggal 14 Juli 1967; 
(7) di Paris tanggal 24 Juli 1971. 
b) Konvensi Jeneva 
Pada tanggal 6 September 1952 ditandatangani 
Konvensi Jeneva tentang Hak Cipta Universal yang terkenal 
dengan Universal Copyrights Convention. Akan tetapi, 
konvensi ini baru mulai berlaku pada tanggal 16 September 
1955. konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan 
Hak Cipta secara universal. Hingga 1 Januari 1989 peserta 
konvensi ini berjumlah 81 negara. 
c) Konvensi Khusus 
Selain konvensi Bern dan Jeneva yang bersifat umum, 
masih ada lagi konvensi yang khusus mengatur 1 aspek saja 
dari hak cipta. Konvensi-konvensi tersebut adalah: 
(1) Konvensi Starsbourg 1960 tentang European Agreement on 
the Protection of Television Broadcast. Konvensi ini 
bertujuan untuk melindungi penyiaran televisi; 
(2)  Konvensi Roma 1961 tentang International Convention 
Protection for Performers, Procedurs of Phonograms and 
Broadcasting Organization. Konvensi ini bertujuan untuk 
melindungi mereka yang melakukan kegiatan pertunjukan, 
perekaman dan badan penyiaran. Konvensi ini menganut 
prinsip national treatment dan lama perlindungan minimal 
20 (dua puluh) tahun. 
(3) Konvensi Roma 1961 tentang Convention for the 
Protection of Phonograms Against Unauthorized 
Duplication of Their Phonograms. Konvensi ini bertujuan 
untuk melindungi rekaman terhadap perbanyakan yang 
tidak sah. 
(4) Konvensi Wina 1973 tentang Agreement for the Protection 
of Type Faces and their International Deposit. Konvensi ini 
bertujuan untuk melindungi jenis perwajahan dan 
penyimpanan internasional. 
(5) Konvensi Brussel 1974 tentang The distribution of 
Programme Carrying Signals Transmitted by Satelite. 
Konvensi ini bertujuan untuk melindungi siaran yang 
dipancarkan lewat satelit. 
3) Putaran Uruguay 
Di Uruguay diadakan perundingan antara negara-negara 
anggota The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
guna membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan 
perdagangan internasional termasuk HKI. Setelah 7 tahun diadakan 
perundingan, akhirnya dengan kesepakatan diterima naskah Final 
Act Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993 yang 
mengakhiri perundingan putaran Uruguay. Pada tanggal 15 April 
1994 naskah persetujuan putaran Uruguay secara resmi 
ditandatangani di Marakesh, Maroko oleh 125 negara termasuk di 
dalamnya Indonesia. 
Persetujuan Putaran Uruguay meliputi 3 hal pokok, yaitu: 
a) Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui The 
Agreement Establishing the World Trade Organization sebagai 
pengganti Sekretariat The General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) yang akan mengadministrasikan dan mengawasi 
pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan 
sengketa dagang di antara negara-negara anggota. 
b) Penurunan tarif impor berbagai komoditas perdagangan secara 
menyeluruh dan akses pasar domestik dengan mengurangi 
berbagai hambatan proteksi perdagangan yang ada. 
c) Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang berkenaan 
dengan HKI, ketentuan investasi yang berkenaan dengan 
perdagangan dan perdagangan jasa. 
g. Sistem dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 
HKI merupakan kekuatan dari kreatifitas dan inovasi yang 
diterapkan melalui ekspresi artistik. Dalam hal ini  merupakan sumber 
daya potensial intelektualitas seseorang yang tidak terbatas dan dapat 
diperoleh oleh semua orang. HKI merupakan suatu  kekuatan yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang dan masa 
depan suatu bangsa, secara material, budaya dan sosial. 
Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh 
dari sistem HKI yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan 
dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan 
untuk bersaing secara internasional,  dapat membantu komersialisasi 
dari suatu invensi (temuan),  dapat mengembangkan sosial budaya, dan  
dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh 
karena itu, pengembangan sistem HKI nasional sebaiknya tidak hanya 
melalui pendekatan hukum (legal approach)  tetapi juga teknologi dan 
bisnis (business and technological approach).  Namun demikian, 
Konsep HKI memang kelihatan kental dengan pendekatan hukum. hal 
ini menjadi sesuatu yang logis, karena apabila mengkaji HKI pada 
akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum, terutama yang 
menyangkut upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-
hasil karya intelektual. perlindungan HKI sendiri lebih dominan pada 
perlindungan individual, tetapi untuk menyeimbangkan kepentingan 
individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI 
mendasarkan pada prinsip sebagai berikut (Budi Agus Riswandi, 
2004:32): 
1) Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) 
  Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja 
membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar apabila 
memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi 
maupun bukan materi seperti rasa aman karena dilindungi dan 
diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan 
tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk 
bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 
2) Prinsip Ekonomi (the economic argument) 
  Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil 
kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang 
dekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, 
yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan 
manusia, maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat 
ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk 
menunjang kehidupan di masyarakat. 
3) Prinsip Kebudayaan (the cultural argument) 
  Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra 
sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban 
dan martabat manusia. selain itu juga akan memberikan 
kemashlahatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pengakuan 
atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam 
system hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat 
dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu 
membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan 
ciptaan baru. 
4) Prinsip Sosial (the social argument) 
  Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai 
perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain 
akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga 
masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia 
lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. 
Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan 
diberikan oleh perseorangan atau suatu persekutuan, akan tetapi 
pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/ kesatuan itu 
diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya 
hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan 
hukum tadi, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.  
  Wacana pengembangan dan perlindungan HKI  menjadi 
kewajiban setiap negara setelah dicapainya kesepakatan GATT 
(General Agreement on Tariff and Trade) dan setelah Konferensi 
Marrakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT 
yang kemudian diganti dengan sistem perdagangan dunia yang 
dikenal dengan WTO (World Trade Organization) yang diratifikasi 
oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia), diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
(LNRI) 1994 Nomor 57, tanggal 2 November 1994 (H.OK. saidin 
2004:5).   
Perjanjian TRIPS telah memperjelas kedudukan  
perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. 
Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur 
penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju 
perdagangan sehat.  
Adapun struktur/sistematika  Perjanjian TRIPs adalah sebagai 
berikut.  
1) Bab I Ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar  
2) Bab II Standar tentang keberadaan, lingkup dan penggunaan HKI 
3) Bab III Penegakan hukum di bidang HKI 
4) Bab IV Prosedur untuk memperoleh dan mempertahankan HaKI 
berikut prosedur inter-partis terkait 
5) Bab V Pencegahan dan penyelesaian sengketa 
6) Bab VI Ketentuan peralihan  
7) BabVII Ketentuan kelembagaan dan ketentuan penutup 
Bagian II  Perjanjian TRIPS mengatur tentang objek HaKI 
secara luas, yaitu: 
1) Hak Cipta dan Hak terkait;   
2) Merek; 
3) Indikasi Geografis; 
4) Desain Industri; 
5) Paten; 
6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan 
7) Perlindungan Rahasia Dagang. 
Dengan demikian, HKI merujuk pada semua kategori dari 
kekayaan intelektual yang diatur dalam Bagian 1 sampai dengan 
Bagian 7 Bab 11 (Pasal 1 ayat (2)). Selanjutnya yang diatur dalam 
perjanjian tersebut adalah hak cipta dan hak terkait (Bagian 1), merek 
dagang (Bagian 2), indikasi geografis (Bagian 3), desain industri 
(Bagian 4), paten (Bagian 5), tata letak sirkuit terpadu (Bagian 6) dan 
perlindungan rahasia dagang (Bagian 7). 
Di sisi lain, Perjanjian ini juga mengatur tentang larangan 
praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Ada beberapa  hal 
khusus yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs , yaitu sebagai berikut .  
1) Perjanjian TRIPS memperkenalkan prinsip the most favored notion 
treatment sebagai tambahan dari prinsip national treatment; 
2) Perjanjian TRIPS mengatur tentang perlindungan paten dan hak 
cipta secara menyeluruh, dan mengaturjangka waktu perlindungan 
minimum yang harus diterapkan oleh negara anggota; 
3) Perjanjian TRIPS mengatur tentang ketentuan upaya hukum 
administratif dan hukum acara bagi penegakan hukum; 
4) Perjanjian TRIPS dalam WTO mengatur penyelesaian sengketa di 
antara para anggotanya dengan cara konsultasi atau rekomendasi 
tentang perkembangan pelanggaran dari konvensi tersebut.  
5) Perjanjian TRIPS diharapkan memainkan peranan yang efektif 
dalam mencegah sanksi sepihak seperti Pasal 301 Hukum Dagang 
Amerika Serikat;  
Oleh karena tingginya tingkat perlindungan HKI yang diatur 
dalam Perjanjian TRIPS, maka bagi negara-negara berkembang 
diberikan kelonggaran waktu selama 5 tahun, yang berakhir pada tahun 
2000. 
Persetujuan TRIPs menggunakan prinsip kesesuaian penuh 
atau “Full Compliance” sebagai syarat minimal bagi pesertanya, ini 
berarti negara-negara peserta wajib menyesuaikan peraturan 
perundang-undangan nasional mengenai HKI secara penuh terhadap 
perjanjian-perjanjian internasional tentang HKI.  
Selanjutnya, . Negara Republik  Indonesia  sebagai  anggota 
masyarakat internasional secara resmi  telah mengesahkan 
keikutsertaan dan menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia (Agreement  Establishing The World Trade 
Organization)  beserta  seluruh lampirannya dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1997. Dengan demikian Indonesia terikat untuk 
melaksanakan persetujuan tersebut.TSalah satu persetujuan di bawah 
pengelolaan WTO ialah Agreement Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods 
(Persetujuan mengenai Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak 
Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu), 
disingkat persetujuan TRIPs. Persetujuan TRIPs menggunakan prinsip 
kesesuaian penuh atau “Full Compliance” sebagai syarat minimal bagi 
pesertanya, ini berarti negara-negara peserta wajib menyesuaikan 
peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI secara penuh 
terhadap perjanjian-perjanjian internasional tentang HKI (Prasetyo 
Hadi Purwandoko, 1999: 4 ). 
 
 
3. Tinjauan umum tentang Traditional Knowledge 
a.  Istilah dan Definisi Traditional Knowledge 
Istilah traditional knowledge sebenarnya dapat diterjemahkan 
sebagai pengetahuan tradisional. Menurut George Hobson, peraih the 
Northern Science Award, traditional knowledge merupakan bagian 
dari ilmu pengetahuan (science). Istilah pengetahuan tradisional 
digunakan untuk menerjemahkan istilah traditional knowledge, yang 
dalam perspektif WIPO digambarkan mengandung pengertian yang 
lebih luas mencakup indigenous knowledge dan folklore. Berikut 
ungkapannya:  
“Indegenous knowledge would be therefore part of the traditional 
knowledge category, but traditional knowledge is not necessarrily 
indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional 
knowledge, but not all traditional knowledge is indigenous”. 
 Istilah “tradisional” seringkali dilawankan dengan istilah 
“modern”. Gordon Christie dalam Osgoode Halla Law Journal, tidak 
menyetujui mempertentangkan istilah tradisional dengan modern 
karena, lebih dipengaruhi oleh pandangan Eurocentrism (Agus 
Sardjono, 2006: 1).  
Istilah traditional knowledge adalah istilah umum yang 
mencakup ekspresi kreatif, informasi, know how yang secara khusus 
mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit social. 
Traditional knowledge mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring 
dengan pembaruan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan 
pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (biological 
diversity), dan kekayaan intelektual (intellectual property) (Budi Agus 
Riswandi & M. Syamsudin, 2004:27).   
Dalam perdebatan internasional tentang pengertian 
traditional knowledge, beberapa terminologi/ istilah yang sering 
dinyatakan termasuk: “traditional knowledge, innovations and 
practices” (dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan sumber daya 
biologis); “heritage of indigenous peoples” dan “indigenous heritage 
rights”; “traditional medicinal knowledge” (dalam konteks kesehatan); 
“expressions of foklore” (dalam konteks perlindungan kekayaan 
intelektual); “folklore” atau “traditional and popular culture” (dalam 
konteks pelestarian budaya tradisional); “intangible culture heritage”; 
“indigenous intellectual property” dan “indigenous cultural and 
intellectual property”; “traditional ecological knowledge” dan 
“traditional and local technology, knowledge, know-how and 
practices” (Ign. Subagjo, 2005:1) 
Ilmu pengetahuan “barat” selama ini didefinisikan sebagai 
ilmu yang menggunakan pendekatan yang sistematis dan metodologis 
dalam menjawab suatu permasalahan, serta mengandung prinsip dapat 
diulang (repeatability) dan dapat diprediksi (predictability). 
Berdasarkan pengertian tersebut, traditional knowledge sebenarnya 
juga adalah ilmu pengetahuan, meskipun banyak pihak (ilmuwan 
barat) yang menolaknya dengan alasan traditional knowledge tidak 
bersistem dan bermetode. Suatu pengetahuan dapat dikategorikan 
sebagai traditional knowledge manakala pengetahuan tersebut (M 
Zulfa Aulia: 2006, 20): 
1) Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi 
2) Merupakan pengetahuan tentang lingkungannya dan hubungannya 
dengan segala sesuatu 
3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan 
masyarakat yang membangunnya 
4) Merupakan jalan hidup (way of life), yang digunakan secara 
bersama sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana 
terdapat nilai-nilai masyarakat). 
Untuk definisi baku mengenai traditional knowledge  sampai 
saat ini masih menjadi perdebatan, bahkan dalam lingkup internasional 
dan sangat tergantung pada karakteristik dan keadaan-keadaan khusus 
di suatu negara. Salah satu definisi yang banyak diacu orang adalah 
yang ditetapkan World Intellectual Property Organization (WIPO), 
yaitu: 
“Traditional based literary, artistic or scientific works, 
performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, 
names and symbols, undisclosed information and all other 
tradition-based innovations and creations resulting form 
intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic 
fields”. 
Yang artinya: 
“Pengetahuan tradisional mengacu pada sastra yang berupa 
budaya; karya seni atau ilmiah; pementasan; penemuan-penemuan; 
penemuan ilmiah; desain; merek; nama dan simbol-simbol; rahasia 
dagang dan inovasi-inovasi yang berupa budaya dan ciptaan-
ciptaan yang merupakan hasil kegiatan intelektual dalam bidang 
industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra”. 
Berbasis tradisi yaitu berkenaan dengan sistem-sistem 
pengetahuan, ciptaan-ciptaan, inovasi-inovasi dan ekspresi kebudayaan 
yang biasanya telah diteruskan dari generasi ke generasi dan biasanya 
dipandang berkenaan dengan suatu masyarakat khusus atau 
wilayahnya yang biasanya telah dikembangkan dengan cara non 
sistematis dan secara terus-menerus berkembang sebagai reaksi 
terhadap perubahan lingkungan.  
Dari pengertian dan penjelasan traditional knowledge yang 
diberikan oleh WIPO tersebut maka dapat diketahui yang dimaksud 
dengan traditional knowledge adalah pengetahuan tradisional yang 
dimiliki oleh masyarakat lokal atau daerah yang sifatnya turun 
temurun. 
Pengertian traditional knowledge dapat dilihat secara lengkap 
lagi dalam Article 8 J Traditional Knowledge, Innovations, and 
Practices Introduction yang menyatakan. 
“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and 
practices of indigenous and local communities around the world. 
Developed from experience gained over the centuries and adapted 
to the local culture and environment, traditional knowledge is 
transmitted orally from generation to generation. It tends to be 
collectively owned and takes the from of stories, songs, folklore, 
proverbs, cultural values, beliefs, ritual, community laws, local 
language and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a 
practicalnature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, 
health, holticulture and forestry”. 
Yang terjemahan bebasnya: 
“Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan 
praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. 
Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan 
diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan 
tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. 
Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk 
cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, 
ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, 
mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan 
binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik 
alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, 
kesehatan, hortikultura dan kehutanan”. 
The Director General of United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization mendefinisikan traditional 
knowledge yang menyatakan: 
“The indigenous people of the world posess an immense 
knowledge of their environments, based on centuries of living close 
to nature. Living in and from the richness and variety of compelx 
ecosystems, they have an understanding of the properties of plants 
and animals, the functioning of ecosytems and the techniques for 
using and managing them that is particular and often detailed. In 
rural comunities in devloping countries, locally occurring species 
are relied on for many-sometimes all-foods, medicines, fuel, 
building materials and other products. Equally, people is 
knowledge and perceptions of the environment, and their 
relatonships with it, are often important elements of cultural 
identity”. 
Terjemahannya yaitu: 
“Dunia orang-orang asli yang menguasai pengetahuan luas sekali 
dari lingkungan mereka yang berdasarkan pada kehidupan alamiah 
yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dan dari 
ketidakpunyaan sampai pada suatu ekosistem kompleks yang 
beragam, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan 
binatang, memfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk 
mengunakan dan mengelola tumbuhan-tumbuhan dan binatang 
tersebut secara khusus dan detail. Dalam masyarakat pedesaan di 
negara-negara berkembang, secara lokal menjadi spesies yang 
banyak-terkadang semua-makan, obat-obatan, minyak, material 
pembangunan dan produk-produk lainnya. Sama-sama, orangorang 
yang merupakan lingkungan pengetahuan tradisional dan persepsi, 
dan hubungan mereka dengan itu adalah merupakan elemen 
penting dari identitas kebudayaan” . 
Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman 
sendiri yang dimaksud traditional knowledge. Menurut mereka 
traditional knowledge adalah  (Budi Agus Riswadi dan M.Syamsudin, 
2005: 29): 
1) Traditional knowledge merupakan hasil pemikiran praktis yang 
didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke 
generasi. 
2) Traditional knowledge merupakan pengetahuan di daerah 
perkampungan. 
3) Traditional knowledge tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 
pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa 
dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan way of life. 
Traditional knowledge memberikan kredibilitas pada masyarakat 
pemegangnya. 
 
b. Ruang Lingkup Traditional Knowledge 
   Dari pemahaman pengertiannya, traditional knowledge 
mempunyai ruang lingkup sangat luas, dapat meliputi bidang seni, 
tumbuhan, arsitektur dan lain sebagainya. 
Menurut Cita Citrawinda Noerhadi (Cita Citrawinda 
Noerhadi, dalam anonim, 2005: 21), kategori traditional knowledge 
mencakup  pengetahuan pertanian,  pengetahuan di bidang ilmu 
pengetahuan, pegetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan 
yang berhubungan dengan obat, termasuk obat-obatan yang 
berhubungan dengan obat penyembuhannya, pengetahuan yang 
berhubungan dengan keanekaragaman hayati,  pernyataan/ ekspresi 
folklor berupa musik, tari,  lagu, kerajinan, desain,  dongeng dan seni 
pentas, unsur bahasa seperti: nama, indikasi geografi dan simbol-
simbol, dan  kekayaan-budaya yang dapat dipindah-pindahkan. 
Yang berupa budaya mengacu kepada sistem pengetahuan; 
ciptaan-ciptaan; inovasi-inovasi; dan ekspresi budaya yang secara 
umum telah disampaikan dari generasi ke generasi dan secara umum 
dianggap berhubungan dengan orang-orang tertentu atau wilayahnya 
dan terus berkembang sebagai akibat dari perubahan lingkungan. 
Kelompok traditional knowledge bisa mencakup: pengetahuan 
pertanian; ilmu pengetahuan; pengetahuan ekologi (lingkungan); 
pengetahuan pengobatan, termasuk obat-obatan yang berkaitan dan 
pengobatan; ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keanekaragaman 
hayati, ekspresi budaya tradisional (ekspresi folklore) dalam bentuk 
musik, tarian, nyanyian/lagu, kerajinan tangan, desain, cerita dan karya 
seni; elemen-elemen bahasa seperti nama, indikasi geografis dan 
simbol; dan barang-barang yang bernilai budaya.  
Pengertian berdasarkan  Convention on Biological Diversity, 
traditional knowledge merupakan  pengetahuan, penemuan, dan 
praktek masyarakat asli dan lokal terwujud baik dalam gaya hidup 
tradisional maupun teknologi yang asli dan lokal.  Intinya traditional 
knowledge terdiri dari : 1) pengetahuan tradisional mengenai  
pengobatan tradisional,  praktek pertanian tradisional dan bahan-bahan 
tumbuhan asli/lokal, dan 2)  menyangkut  seni seperti   yang 
dinyatakan  folklore. 
Berikut penjelasan ruang lingkup traditional knowledge 
dilihat dari subyek dan obyeknya. 
1) Subyek Traditional Knowledge 
  Berdasarkan hukum positif Indonesia dikenal dua subyek 
hukum yaitu :  
a)  Manusia (natuurlijke person) 
 Baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok, yang 
merupakan pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak 
dan kewajiban. 
b) Badan Hukum (rechtpersoon). 
Merupakan badan-badan/ lembaga yang oleh hukum diberi 
status persoon, yang mempunyai hak dan kewajiban. Antara 
lain : 
(1) Badan Hukum Publik,  yaitu Negara,  Daerah Tingkat I. 
(2) Badan Hukum Perdata, misalnya PT, yayasan, koperasi, 
Masjid, Gereja Indonesia. 
Secara umum, terdapat beberapa pihak yang dimungkinkan 
menjadi subyek pemegang hak milik atas traditional knowledge, 
yaitu: 
 
a) Masyarakat Adat 
Merupakan  pemilik utama atas traditional knowledge, 
b) Pemerintah (Pusat dan Daerah):  
Bukan pemilik hak traditional knowledge, tetapi punya 
kewajiban untuk mengelola dan melindunginya, 
c) Pihak Ketiga 
Perlindungan traditional knowledge dengan sistem positif 
menghendaki keterbukaan dalam pemnfaatannya, dengan 
syarat pemanfaatan oleh pihak ketiga, tetapi tetap 
memperhatikan kepentingan pemilik hak (Anonim (Pejabat 
Pemegang Komitmen pada Dasisiten Deputi Daya Saing Iptek 
Kementrian Riset dan Teknologi), 2006: 69). 
2) Obyek Traditional Knowledge 
Dalam hal objek , pengertian  yang banyak dipakai berasal 
dari WIPO yakni terdiri dari: agriculture knowledge, environtment 
knowledge dan medical knowledge, tetapi belum sempurna karena 
tidak merncakup hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan 
tentang manufaktur tradisional. Mengingat banyaknya know-how 
masyarakat adat di bidang industri. Misalnya, perbuatan makanan 
tradisional, alat-alat rumah tangga untuk kehidupan sehari-hari, 
bahkan industri tekstil. Ruang lingkup traditional knowledge dapat 
dikategorikan menjadi lima kelompok besar  yaitu: 
a) Pengetahuan Agrikultural (Biodiversity) 
b) Pengetahuan Pengelolaan Lingkungan (Environtment) 
c) Pengetahuan Obat-obatan 
d) Pengetahuan Manufaktur  
e) Pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional (Ekspresi Folklore) 
Tidak termasuk dalam deskripsi traditional knowledge adalah 
hal-hal yang bukan merupakan hasil dari kegiatan intelektual dalam 
bidang industri, ilmu pengetahuan, bidang sastra dan seni seperti jasad 
renik, bahasa secara umum, dan elemen-elemen warisan yang serupa 
dalam arti luas (Cita Citrawinda Noerhadi, dalam anonim, 2005: 21). 
c.  Perkembangan Permasalahan Traditional Knowledge 
Saat ini masalah traditional knowledge dapat dibagi ke dalam 
dua permasalahan utama, yaitu (Budi Agus Riswandi dan 
M.Syamsudin, 2004:29): 
1) Perlindungan yang mempertahankan traditional knowledge atau 
ketentuan yang menjamin itu tidak akan sukses diperoleh oleh hak 
kekayaan intelektual melalui ketentuan traditional knowledge yang 
konvensional 
2) Perlindungan yang mempertahankan traditional knowledge akan 
sukses dengan menggunakan mekanisme hukum tradisional 
(exsiting legal mechanisms) seperti kontrak, pembatasan akses 
(acces restriction) dan hak kekayaan intelektual. 
Traditional knowledge merupakan masalah hukum baru yang 
berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Traditional 
knowledge telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan 
belum ada instrument hukum domestik yang mampu memberikan 
perlindungan hukum secara optimal terhadap traditional knowledge 
yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Di samping itu,  di tingkat internasional traditional knowledge 
ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan 
perlindungan hukum.  
Traditional knowledge berbeda dengan Hak Kekayaan 
Intelektual sebab sifatnya merupakan hak kolektif komunal, diberikan 
secara turun temurun dari generasi ke generasi, tidak menjelaskan 
inventornya, mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam 
dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya keanekaragaman 
hayati, tidak berorientasi pasar, belum dikenal secara luas di dalam 
forum perdagangan internasional, dan telah diakui didalam konvensi 
keanekaragaman hayati 1992 sebagai alat konservasi sumber daya 
alam. Selanjutnya,  HKI  merupakan hasil kreasi individu, perubahan 
bersifat pembawaan nilai tradisonal, kompetensi dan kompetisi 
terhadap pasar bebas.  
4. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Ekonomi 
a. Sejarah Pembangunan Ekonomi 
Sejak Adam Smith mengeluarkan bukunya “An Inquiy into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations” pada tahun 1776 
tentang permasalahan ekonomi (M. L. Jhingan, 1996: 101), para ahli 
ekonomi melanjutkan penyelidikan mengenai perkembangan ekonomi 
negara. Dan diketahui ternyata ada negara-negara yang pesat 
perkembangan ekonominya, tetapi ada pula yang mengalami 
kemacetan-kemacetan. Awal abad ke 20, timbul pertanyaan mengapa 
tingkat perkembangan ekonomi negara tidak seperti yang diharapkan. 
Dengan adanya keadaaan tersebut maka penyelidikan mengenai 
pembangunan ekonomi mempunyai arti praktis dan penting, terlebih 
setelah Perang Dunia II berakhir. 
Selain itu, adanya beberapa fakta atau keadaan lain di dunia 
ini yaitu: 
3) Kenyataan banyak negara-negara yang mengalami pertumbuhan di 
dalam pendapatan nasionalnya, tetapi hanya cukup untuk sekedar 
mengimbangi pertambahan penduduk. Ada pula negara yang 
mempunyai sedikit sisa pendapatan untuk investasi guna menaikan 
standar hidup bangsanya. 
4) Adanya kensenjangan tingkat hidup antara negara-negara yang satu 
dengan yang lain, dan kesenjangan ini semakin melebar. 
5) Enam puluh tujuh persen (67%) dari penduduk dunia hanya 
menerima kurang dari tujuh belas persen (17%) pendapatan dunia. 
6) Kesadaran negara-negara mengenai tingkat pendapatannya yang 
rendah dan neagara-negara tersebut berkehendak untuk 
berkembang. Usaha-usaha dalam perkembangan perekonomian 
mereka terutama menimbulkan masalah-masalah politik (misalnya 
ingin menjadi negara merdeka) dan masalah sosial ekonomi seperti 
terjerumus utang yang dalam. 
7) Keinginan negara-negara untuk tingkat hidup yang lebih tinggi. 
Berdasarkan keadaan di atas maka, pembangunan ekonomi 
dilakukan oleh semua negara, baik oleh negara-negara yang relatif 
sudah maju maupun yang belum maju. 
b. Istilah dan Definisi Pembangunan Ekonomi 
Dalam pengertian sehari-hari yang sederhana dapatlah 
disebutkan pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu 
masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Anonim 
(Komunikasi Pembangunan), 2001:81).  
Istilah pembangunan, pertumbuhan dan pembangunan sering 
digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, 
terutama dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah 
ekonomi. Namun apabila istilah tersebut digunakan bersama maka 
sebaiknya diberikan pengertian masing-masing yang lebih khusus. 
Dikatakan ada “pertumbuhan ekonomi” apabila terdapat lebih 
banyak output, dan ada “perkembangan” atau “pembangunan” 
ekonomi kalau tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga 
perubahan-perubahan dalam kelembagaaan dan pengetahuan teknik 
dalam menghasilkan output yang lebih banyak itu (Irawan dan M. 
Suparmoko, 2002: 7).  
Sedangkan pengertian dari pembangunan ekonomi adalah 
usaha di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara atau 
masyarakat tertentu untuk meningkatkan taraf hidup dan kemajuan 
ekonomi mereka.  
Menurut Irawan dan M. Suparmoko (Irawan dan M. 
Suparmoko, 2002: 5), pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha 
untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur 
dengan tingkat rendahnya pendapatan riil per kapita.  
Filosofi pembangunan Indonesia “dari, oleh dan untuk 
rakyat”, secara jelas tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) dan terlebih khusus dalam berbagai keputusan DPR tentang 
Pembangunan. Filosofi ini merupakan dasar digunakannya strategi 
pembangunan yang berbasis masyarakat 
(http://deliveri.org/Guidelines/implementation/ ig_2/ig_2_1i.htm (7 
Oktober 2007)). 
Bagi negara-negara berkembang hasil yang dipetik dari 
pelaksanaan pembangunan selain pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan pendapatan juga sejumlah pelajaran. Yaitu pelajaran 
bagaimana merumusakan konsep-konsep pembangunan yang lebih 
sesuai dengan kebutuhan dan inspirasi masing-masing. Karena 
pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses dinamis yang 
senantiasa berkembang terus dalam menjawab tuntutan  kebutuhan 
serta kondisi perkembangan zaman, demikian pula halnya dengan 
konsep-konsep dan gagasan yang mendasarinya, akan terus mengalami 
penyempurnaan. 
c. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi  
Teori pembangunan ekonomi yang ada sangatlah beragam 
dan banyak jumlahnya, menurut M. L. Jhingan (M. L. Jhingan , 1996: 
99) ada sekitar dua puluh lebih teori pembangunan ekonomi. Namun 
dalam garis besarnya teori-teori pembangunan ekonomi dapat 
digolongkan lima besar yaitu aliran Klasik, Karl Marx, Schumpeter, 
Neo-Klasik dan Post Keynesian. Aliran-aliran tersebut mencoba 
menemukan sebab-sebab pertumbuhan pendapatan nasional dan proses 
pertumbuhannya. Penjelasan dari kelima teori tersebut dapat dilihat di 
bawah ini: 
1) Aliran Klasik 
Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan 
abad ke-19, yaitu di masa Revolusi Industri, di mana suasana saat 
itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada 
saat itu sistem liberal merajalela dan menurut aliran Klasik 
pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan 
antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. 
Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari 
petambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjaddi sebaliknya 
dan perekonomina akan mengalami kemacetan. Kemajuan 
teknologi mula-mula disebabkan adanya akumulasi kpital atau 
dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan 
kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan. 
Sedangkan tingkat keuntungan akan menurun setelah berlakunya 
hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (law of 
diminishing returns), karena sumberdaya alam itu terbatas adanya 
(Irawan dan M. Suparmoko, 2002: 21) 
Penganut aliran Klasik ini, di antaranya Adam Smith, 
David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. 
2) Teori Karl Marx 
Karl Marx (Irawan dan M. Suparmoko, 2002: 9) 
mengemukakan teorinya berdasarkan sejarah perkembangan 
masyarakat di mana perkembangannya melalui pertumbuhan dan 
kehancuran dari lima (5) tahap di bawah ini: 
a) Masyarakat komunal primitif (primitive communal) 
b) Masyarakat perbudakan 
c) Masyarakat feodal 
d) Masyarakat sosialis 
3) Teori Neo-Klasik 
Pada tahun 1870-an terjadi pergeseran dalam aliran 
ekonomi, dimana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan 
aliran ekonomi Klasik. Aliran Neo-Klasik mempelajari tingkat 
bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini 
dan saat yang akan datang. Pendapat Neo-Klasik mengenai 
perkembangan ekonomi dapat diikhtisiarkan sebagi berikut. 
a) Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam 
perkembangan ekonomi, 
b) Perkembangan itu merupakan proses yang gradual, 
c) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan 
kumulatif, 
d) Aliran Neo-Klasik merasa optimis terhadap perkembangan, 
e) Adanya aspek internasional dalam perkemabnagn tersebut. 
4) Teori Schumpeter 
Menurut pendapat Joseph Scumpeter perkembangan 
ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, 
tetapi merupakan proses perubahan yang spontan dan terputus-
putus (discontinuous), yaitu merupakan gangguan-gangguan 
terhadap keseimbangan yang telah ada. 
5) Teori Post Keynesian 
Teori Keynes terbatas pada analisis jangka pendek. Untuk 
analisisnya Keynes menggunakan anggapan-anggapan berdasar 
atas keadaan waktu sekarang. Misalnya mengenai tingkat tekhnik, 
tenaga kerja, selera, dianalisis dengan tidak memperhatikan jangka 
panjang. Teori ini memperluas sistem ini menjadi teori produksi 
dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisis 
fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya ekonomi jangka 
panjang. 
d. Faktor-Faktor Pembangunan Ekonomi 
Faktor-faktor pembangunan ekonomi menurut Sadono Sukiro 
(Sadono Sukiro, 2004: 429) ada empat (4) macam yaitu: 
1) Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya 
Tanah dan kekayaan alam lainnya sangat menentukan 
pembangunan ekonomi suatu negara. Adanya tanah yang luas dan 
potensial dapat digunakan sebagai lahan yang menghasilkan 
produk pertanian dan perkebunan atau sebagai lahan produksi. 
Kekayaan alam lainnya baik migas maupun non migas yang 
dimiliki akan sangat memberikan masukan pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi suatu negara. 
2) Jumlah dan Mutu Penduduk dari Penduduk dan Tenaga Kerja 
Jumlah penduduk yang banyak menjadi sumber tenaga 
kerja yang dapat diberdayakan dalam usaha pembangunan 
ekonomi, sedikitnya jumlah penduduk sedangkan kebutuhan akan 
tenaga kerja yang banyak akan sulit memenuhi laju ekonomi yang 
baik. Sebaiknya jumlah disertai dengan mutu dan skill dari tenaga 
kerja karena tanpa adanya skill maka efektivitas kerja dapat 
dicapai.   
3) Bunga Modal dan Tingkat Teknologi 
Faktor modal menjadi masalah yang penting dalam rangka 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang disertai dengan 
kemajuan teknologi. 
4) Sistem Sosial dan sikap Masyarakat 
Sistem sosial dan sikap masyarakat mempengaruhi 
pembangunan ekonomi di negara tersebut. Semakin maju sistem 
dan sikap yang tanggap maka semakin berkembang dan 
pembangunan ekonomi yang tinggi pula. 
e. Konsep Pembangunan Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual 
Sebelum Pemerintah Indonesia mengesahkan Persetujuan 
Pembentukaan WTO, yang membawahi Persetujuan  TRIPs, telah 
mulai membuat serangkaian kebijakan pemerintah di bidang HKI 
untuk mendorong  pembangunan ekonomi. 
Pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian yang 
integral dari proses yang berkelanjutan dan sebagai salah satu prioritas 
pembangunan nasional. Untuk menciptakan iklim yang mendorong 
bagi pertumbuhan ekonomi makro, pemerintah telah menempuh 
berbagai langkah yang terkait dengan kebijakan menuju terbentuknya 
sistem HKI nasional yang memberikan ruang gerak bagi pertumbuhan 
investasi dan pembangunan ekonomi. Karena disadari bahwa sistem 
HKI secara makro dapat menggerakkan roda perekonomian pabrik, 
buruh, pajak, devisa dan kegiatan ekonomi lainnya. 
Ratifikasi Convention Establishing the WTO/ Agreement on 
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (“Konvensi 
WTO” / ”Persetujuan TRIPs dengan Undang-undang No. 7 tahun 
1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian. Oleh 
karena itulah, Pemerintah  Indonesia (dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI)) 
telah mengeluarkan lima (5) langkah strategis kebijakan pembangunan 
setelah  mengesahkan Persetujuaan  Pembentukaan WTO.  Lima 
langkah strategis tersebut  ialah: 
1) Legislasi dan Ratifikasi Konvensi internasional. 
2) Administrasi, yaitu berupa upaya perbaikan dan peningkatan 
administrasi hukum yaitu dengan dikeluarkannya KEPRES 
144/1998  tentang perubahan  DITJEN Hak Cipta, Paten,   Merek   
menjadi Ditjen HKI. Kemudian dikeluarkan KEPRES 189/1998  
yang menentukan  tugas DITJEN HKI untuk  melaksanakan sistem 
HKI nasional secara terpadu . Hal ini didukung oleh Direktorat 
Kerjasama dan Pengembangan Informasi HKI Ditjen HKI. 
3) Kerjasama, yaitu dengan peningkatan kerjasama (Luar Negeri); 
4) Kesadaran Masyarakat, yaitu dengan  Memasyarakatkan atau 
sosialisasi HKI; 
5) Penegakan Hukum : membantu penegakan hukum di bidang HKI. 
Selanjutnya, urutan/prioritas utama  kebijakan pemerintah di 
bidang HKI diganti menjadi sebagai  berikut: 
1) Sistem Layanan Informasi Teknologi, yaitu  pengembangan  infra 
struktur melalui sistem otomasi  guna memberikan akses yang 
lebih luas pada masyarakat; 
2) Legislasi dan Ratifikasi Konvensi internasional; 
3) Administrasi, yaitu berupa upaya perbaikan dan peningkatan 
administrasi HKI dengan dikeluarkannya KEPRES 144/1998  
tentang perubahan  DITJEN Hak Cipta, Paten,   Merek   menjadi 
Ditjen HKI. Kemudian dikeluarkan KEPRES 189/1998  yang 
menentukan  tugas DITJEN HKI untuk  melaksanakan sistem HKI 
nasional secara terpadu . Hal ini didukung oleh Direktorat 
Kerjasama dan Pengembangan Informasi HKI Ditjen HKI; 
4) Kerjasama dan Sosialisasi yaitu dengan peningkatan kerjasama 
(Luar Negeri) dan meningkatkan sosialisasi guna meningkatkan 
pemahanan dan kesadaran HKI; 
5) Penegakan Hukum yaitu membantu penegakan hukum di bidang 
HKI. 
 
 
 
  
B. Kerangka Pemikiran 
Globalisasi berdampak pada perkembangan dan perubahan sistem 
kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, hukum, 
pendidikan, pertahanan keamanan dll), salah satunya sistem hukum yang di 
dalamnya terdapat pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual baik di 
tingkat internasional maupun nasional.  
Dalam konteks nasional ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World 
Trade Organization (WTO) yang turut menandatangani Perjanjian Multilateral 
GATT Putaran Uruguay 1994 dan TRIPs, serta telah meratifikasinya dengan 
UU No. 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan 
menyempurnakan hukum nasionalnya, serta terikat dengan ketentuan-
ketentuan tentang HKI. 
Indonesia sebagai negara kepulauan (Arhipelagic State) mempunyai 
kurang lebih 17.000 pulau baik pulau-pulau besar maupun yang kecil serta 
sebagai negara megabiodiversity dengan kekayaan hayati dan keanekaragaman 
yang tersebar di daratan dan lautan, dan kekayaan kultur budaya serta aset-aset 
intelektual tradisional yang masuk dalam traditional knowledge atau 
pengetahuan tradisional, mempunyai kepentingan dalam perlindungan dari 
tindakan pencurian/ pembajakan (biopiracy/ missapropriation) atas traditional 
knowledge tersebut. 
Bagaimana sistem perlindungan hukumnya yang baik dan ideal apakah 
melalui sistem perlindungan HKI atau non HKI. Dan prospeknya terhadap 
pembangunan ekonomi Indonesia terutama apabila perlindungan melalui 
sistem HKI.  
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A. Hasil Penelitian 
1. Kepentingan Indonesia Terhadap Perlindungan Traditional 
Knowledge 
a.  Kesadaran Pentingnya Perlindungan Terhadap Traditional Knowledge  
Di Indonesia, boleh dikatakan belum muncul kesadaran di 
antara anggota masyarakat lokal akan arti penting perlindungan hukum 
bagi traditional knowledge. Jika ada kesadaran yang dimaksud , 
tentunya baru sebatas di kalangan tertentu yang menaruh perhatian 
pada masalah pemanfaatan sumber daya hayati dan  traditional 
knowledge, khususnya dalam hubungannya dengan perdagangan 
produk-produk yang bersumber dari pengolahan sumber daya hayati 
dan traditional knowledge.  
Kesadaran ini muncul dari rasa ketidakadilan yang dirasakan 
oleh negara berkembang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya 
hayati dan traditional knowledge oleh pihak-pihak di luar anggota 
masyarakat lokal tanpa adanya benefit sharing bagi “pemilik” sumber 
daya hayati dan traditional knowledge yang dimaksud. Beberapa 
contoh, seperti dalam kasus Paten Turmeric (1996), Paten Ayahuasca 
(1999), Paten Pohon Neem (1996), Paten Guayami (1996), Paten 
Oryza Longistaminata (1999), dan lain-lainnya menunjukan hal 
tersebut. Negara-negara berkembang yang mengklaim pemilikan atas 
sumber daya hayati dan traditional knowledge yang dimaksud merasa 
tidak ikut serta menikmati keuntungan ekonomis dari pemanfaatan 
traditional knowledge tersebut (Agus Sardjono, 2005: 64). 
Sementara negara-negara maju berupaya sedemikian rupa 
untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan 
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yang terjadi di negara-negara berkembang dengan menekan negara-
negara berkembang itu untuk melindungi HKI mereka. Salah satu 
kesuksesan dari upaya negara-negara maju tersebut adalah dengan 
disepakatinya TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspect of 
Intelllectual Property Rights) dalam kerangka atau sistem perdagangan 
dunia (World trade Organization) . Pada sisi yang lain, negara-negara 
maju enggan untuk mengakui collective rights dari masyarakat lokal di 
negara-negara berkembang atas kearifan tradisional mereka. 
Keengganan itu dibuktikan dengan penolakan negra-negara maju 
untuk menandatangani The Draft United Nation Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples. Di dalam draft tersebut terdapat 
rumusan pasal-pasal yang memberikan pengakuan bahwa masyarakat 
sebagai sebuah kolektifitas dapat menjadi pengemban hak. Rumusan 
pasal-pasal itu antara lain. 
“ Indigenous peoples have the right to their traditional medicines 
and health practices, including the right to the protection of vital 
medicinal plants, animals and minerals.” ( Draft article 24) 
Indigenous peoples are entitled to the recognition of the full 
ownership, control and protection af their cultural and intellectual 
property. 
They have right to special measures to control, develop and protect 
their sciences, technologies and cultrural manifestations,including 
human and other genetic resources, seeds, medicines, knowledge 
of the properties of fauna and flora, oral tradition, literatures, 
designs and visual and performing arts.” ( Draft Article 29)]. 
Perjuangan negara-negara berkembang untuk adanya 
perlindungan traditional knowledge muncul dengan ditandatanganinya 
Convention on Biological Diversity 1992 (CBD). Sejak saat itu 
berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka World 
Intellectual Property Organization (WIPO) terus diselenggarakan 
untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan 
tradisional tersebut. Gagasan untuk memanfaatkan sistem HKI, sistem 
sui generis, sistem dokumentasi, sistem prior informed consent, dan 
mengembangkan sistem perlindungan Indikasi Geografis guna 
melindungi traditional knowledege terus bergulir. Namun kata akhir 
belum tercapai. 
Indonesia sebagai negara peserta CBD dan anggota WIPO 
belum memiliki perundang-undangan yang dapat diterapkan untuk 
melindungi traditional knowledge. Pengetahuan mengenai 
perlindungan Folklore di dalam Undang-undang Hak Cipta dan 
pengaturan mengenai Indikasi Geografis di dalam Undang-undang 
Merek belum sepenuhnya efektif untuk diterapkan. Cukup banyak 
kelemahan yang terkandung di dalam sistem perlindungan HKI 
tersebut. 
Pada sisi yang lain, masyarakat lokal di Indonesia, tidak atau 
sekurang-kurangnya belum memahami perlindungan dengan sistem 
HKI. Sistem nilai yang dianut oleh anggota masyarakat tidak 
mendukung gagasan perlindungan hukum yang dimaksud. Orientasi 
anggota masyarakat lokal yang tidak sepenuhnya pada kebahagiaan 
material, tetapi lebih kepada kebahagiaan spiritual, menyebabkan 
masyarakat kurang tertarik pada sistem perlindungan HKI, karya 
tradisional yang bersifat komunal juga memberikan kontribusi pada 
kurangnya kesadaran atas hak-hak ekonomi individual berkenaan 
dengan pemanfaatan traditional knowledge. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan arti 
penting perlindungan hukum bagi traditional knowledge tidak atau 
belum ada pada anggota masyarakat lokal, akan tetapi lebih pada 
pihak-pihak tertentu saja yang peduli dengan masalah ketidakadilan 
dalam pemanfaaatan sumber daya hayati dan traditional knowledge. 
 
 
b. Perlindungan Traditional Knowledge Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945 dan Peraturan Non Hak Kekayaan Intelektual 
Secara konstitusional, perlindungan terhadap traditional 
knowledge telah disebutkan secara eksplisit ddalam Undang-Undang 
Dasar 1945. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam Pasal 18 b ayat (2) 
yang menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” 
Selanjutnya dalam Pasal 28 c ayat (1) ditegaskan pula bahwa: 
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenihan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia. 
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
traditional knowledge belum ada. Walaupun demikian, telah terdapat 
beberapa ketentuan yang berkaitan dengan subjek traditional 
knowledge, khususnya mengenai istilah yang akan digunakan sebagai 
subjek traditional knowledge, termasuk masyarakat adat, masyarakat 
asli, kounitas asli dan suku adat. Adapun, peraturan perundang-
undangan lain yang mengatur definisi masyarakat sehubungan dengan 
masyarakat dan nilai-nilai masyarakat di Indonesia, sebagai berikut. 
1) UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) 
Undang-undang ini menyinggung hukum adat sebagai salah satu 
sumber hukum yang dapat digunakan sebagai penyelesaian 
sengketa hukum agraria. 
 
Pasal 3 berbunyi: 
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 
pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak serupa itu dari 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsaserta tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan 
lain yang lebih tinggi”. 
 
Undang-undang ini mengakui adanya keberlakuan hukum adat 
terutama tentang hak ulayat. Akan tetapi terdapat syarat khusus, 
yaitu hak ulayat tersebut masih berfungsi dalam masyarakat dan 
masih dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu lembaga dalam 
masyarakatnya. Dan Pasal 5 mengatur bahwa hukum agraria yang 
berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum addat 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini 
berkaitan dengan penerapan hukum atas pelanggaran penggunaan 
traditional knowledge, hukum adat dapat menjadi alternatif 
penyelesaian sengketa. Akan tetapi UU ini tidak memiliki 
ketentuan yang jelas mengenai hukum adat mana yang harus 
menjadi pilihan hukum para pihak yang bersengketa. 
2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Undang-undang ini menjangkau masyarakat tertentu yang memiliki 
nilai-nilai tersendiri. Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah 
menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan 
lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan 
nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat. 
Selanjutnya pada penjelasan  lebih diterangkan lagi tentang 
pengertian masyarakat. Misalnya untuk penyusunan kebijakan 
lingkungan hidup, pemerintahan harus memperhatikan nilai-nlai 
yang tumbuh pada masyarakat adat. Masyarakat adat tersebut 
secara rasional dan proposional kehidupannya bertumpu pada 
sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. 
Dalam hal perijinan, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan: 
“ Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan 
wajib diperhatikan: 
a) rencana tata ruang, 
b) pendapat “masyarakat” 
c) pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang 
 berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan tersebut”. 
3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai 
Tradisional dan Museum 
Peraturan Daerah ini merupakan pengejawantahan dari Undang-
Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya serta 
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU 
No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Perda ini dianggap erat 
kaitannya dengan pengaturan traditional knowledge karena 
mengatur beberapa hal tersebut, seperti pengertian masyarakat dan 
nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. 
c. Penggunaan Traditional Knowledge yang Menyimpang 
Munculnya ketidakadilan yang dirasakan oleh negara 
berkembang terjadi karena traditional knowledge bangsa-bangsa di 
dunia ketiga itu tidak mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan 
intelektual di negara maju. Sementara itu, negara-negara maju 
berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual 
mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara 
berkembang dengan menekan negara-negara ini untuk melindungi HKI 
mereka. 
Keengganan negara maju untuk mengakui hak-hak kolektif 
masyarakat di negara-negara berkembang karena mereka tidak ingin 
kehilangan akses untuk mengambil keanekaragaman sumber daya 
hayati maupun traditional knowledge masyarakat lokal yang telah 
terbukti sangat menguntungkan bagi mereka, baik secara teknologis 
maupun ekonomis. Traditional Knowledge di bidang obat-obatan di 
negara-negara berkembang telah memberikan kontribusi yang sangat 
besar dalam proses penelitian dan pengembangan produk farmasi 
(Agus Sardjono, 2006: 35). 
Masyarakat lokal memahami tarditional knowledge sebagai 
warisan budaya (cultural heritage) yang menjadi milik bersama. 
Dengan pemahaman semacam itu, traditional knowledge menjadi 
sesuatu yang terbuka dan menjadi public domain. Dalam konsep 
cultural heritage ini tidak terkandung konsep monopolisasi 
penggunaan traditional knowledge sebagaimana halnya dalam konsep 
HKI. 
Namun, demikian yang harus dipahami adalah bahwa cultural 
heritage yang dimaksud di sini bukan dalam konstruksi atau versi 
Eropa, sebab kontruksi Eropa tentang cultural heritage terbatas pada 
material culture atau benda-benda kebuadayaan yang lebih bersifat 
fisik. Sedangkan warisan budaya yang dimaksud oleh masyarakat lokal 
Indonesia mencakup tradisi-tradisi yang berkembang, seperti tradisi 
pengobatan, seni desain, sastra, tari dan sebagainya. 
Ketika masyarakat barat menemukan traditional knowledge 
obat-obatan tradisional, mereka kemudian mengambil dan 
menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri 
melalui klaim HKI. Dalam konteks ini telah terjadi penyimpangan 
penggunaan traditional knowledge dari konsep awalnya sebagai 
cultural heritage menjadi HKI. Penyimpangan ini agaknya bukanlah 
sesuatu yang tidak sengaja melainkan karena negara-negara maju 
mengetahui dengan pasti konsekuensi dari penggunaan konsep yang 
berbeda ini. 
pada tahun 1990 sekitar seperempat dari obat-obatan dunia 
diperoleh dari sejumlah tanaman, dan tiga perempat dari obat-obatan 
tersebut dengan perkiraan nilai jual tahunan sebesar 32 miliar dolar 
AS, “ditemukan” oleh korporasi farmasi yang sebelumnya telah 
terlebih dahulu digunakan dalam obat-obatan lokal. Bahkan di 
Amerika Serikat saja, 56 persen dari 150 obat utama mereka ternyata 
berasal dari obat-obatan yang berasal dari tumbuhan (tropis) dan 
sebagian besarnya telah dikembangkan oleh masyarakat tradisional. 
Namun demikian, yang patut disayangkan dari tingginya nilai 
ekonomi pada traditional knowledge itu adalah tidak meratanya 
penikmatan keuntungan (benefit sharing). Masyarakat (lokal) yang 
yang merupakan pihak yang menjaga kelestarian suatu traditional 
knowledge justru tidak ikut menikmati nilai ekonomi itu, karena hanya 
dinikmati perusahaan-perusahaan swasta dari negara-negara maju. 
Agus Sardjono, pada Forum Konsultasi : Menuju Perlindungan 
Hukum atas Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional 
mengungkapkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara 
maju dari pemanfaatan traditional knowledge (di bidang obat-obatan) 
mencapai 500-800 miliar dolar AS. Keuntungan besar ini diperoleh 
karena industri farmasi dunia bisa menghemat enam sampai delapan 
kali pengembangan industri farmasi mereka dengan menggunakan 
traditional knowledge. Penghematan ini dapat dilakukan karena 
industri-industri farmasi ini cukup meneliti tanaman obat dan formula 
obat tradisional yang telah dikembangkan oleh masyarakat tradisional. 
Setelah diketahui zat aktifnya maka, obat-obatan tersebut diproduksi 
secara massal dan diekspor dengan harga mahal.  
Kasus yang masih hangat yaitu terkait penggunaan lagu rasa 
sayange oleh Malaysia sebagi jingle promosi pariwisatanya. 
Menanggapi hal tersebut pihak Dirjen HKI menyatakan bahwa hal 
tersebut menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia agar lebih mawas 
diri dan giat mendokumentasikan lagu-lagu daerahnya.pemerintah pun 
telah menghimbau pada pemerintah daerah, lembaga, instansi dan 
kelompok yang berkitan untuk dapat dicarikan jalan keluarnya.  
Dari berbagai kasus diatas semestinya menjadi masukan dan 
pertimbangan pemerintah Indonesia bahwa kepentingan perlindungan 
atas traditional knowledge sangat mendesak dan perlu dibahas upaya 
pemecahan dan penyelesaian yang solutif agar kasus-kasus 
penyimpangan terhadap traditional knowledge tidak terulang kembali 
dan melindungi hak-hak masyarakat yang lebih mempunyai hak 
tersebut, yang dari sisi moralitas dan aset ekonomi juga dapat menjadi 
sumbangsih negara. 
 
2. Sistem Perlindungan Traditional Knowledge di Indonesia 
a. Perkembangan Perlindungan terhadap Traditional Knowledge  
Secara historis, gagasan melindungi traditional knowledge 
berawal dari eropa khususnya perlindungan terhadap produk-produk, 
seperti Champange, Cognac, Roguefort, Chianti, Pilsen, Porto, 
Sheffield, Havana, Tequila, Darjeeling (Indikasi Geografis). Kata 
“champange” dapat berarti minuman beralkohol, dapat pula dipahami 
sebagai produk minuman yang berasal dari suatu tempat tertentu di 
Perancis. Secara relatif , istilah indikasi geografi sendiri dalam konteks 
perlindungan HKI merupakan istilah yang baru. The Paris Convention 
for the Protection of Industrial Prioperty tidak memuat gagasan 
mengenai perlindungan indikasi geografi. Dalam konvensi itu hanya 
disebutkan mengenai indications of source dan appellations of origin. 
WIPO memilih untuk menggunakan istilah geographical 
indication (GI) untuk menggantikan istilah indications of source. 
Istilah GI juga digunakan dalam EC Council regulation No. 2081/92 
of July 14, 1992 on The Protection of geographical Indications and 
desigations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs.  
Namun yang penting untuk dipahami adalah bahwa indikasi 
geografi digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk yang 
secara spesifik terkait dengan wilayah geografis tersebut. Misalnya, 
kata “batik” akan mengindikasikan wilayah tertentu (Jawa) dari mana 
produk batik itu berasal. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada 
“pemilik” atas indikasi geografi, dalam arti bahwa suatu perusahaan 
atau orang tertentu memiliki “hak eksklusif” untuk mengecualikan 
pihak lain menggunakan indikasi geografi tersebut ( Agus Sardjono, , 
2005: 68). 
Masalah di Indonesia kemudian muncul ketika undang-undang 
merek mempersyaratkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan 
dalam kerangka indikasi geografi. Siapakah yang harus mendaftarkan 
“batik”, “coto makasar”,”bubur Manado”,”gudeg”, dan lain 
sebagainya? Undang-Undang Merek menyebutkan beberapa pihak 
tertentu yang dapat mengajukan pendaftaran perlindungan indikasi 
geografi. Apabila “gudeg Yogya” kemudian didaftarkan atas nama 
sekelompok “perusahaan gudeg dari Yogya”, apakah itu berarti orang 
Manado tidak boleh berdagang gudeg tanpa ijin kelompok perusahaan 
tersebut? Apakah pengrajin patung primitif dari Bali tidak dapat lagi 
membuat patung Primitif yang dikenal berasal dari Papua? Apakah 
orang Jawa tidak diperkenankan berdagang masakan Padang?, dan 
seterusnya. 
Pertanyaan-pertanyaan itu mengindikasikan kelemahan sistem 
perlindungan hukum yang ada bagi traditional knowledge di 
Indonesia. Dapat dimengerti apabila kemudian perlindungan 
traditional knowledge di Indonesia tidak atau sekurang-kurangnya 
belum membawa manfaat bagi masyarakat lokal pengemban hak 
alamiah dari produk-produk berindikasi geografi itu. 
Indonesia memang telah mengambil keputusan menyangkut 
perlindungan folklore, yaitu dengan mencantumkannya di dalam 
Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002). Namun 
ketentuan ini pun belum sepenuhnya operasional. Beberapa kendala 
masih ditemukan, antara lain belum adanya peraturan pelaksana dari 
ketentuan pasal 10 dan 11 Undang-undang Hak Cipta. Beberapa 
pembicaraan mengenai Rancangan Peraturan pemerintah yang 
dimaksud belum juga melahirkan suatu kesepakatan mengenai sistem 
perlindungan yang tepat mengingat karakteristik dari folkore itu sendiri 
yang sesungguhnya tidak begitu pas dengan rezim HKI. Belum lagi 
jika dikaitkan dengan karakteristik masyarakat lokal yang menjadi 
pengemban hak dari traditional knowledge yang memang tidak begitu 
memperdulikan gagasan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka 
atas traditional knowledge. Masyarakat lokal Indonesia pada dasarnya 
lebih menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kebahagiaan spiritual 
dalam kehidupan bersama (guyub, rukun, tepo seliro dan nilai-nilai 
harmonis lainnya), sedangkan perlindungan HKI lebih bersifat 
individualistik-materialistik. Kondisi tersebut menyebabkan sistem 
perlindungan traditional knowledge yang telah ditawarkan dalam 
sistem hukum yang berlaku sekarang ini belum sepenuhnya efektif 
(Agus Sardjono, dalam anonim, 2005: 70). 
Sistem perlindungan mengenai traditional knowledge yang ada 
di Indonesia belum diatur secara lengkap. Namun mungkin dapat 
dilihat dalam Undang-Undang Hak Cipta  Nomor 19 Tahun 2002. 
Dalam   Undang-undang tersebut menyebutkan mengenai Ciptaan 
yang dapat dilindungi, selain disebutkan tentang Hak Ciptaan atas 
Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui. Dalam ketentuan tersebut 
disebutkan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan 
Penciptanya tidak diketahui. 
Undang-Undang Hak Cipta ini menerapkan sistem 
perlindungan melalui sistem pendaftaran sebagaimana halnya berlaku 
terhadap perlindungan merek dagang. Artinya, tanpa pendaftaran ke 
Kantor Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, tidak akan ada 
perlindungan traditional knowledge. Ketentuan semacam ini dapat 
dipahami dengan menelusuri asal mula dari gagasan perlindungan 
traditional knowledge. 
Juga dalam Undang-Undang Merek (UU No. 15 Tahun 2001 
tentang Merek) yang menyebutkan tentang Merek Kolektif dan 
Indikasi Geografis atau Indikasi Asal. 
Dalam situasi perkembangan HKI yang semakin memerlukan 
perhatian serius  dengan segala permasalahannya, baik menyangkut 
segi hukum dan kaitannya dengan perdagngan maupun aspek hak-hak 
asasi manusia, Indonesia harus dapat menyikapinya secara tepat. 
Menurut Henry Soelistyo (Henry Soelistyo, 2004) berpendapat: 
“ Bagi Indonesia, menerima globalisasi dan mengakomodasikan 
konsepsi perlindungan HKI tidak lantas menihilkan kepentingan 
nasional. Keberpiahakan pada rakyat, tetap menjadi justifikasi 
dalam prinsip-prinsip pengaturan dan rasionalitas perlindungan 
berbagai bidang HKI di tingkat nasional. Namun semua it harus 
tetap berada pada koridor hukum dan norma-norma internasional” 
b. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Traditional 
Knowledge 
HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : Intellectual Property 
Right) merupakan “..body of law concerned with protecting both 
cretive effort and economic investment in creative effort “. HKI 
biasanya di pilah kedalam dua kelas: Hak Cipta serta hak yang 
bersangkutan dengan Hak Cipta (Neighboring Right) dan Hak Milik 
Industri : Hak Paten, Merek, dll. Pasca GATT / WTO yang 
menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak 
terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Terutama di Indonesia 
sistem hukum HKI telah berkembang menjadi tujuh (7) bentuk 
perlindungan yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia 
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Perlindungan 
Varietas Tanaman. 
Terdapat empat undang-undang yang secara ekspilisit maupun 
tidak langsung menyebutkan mengenai traditional knowldege, yaitu:  
1)  Undang Undang Merek (UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek). 
Dalam Bab VI (Pasal 50-55) dan Bab VII (Pasal 56- 60) 
disebutkan sebagai berikut. 
 Bab VI Merek Kolektif: 
 Pasal 50 
a) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa 
sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam 
Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut 
akan digunakan sebagai Merek Kolektif. 
b) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut 
wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut 
sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua 
pemilik Merek yang bersangkutan. 
c) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. sifat, ciri umum, atau 
mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan 
diperdagangkan; b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif 
untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan 
Merek tersebut; dan c. sanksi atas pelanggaran peraturan 
penggunaan Merek Kolektif. 
d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam 
Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi 
Merek. 
 
Pasal 51 
Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan 
pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan 
Pasal 50. 
Pasal 52 
Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19,dan 
Pasal20. 
Pasal 53 
a) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib 
dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan 
disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. 
b) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam 
Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi 
Merek. 
c) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi 
pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek. 
Pasal 54 
a) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada 
pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif 
sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut. 
b) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya 
kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. 
c) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam 
Berita Resmi Merek. 
Pasal 55 
Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak 
lain. 
Bab VII Indikassi Geografis dan Indikasi Asal 
Bagian Pertama Indikasi Geografis 
Pasal 56 
a) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang 
menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor 
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, 
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan 
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 
b) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas 
dasar permohonan yang diajukan oleh: a. lembaga yang 
mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang 
yang bersangkutan, yang terdiri atas: 
1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil 
alam atau kekayaan alam; 2. produsen barang hasil pertanian; 
3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; 
atau 4. pedagang yang menjual barang tersebut; 
b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau c. 
kelompok konsumen barang tersebut. 
c) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 
berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman 
permohonan pendaftaran indikasi-geografis. 
d) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh 
Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut: 
a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban 
umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan 
masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses 
pembuatan, dan/atau kegunaannya; b. tidak memenuhi syarat 
untuk didaftar sebagai indikasi-geografis. 
e) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. 
f) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 
Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara mutatis 
mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5). 
g) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang 
berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar 
bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut 
masih ada. 
h) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran 
sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan 
iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar 
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak 
yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda 
tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda 
tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis. 
i) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 57 
a) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan 
gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak 
berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan 
serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan 
secara tanpa hak tersebut. 
b) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang 
haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk 
menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta 
memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang 
digunakan secara tanpa hak tersebut. 
Pasal 58 
Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis. 
Bagian Kedua Indikasi-Asal: 
Pasal 59 
Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang: a. memenuhi 
ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau b. 
semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. 
Pasal 60 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas 
indikasi-asal. 
2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam 
Pasal 10, dan Pasal 11 (1), disebutkan sebagai berikut.  
 Pasal 10  
a) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan 
prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.  
b) Hasil Kebudayaan Rakyat yang menjadi milik bersama, seperti 
cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan 
tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya 
dipelihara dan dilindungi oleh Negara; b. Negara memegang 
Hak Cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a. terhadap luar 
negeri.  
c)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh 
Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  
Pasal 11  
a) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah 
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang 
meliputi karya : a. buku, program komputer, pamflet, susunan 
perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 
tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya 
yang diwujudkan dengan cara diucapkan; c. alat peraga yang 
dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. 
ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk 
karawitan, dan rekaman suara; e. drama, tari (koreografi), 
pewayangan, pantomim; f. karya pertunjukan; g. karya siaran; 
h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, 
seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni 
terapan yang berupa seni kerajinan tangan; i. arsitektur; j. peta; 
k. seni batik; l. fotografi; m. sinematografi; n. terjemahan, 
tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil 
pengalihwujudan.  
3) Undang-Undang Paten (UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten) 
dalam Bab II (Pasal 2-7). 
 Meskipun secara tidak langsung, UU Paten juga dapat dikaitkan 
dengan traditional knowledge. Disebutkan demikian, karena 
traditional knowledge juga dilindungi oleh rezim hukum paten. 
Untuk dapat dilindungi dalam rezim paten, suatu penemuan harus 
bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan 
dalam industri. Traditional knowledge pada umumnya telah 
dimiliki dan dipraktikkan secara turun-temurun dari mulut ke 
mulut. Dengan demikian, akan sulit bagi traditional knowledge 
untuk memenuhi syarat kebaruan karena pengetahuan itu sudah 
bersifat turun temurun, sulit untuk menentukan siapa penemu 
sebenarnya dari suatu traditional knowledge. Selain itu, 
berdasarkan formalitas yang diatur dalam sistem paten nasional, 
penemuan-penemuan yang akan dilindungi oleh paten harus 
diuraikan secara tertulis, hal ini tentunya akan sulit dipenuhi oleh 
traditional knowledge yang pada umumnya hanya disampaikan 
secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya. 
4) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman / PVT (UU No. 
29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman) Dalam 
Pasal 7, disebutkan sebagai berikut. 
Pasal 7  
Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Penguasaan 
oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan 
terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta 
instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih 
lanjut oleh Pemerintah.  
     Perlindungan terhadap traditional knowldege di Indonesia 
juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan selain undang-
undang HKI. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang 
ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nation 
Convention on Biodiversity / UNCBD) , Pasal 8 j UNCBD, 
menyebutkan bahwa pihak penandatangan konvensi wajib 
menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-
inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang 
mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan 
konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan keanekaragaman 
hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan 
persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktek-
praktek tersebut dan mendorong pembagian yang adil keuntungan 
yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan 
praktek semacam itu. 
Saat ini masalah traditional knowledge dapat dibagi ke dalam 
dua permasalahan utama, yaitu (Budi Agus Riswandi, 2004:29): 
1) Perlindungan yang mempertahankan traditional knowledge atau 
ketentuan yang menjamin itu tidak akan sukses diperoleh oleh hak 
kekayaan intelektual melalui ketentuan traditional knowledge yang 
konvensional 
2) Perlindungan yang mempertahankan traditional knowledge akan 
sukses dengan menggunakan mekanisme hukum tradisional  dan 
hak kekayaan intelektual yang luwes. 
Traditional knowledge berbeda dengan Hak Kekayaan 
Intelektual sebab sifatnya merupakan hak kolektif komunal, diberikan 
secara turun temurun dari generasi ke generasi, tidak menjelaskan 
inventornya, mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam 
dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya keanekaragaman 
hayati, tidak berorientasi pasar, belum dikenal secara luas di dalam 
forum perdagangan internasional, dan telah diakui didalam konvensi 
keanekaragaman hayati 1992 sebagai alat konservasi sumber daya 
alam. Selanjutnya,  HKI  merupakan hasil kreasi individu, perubahan 
bersifat pembawaan nilai tradisional dan kompetisi terhadap pasar 
bebas. Perbedaaan traditional knowledge dan HKI dapat digambarkan 
sebagai berikut. 
 
Hak Kekayaan Intelektual 
 
Traditional Knowledge 
Hasil kreasi individu Hasil kreasi kelompok individu 
atau oleh kelompok masyarakat 
 
Perubahan bersifat pembawaan 
terhadap nilai-nilai atau konsep 
tradisional 
 
Konservasi terhadap nilai-nilai 
atau konsep tradisional 
Kompetensi dan kompetisi 
terhadap pasar bebas 
Kompetensi dan kompetisi lebih 
bersifat lokal 
 
Nilai-nilai ilmiah mendasari 
perubahan dan tuntutan 
kebutuhan 
 
Nilai-nilai tradisional mendasari 
tuntutan kebutuhan  
Bersifat universal Terikat dengan karakter dan nilai 
adat istiadat setempat  
 
 
 
Kemudian persamaan HKI dan traditional knowledge ialah  
sama-sama Kreasi Manusia, Sumber Daya Intelektual, Modal 
Intelektual, Hajat kehidupan, Interaksi social /dan alam, Eksploitasi 
Gambar 8. Tabel Perbedaan HKI dan Traditional Knowledge 
alam ( HKI Intensif, TK/folklore low intensif) dan Perlu Penghargaan 
(Abdul Bari Azed,  2005: 12 – 13). 
Perlindungan traditional knowledge (folklor) telah menjadi isu 
yang mendesak bagi Indonesia karena sebagian besar keuntungan 
ekonomi dan perdagangan internasional mengenai warisan asli 
(tradisional) justru diraih oleh pihak-pihak maupun institusi bukan 
penduduk asli. Kesadaran pentingnya perlindungan  traditional 
knowledge yang merupakan warisan masyarakat asli harus 
direalisasikan melalui berbagai kebijakan mengingat banyaknya 
eksploitasi untuk tujuan komersial tanpa memperhatikan kepentingan 
masyarakat setempat/penduduk asli ataupun tanpa adanya benefit 
sharing (pembagian keuntungan) yang adil. Pengalaman telah 
menunjukkan bahwa upaya perkembangan yang mengabaikan 
pengetahuan asli, pengetahuan sistem lokal dan lingkungan setempat 
pada umumnya gagal mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan (Cita 
Citrawinda P. Noerhadi, 2001) . Sistem  perlindungan traditional 
knowledge itu dapat dilakukan dengan ketentuan traditional knowledge 
konvensional dan menggunakan mekanisme hukum tradisional 
(exsiting legal mechanisms) seperti musyawarah/ perjanjian (kontrak), 
pembatasan akses/ batasan pemakaian (acces restriction) dan hak 
kekayaan intelektual yang luwes dan fleksibel . 
Persoalan yang timbul ialah apakah HKI dapat digunakan 
sebagai sarana melindungi traditional knowledge? HKI merupakan 
suatu konsep yang lahir di Eropa pada zaman Rennaisance 
pencipta/penemu dianggap sebagai pahlawan  penemu, disanjung  dan 
diabadikan namanya, karena saat itu merupakan titik awal pengalihan 
ilmu pengetahuan yang dianggap simbol masyarakat beradab (Budi 
Agus Riwandi dan M. Syamsudin, 2004: 187-188). Sistem HKI 
modern yang berkembang pesat telah mempermudah dan 
meningkatkan proses eksploitasi ekonomi dan erosi kebudayaan 
masyarakat asli. Hal ini disebabkan oleh karena peraturan perundang-
undangan di bidang HKI didasarkan konsep kepemilikan kekayaan 
atau properti (Persetujuan TRIPs-WTO:  recognizing that intellectual 
property rights are private rights). Hal ini bagi penduduk asli 
merupakan sesuatu yang asing dan tidak rnenguntungkan. Pandangan 
penduduk asli lebih diprioritaskan pada kepentingan-kepentingan 
komunitas secara keseluruhan sehingga kepemilikan folklor yang 
merupakan kebudayaan asli bersifat kolektif globalisasi kebudayaan 
oleh media iklan telah membawa suatu serangan gencar terhadap nilai-
nilai materialistis dan produk. Budaya materialistis ini gagal 
mempertimbangkan perpaduan komunitas, sistem ekologi atau 
ekspansi mental dan spiritual masyarakat yang terkena dampaknya. 
Sebagai bagian dari budaya global, banyak karya folklor dilihat 
semata-mata sebagai barang-barang milik kolektor dan sebagai bentuk 
dan kekayaan materi daripada sebagai ekspresi aspirasi penduduk asli 
dan warisan masyarakat. Pengawasan terhadap penggunaan karya-
karya budaya harus diberikan berdasarkan hukum pada suku atau 
kelompok penduduk asli dari mana mereka berasal agar kesucian dan 
hak moral dapat terjamin tetap melekat pada karya tersebut. 
Karya-karya budaya ataupun folklor telah dikaitkan dengan 
perlindungan HKI untuk bermacam-macam kebijakan seperti 
kemajuan perdagangan bebas, konservasi lingkungan, perlindungan 
makanan, keanekaragaman kebudayaan dan sebagainya. Keterkaitan 
ini memiliki implikasi teknis, administratif dan kebijakan yang 
signifikan terhadap sistem HKI. Di sisi lain, sistem HKI tidak 
memberikan  hak pada masyarakat penduduk asli atau masyarakat 
setempat.  Pemberlakuan  prinsip hak menurut keadilan pada sistem 
HKI pula pada traditional knowledge dan folklore merupakan 
persoalan tersendiri. Mengingat sifat dan sebagian besar karya-karya 
folklor asli berusia sangat tua dan lamanya usia sejarah kebudayaan 
asli, maka para pencipta folklor umumnya adalah anonim (tidak 
dikenal). Oleh karenanya harus ditentukan rezim hukum yang dapat 
melindungi folklor penduduk asli atau produk budaya yang tidak 
diketahui penciptanya.   
Kepedulian mengenai isu-isu HKI yang berkait  dengan 
traditional knowledge, inovasi dan kreativitas semakin meningkat. Isu 
HKI yang berkait  dengan traditional knowledge dapat dikelompokkan 
menjadi tiga kategori yang dikembangkan pada isu yang bersifat 
substansial, sebagai berikut yaitu (Cita Citrawinda P. Noerhadi, 2001) :  
1)  Terminologi dan konseptual,  
2)  “Batasan” antara “sistem HKI formal dan sistem hukum adat” yang 
telah ada bagi perlindungan traditional knowledge di dalam 
beberapa komunitas asli dan komunitas lokal,  dan  
3)  Sifat kolektif dan karya, kepemilikan dan pemeliharaan yang 
berlaku dalam sistem komunitas-komunitas tertentu dan 
pengetahuan tradisional.  
Isu terminologi dan konseptual (isu pertama)  muncul karena 
adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi syarat-syarat yang akan 
memudahkan pembahasan mengenai lingkup pokok masalah yang 
akan diberikan perlindungan. 
Dalam  hal isu Terminologi, penggunaan serangkaian istilah 
yang lazim diterapkan pada pokok masalah traditional knowledge 
tengantung pada sub-bidang, area kebijakan dan instrumen 
internasional yaitu: traditonal knowledge, indigenous communities, 
peoples and nations; traditional medicine knowledge innovations and 
practices of indigenous and local communities embodying traditional 
lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of 
biological diversity; local local and traditional knowledge; and 
traditional and local technology; knowledge; know how and practices; 
traditional knowledge; innovations and creativity. Juga istilah folklor; 
expressions of folklore; verbal expressions of folklore, musical verbal 
expressions of folklore; expressions by action, tangible expressons of 
folklore; artisanal product (Cita Citrawinda P. Noerhadi, 2001). 
Terdapatnya variasi pada terminologi karena pentingnya 
traditional knowledge terhadap berbagai bidang kebijakan dan luasnya 
lingkup traditional knowledge pengetahuan tradisional, termasuk 
semua karya dalam bidang industri, sastra, artistik dan ilmiah. 
Mengingat sifat traditional knowledge yang sangat beragam 
dan dinamis, tidaklah mungkin untuk mengembangkan definisi tunggal 
dan eksklusif dan istilah tersebut. Sebagai contoh, misalnya dalam 
bidang Hak Kekayaan Intelektual, Konvensi Bern (The Bern 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) tidak 
mencakup definisi yang eksklusif mengenai arti dan “karya-karya 
sastra dan artistik/literary and artistic works”, tetapi hanya 
memberikan penyebutan pokok masalah yang tidak mendalam agar 
membatasi kategori dan karya-karya yang dilindungi menurut 
Konvensi Bern. Konvensi Paris tidak memberi definisi eksklusif 
mengenai arti istilah-istilah yang menjabarkan pokok masalah yang 
dilindungi Hak Milik Industri, seperti “invensi (invention)”, “desain 
industri (industrial design)”, tanda-tanda yang berbeda (distinctive 
signs). Pensetujuan TRIPs juga tidak memberi definisi istilah-istilah 
yang menjabarkan pokok masalah yang dilindungi oleh hak-hak yang 
merupakan standar internasional.  
Terdapat 4 (empat) hal konseptual yang harus diberi perhatian 
agar sistem dan standar bagi perlindungan traditional knowledge jelas, 
praktis dan dapat diterima oleh para pemegang traditional knowledge. 
Isu-isu ini mencakup. 
1) Persetujuan mengenai prinsip-prinsip dan tujuan bagi perlindungan 
traditional knowledge; 
2) Pemahaman mengenai batasan-batasan antara sistem kekayaan 
intelektual formal dan sistem hukum adat yang diterapkan pada 
traditional knowledge dalam komunitas lokal dan komunitas asli; 
3) Metode-metode berkenaan dengan karya, inovasi dan kepemilikan 
yang bersifat kolektif pada sistem traditional knowledge tertentu; 
dan 
4) Pengembangan suatu untuk menangani masalah-masalah hukum 
dan administratif yang berhubungan dengan “ traditional 
knowledge  regional”. 
Isu yang pertama berkenaan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-
prinsip “perlindungan” kekayaan intelektual bagi traditional 
knowledge. Istilah “perlindungan” merujuk pada hal-hal yang 
mempengaruhi tersedianya, perolehan, lingkup, pemeliharaan dan 
penegakan HKI yang berhubungan dengan traditional knowledge 
(Pasal 3 dan 4 Persetujuan TRIPs mengenai Most- favoured Nation 
Treatment). 
Tujuan Perlindungan bagi traditional knowledge harus 
dilakukan yaitu untuk: 
1) menghormati dan menjaga sistem traditional knowledge; 
2) pembagian keuntungan yang adil dan layak yang timbul karena 
pemanfaatan traditional knowledge; 
3) meningkatnya pemanfaatan traditional knowledge; 
4) dirancangnya sistem-sistem hukum dan ekonomi bagi pemegang 
traditional knowledge dan komunitas mereka; dan 
5) melindungi traditional knowledge dalam konteks konservasi 
keanekaragaman hayati. 
Isu kedua mengenai “batasan” antara “sistem HKI formal dan 
sistem hukum adat” yang telah ada bagi perlindungan traditional 
knowledge di dalam beberapa komunitas asli dan komunitas lokal. 
Banyak masyarakat tradisional telah berhasil mengembangkan sistem 
kekayaan intelektual yang kompleks dan sistem kekayaan intelektual 
umum yang efektif. Mengingat luasnya jangkauan sistem hukum adat 
yang dimiliki, batasan-batasan tersebut sampai saat ini tetap tidak 
dapat dilihat dan sudut pandang sistem HKI formal. 
Isu ketiga mengenai: ‘sifat kolektif” dan karya, kepemilikan 
dan pemeliharaan yang berlaku dalam sistem komunitas-komunitas 
tertentu dan traditional knowledge. Karena traditional knowledge 
dikembangkan secara komunal, disampaikan, serta dinikmati bersama, 
dan juga bahwa sistem HKI yang sekarang tidak sepenuhnya 
memusatkan perhatian pada kebutuhan akan hak-hak kolektif atau 
komunitas traditional knowledge yang dimiliki komunitas pemegang 
traditional knowledge. Sementara itu, sifat kolektif atas karya dan 
kepemilikan mungkin bukan merupakan satu-satunya aspek dan sistem 
traditional knowledge. Indonesia masih harus mengidentifikasi 
perlunya mengembangkan solusi hukum yang menekankan pada 
kebutuhan kebutuhan komunitas akan suatu pengakuan hak-hak 
kolektif mereka atas pengetahuan kolektif yang mereka miliki. 
Isu keempat mengenai masalah “traditional knowledge 
regional” menimbulkan tantangan hukum yang kompleks dan 
administratif yang mencakup: 
1) Penjabarkan kewenangan hukum dan pejabat nasional maupun 
regional yang benwenang untuk mengizinkan pemanfaatan dan 
traditional knowledge yang mungkin menentukan bagian mengenai 
warisan nasional dan beberapa negara; 
2) Pembentukan aturan dan rcgulasi administratif yang akan 
mengatun prosedur kewenangan bagi beberapa komunitas dan 
bahkan negara; 
3) Penjabaran pengelohaan dalam suatu situasi di mana pengetahuan 
tradisional dinikmati bersama oleh 2 atau lebih negara, dan negara-
negara tersebut ada yang merupakan anggota dari traktat 
internasional mengenai traditional knowledge l dan ada yang 
bukan negara anggota; 
4) Penjabaran alokasi royalti yang mungkin timbul karena eksploitasi 
komersial yang sah atas traditional knowledge regional antara 
masyarakat dan atau negara dengan perbedaan kepentingan; 
5) Penjabaran kriteria dan prosedur bagi penerapannya, untuk 
menentukan kapan suatu elemen traditional knowledge merupakan 
elemen nasional atau elemen regional; dan  
6) Penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul  
Isu penting lainnya yang berhubungan dengan penegakan 
hukum yaitu mengenai pentingnya  struktur institusi untuk mengatur 
dan melaksanakan hak-hak traditional knowledge. Harapan-harapan 
memperkokoh institusi lokal untuk melindungi traditional knowledge 
seringkali dipertanyakan, termasuk juga dalam pcngembangan institusi 
nasional multisektor (termasuk sektor hukum, lingkungan, 
perdagangan dan ekonomi untuk melaksanakan koordinasi dan hak-
hak pada traditional knowledge. Harus diterapkan pengelolaan yang 
efektif melalui institusi dalam bidang traditional knowledge tertentu 
seperti kerajinan tangan yang didasarkan pada studi banding dan 
pengaturan institusi yang ada di negara-negara. Bagaimana cara 
mempentahankan keseimbangan antara perlindungan terhadap 
penyalahgunaan traditional knowledge (ekspresi folklor) di satu sisi 
dan mengenai kebebasan serta dorongan untuk pengembangan lebih 
lanjut dari diseminasi dari  folklor di sisi lain. 
Izin atas Pemanfaatan traditional knowledge (ekspresi folklor).  
Terdapat dua aspek mengenai izin pemanfaatan, yaitu: 
1) Badan yang berhak memberi izin; dan 
2) Proses perizinan.  
 Pemanfaatan ekspresi folklor tidak berkenaan dengan masalah 
“kepemilikan’ dan ekspresi folklor dan mungkin dapat diatur 
dengan cara-cara yang berbeda antar 1 (satu) negara dengan negara 
lainnya. Apabila suatu komunitas berhak untuk memberi izin atau 
melarang pemanfaatan ekspresi folklor, komunitas akan bertindak 
dalam kapasitasnya sebagai pemilik ekspresi yang bersangkutan 
penentuan pemungutan biaya untuk perizinan dapat pula digunakan 
untuk memajukan folklor nasional atau kebudayaan nasional secara 
umum. 
3)  Sanksi-sanksi 
 Harus diatur pula sanksi-sanksi bagi tiap jenis pelanggaran sesuai 
dengan undang-undang pidana dari tiap negara. Dua jenis utama 
hukuman yang mungkin diberlakukan, yaitu hukuman denda dan 
hukuman penjara. Sanksi yang mana yang akan diterapkan, jenis 
hukuman yang dapat diterapkan dan apakah sanksi-sanksi dapat 
diberlakukan secara terpisah atau sesuai, tergantung pada sifat 
pelanggaran, pentingnya kebutuhan-kebutuhan yang harus 
dilindungi dan regulasi yang diadopsi di negara tertentu untuk 
pelanggaan-pelanggaran yang sama. 
c. Kelembagaan Dalam Pengelolaan Traditional Knowledge 
Mengingat karakteristik mendasar traditional knowledge yang 
mencakup banyak aspek, maka dalam pengelolaannya termasuk 
perlindungan terhadapnya juga memerlukan pendekatan dan 
koordinasi antar lembaga/ instansi pemerintah terkait dengan 
memperhatikan aspek pelestarian (perservation), perlindungan 
(protection) dan pengembangan (promotion). Di Indonesia, beberapa 
lembaga pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan 
traditional knowledge yaitu: 
1) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham), 
Direktorat Jendaral Hak Kekayaan Intelektual; instansi ini 
memiliki peranan penting khususnya dalam upaya perlindungan 
hukum terhadap traditional knowledge dalam konteks HKI, 
2) Kementrian Ristek dan Teknologi (Ristek) dan Badan Penerapan 
Pengkajian Teknologi (BPPT); kedua lembaga ini memiliki 
keterkaitan dengan traditional knowledge, khususnya dalam hal 
pengelolaan teknologi tradisional (indigenous technology). Ristek 
telah menyusun rancangan undang-undang tentang pengetahuan 
tradisional, 
3) Departemen Pertanian; dalam hal traditional knowledge yang 
terkait dengan pemuliaan tanaman, 
4) Departemen Kesehatan (Depkes) dan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (Badan POM); lembaga ini terkait dengan traditional 
knowledge dalam bidang pengobatan, 
5) Kementrian Lingkungan Hidup (KLH); yang memiliki kepentingan 
atas traditional knowledge khususnya yang berbasis sumber daya 
genetik. Untuk itu, KLH tengah menyusun rancangan undang-
undang tentang sumber daya genetik, 
6) Kementrian Budaya dan Pariwisata; merupakan lembaga yang 
berkepentingan dalam melindungi traditional knowledge dan 
folklor sebagai aset budaya Indonesia, 
7) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Desperindag); 
merupakan lembaga yang merumuskan kebijakan nasional, 
kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perindustrian 
dan perdagangan yang terkait dengan traditional knowledge, 
8) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas); berperan dalam 
konteks pelestarian traditional knowledge Indonesia melalui 
penetapan kurikulum yang memuat bahan ajar yang berkaitan 
dengan traditional knowledge. Dengan demikian diharapkan 
pemahaman mengenai traditional knowledge termasuk pentingnya 
melindungi traditional knowledge dapat ditanamkan sejak awal 
melalui jalur pendidikan, 
9) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); merupakan lembaga 
pemerintah yang memiliki kepentingan khususnya berkaitan 
dengan masalah perijinan bagi peneliti asing. LIPI juga memiliki 
peranan penting dalam menetapkan kebijakan atas lembaga litbang 
yang terkait dengan penelitian traditional knowledge, 
10) Departemen Luar Negeri (Deplu); merupakan lembaga yang dapat 
berperan dalam meningkatkan partisipasi aktif Indonesia baik 
ditingkat regional maupun internasional di bidang traditional 
knowledge, 
11) Pemerintah Daerah; merupakan instansi yam\ng berperan penting 
ddalam pengelolaan dan perlindungan aset traditional knowledge di 
daerahnya masing-masing. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka keterlibatan berbagai 
lembaga/ instansi pemerintah dalam mengelola traditional knowledge 
di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. 
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3. Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 
Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia  
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang adalah negara 
kepulauan, dimana Indonesia memiliki lebih dari 20.000 pulau baik besar 
maupun pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah negara 
Indonesia, dimana masing-masing pulau memiliki adat istiadat, kebiasaan, 
serta keragaman budaya yang memiliki ciri khas daerahnya. Dengan 
potensi tersebut Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan 
berbagai  macam hasil karya dan tradisi dari seluruh wilayah masing-
masing di Indonesia sehingga dapat disandingkan dengan kebudayaan 
maupun hasil karya dunia internasional. 
Namun kenyataan yang terjadi saat ini adalah banyak karya anak-
anak negeri yang justru diakui sebagai milik asing bahkan didaftarkan 
dengan tanpa ijin dan tanpa melihat traditional knowledge negara lain 
sebagai prior art.  
Setiap daerah di Indonesia memiliki keanekaragaman dan ciri 
khas masing-masing mengenai kekayaan intelektual yang berkaitan 
dengan traditional knowledge. Di setiap provinsi saja masih terdapat 
perbedaan yang mendasar dan mencolok, bahkan untuk masing-masing 
tingkat kota atau kabupaten masih terdapat perbedaan mengenai 
traditional knowledge di samping kemiripan dan kesamaanya. 
Masyarakat negara berkembang di dunia, merupakan masyarakat 
transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika 
globalisasi dan pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi 
paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang 
seperti Indonesia, sistem hukum ekonomi negara bersangkutan tentunya 
mengimbas baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan 
masyarakat.  
                Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah 
lama “hidup” dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu aset 
yang bernilai ekonomis. Akibat hal diatas paradigma dalam melihat suatu 
karya tradisional di negara berkembang cenderung berubah. Dari suatu 
obyek yang perlu tetap dijaga “kegratisannya” menjadi obyek yang 
bernilai ekonomis. Negara yang merasa memiliki kekayaan budaya dan 
sumber daya alam mulai melihat bahwa traditional knowledge harus 
dioptimalkan dalam kompetisi perdagangan di tingkat internasional. 
Apakah yang menjadi isu-isu pokok dalam pembicaraan traditional 
knowledge dan perlindungan HKI. Seberapa jauhkan sistem perlindungan 
HKI mengatur traditional knowledge di Indonesia. Apa implikasi sosial 
budaya, dan ekonomi terhadap perlindungan HKI traditional knowledge 
yang sering didengungkan selama ini dalam perdebatan-perdebatan diatas. 
Penelaahan akan dicoba dengan berlandaskan asumsi kami bahwa sistem 
HKI adalah juga sistem hukum yang harus dapat dilihat sebagai suatu 
yang tidak normatif, keharusan-keharusan, dan konsep yang tidak bisa 
ditawar. Tetapi sistem yang harusnya berasal dari kebutuhan masyarakat, 
dan tercipta untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem HKI 
harus dinamis melihat perkembangan atau keadaan sosial budaya yang 
ada, terutama kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang terpuruk 
sekarang ini.  
Kesadaran mengenai pentingnya perlindungan bagi karya budaya 
yang merupakan traditional knowledge yang merupakan warisan yang 
dimiliki oleh masyarakat asli harus direalisasikan melalui berbagai 
kebijakan mengingat banyaknya eksploitasi yang dilakukan untuk tujuan 
komersial tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat 
setempat/penduduk asli ataupun tanpa adanya benefit sharing (pembagian 
keuntungan) yang adil. Pengalaman telah menunjukkan bahwa langkah-
langkah upaya perkembangan yang mengabaikan pengetahuan asli, 
pengetahuan sistem lokal dan lingkungan setempat pada umumnya gagal 
mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. 
HKI modern yang dengan pesat berkembang serentak, telah 
mempermudah dan meningkatkan proses eksploitasi ekonomi dan erosi 
kebudayaan masyarakat asli. Hal ini disebabkan karena peraturan 
perundang-undangan di bidang HKI didasarkan pada konsep kepemilikan 
kekayaan atau properti (Persetujuan TRIPs-WTO:  recognizing that 
intellectual property rights are private rights). Hal ini bagi penduduk asli 
merupakan sesuatu yang asing dan tidak rnenguntungkan. Pandangan 
penduduk asli lebih diprioritaskan pada kepentingan-kepentingan bagi 
komunitas secara keseluruhan sehingga kepemilikan atas folklor yang 
merupakan kebudayaan asli bersifat kolektif Globalisasi kebudayaan oleh 
media iklan telah membawa suatu serangan gencar terhadap nilai-nilai 
matrnialistis dan produk. Budaya materialistis ini gagal 
mempertimbangkan perpaduan komunitas, sistem ekologi atau ekspansi 
mental dan spiritual masyarakat yang terkena dampaknya. Sebagai bagian 
dari budaya global, banyak karya folklor dilihat semata-mata sebagai 
barang-barang milik kolektor dan sebagai bentuk dan kekayaan materi 
daripada sebagai ekspresi aspirasi penduduk asli dan warisan masyarakat. 
Pengawasan terhadap penggunaan karya-karya budaya harus diberikan 
berdasarkan hukum pada suku atau kelompok penduduk asli dan mana 
mereka berasal agar kesucian dan hak-hak moral dapat terjamin tetap 
melekat pada karya-karya tersebut. 
Peran potensial HKI bagi perlindungan produk-produk budaya 
(traditional knowledge) merupakan bidang yang memerlukan eksplorasi 
cermat. Beberapa negara telah memfokuskan perhatiannya pada masalah 
kompleks secara konseptual dan operasion yang berkenaan dengan 
pengakuan atas hak-hak komunitas traditional knowledge. Sebagai contoh, 
di Australia, pengembangan suatu kerangka khusus mengenai peraturan 
yang melindungi traditional knowledge, mencakup: 
a. Larangan atas pemakaian materi-materi rahasia non-tradisional yang 
disucikan; 
b. Larangan merendahkan derajat dan merusak folklor; 
c. Memberi imbalan kepada pemilik barang barang folklor tradisional 
yang digunakan dengan tujuan komersial; 
d. Mengembangkari suatu sistem perijinan bagi pemakai folklor yang 
perspektif 
e. Pembentukan suatu Badan Folklor bagi suku Aborigin untuk memberi 
saran kepada Menteri mengenai isu kebijakan; dan 
f. Pembentukan suatu Komisariat bagi Folklor Aborigin untuk 
menerbitkan ijin dan menegoisasikan biaya-biaya. 
Karya-karya budaya ataupun folklor telah dikaitkan pada 
perlindungan HKI untuk bermacam-macam kebijakan seperti kemajuan 
perdagangan bebas, konservasi lingkungan, perlindungan makanan, 
keanekaragaman kebudayaan dan sebagainya. Keterkaitan mengenai hal 
ini memiliki implikasi teknis, administratif dan kebijakan yang signifikan 
terhadap sistem HKI. Di sisi lain, sistem HKI tidak memberikan hak pada 
masyarakat penduduk asli atau masyarakat setempat. Bagaimana prinsip 
hak menurut keadilan pada sistem HKI dapat diberlakukan pula pada 
produk budaya yang merupakan traditional knowledge dan folklor, 
merupakan satu pertanyaan yang timbul, apakah sistem HKI modern 
secara memadai sudah melindungi karya-karya budaya yang merupakan 
traditional knowledge warisan penduduk asli? Mengingat sifat dan 
sebagian terbesar karya-karya folklor asli berusia sangat tua dan lamanya 
usia sejarah kebudayaan asli, maka para pencipta folklor umumnya adalah 
anonim (tidak dikenal). Oleh karenanya harus ditentukan rezim hukum 
yang dapat melindungi folklor penduduk asli atau produk budaya yang 
tidak diketahui penciptanya. 
Menurut Ranggalawe S., hukum HKI merupakan salah satu 
bagian sistem hukum yang merupakan salah satu bagian tatanan nilai 
dalam masyarakat. Norma-norma perlindungan HKI dicoba dilihat dari 
berbagai sudut kepentingan di luar dari hukum HKI itu sendiri. Sehingga 
HKI tidak bisa tidak merupakan sistem yang dipengaruhi masyarakat dan 
mempengaruhi masyarakat baik di tatanan masyarakat moderen maupun 
masyarakat tradisional di negara berkembang (http//www.lkth.net/artikel_ 
lengkap.php?id=47). Dalam kancah Internasional sistem HKI juga dapat 
dilihat sebagai suatu sistem hukum yang dijadikan piranti perlindungan 
kepentingan dua pihak yang saling berhadapan, yaitu: negara maju 
(developed countries) dan negara berkembang (developing countries). 
Hukum Internasional adalah produk politik dan sebagian merupakan hasil 
tarik ulur Negara Berkembang dengan Negara Maju. Demikian halnya 
konsep perlindungan HKI di tingkat Internasional dalam TRIPS 
Agreement dan konvensi internasional di bidang HKI lainnya, serta 
penerapan peraturan perundang-undangan HKI akan dilihat dari perspektif 
adanya kepentingan yang tarik menarik dalam masyarakat, sehubungan 
dengan traditional knowledge. 
Indikasi geografis dan biodiversity bisa dikatakan sebagai bagian 
dari traditional knowledge. Sejarah sistem perlindungan indikasi geografis 
(selanjutnya akan disingkat IG) bermula dari Prancis pada awal abad ke-
XX, dikenal dengan sebutan appellation d'origine contrôlée. Penyebutan 
itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi geographical origin and quality 
standards dari suatu produk seperti champagne (wines), bordeaux 
(wines), tequila (spirit), dan lain-lainnya. Para produsen produk minuman 
di kawasan-kawasan itu meminta kepada pemerintah setempat untuk 
memberikan tanda yang menunjukkan asal-usul produk minuman itu, 
terutama dalam hubungannya dengan pemberian informasi bagi 
konsumen. Ketika kemudian pasar produk tersebut mengglobal, muncul 
kebutuhan untuk melindungi reputasi dari produk-produk tersebut dalam 
kaitannya dengan perdagangan barang atau produk yang bersangkutan. 
Apa yang ingin dilindungi adalah reputasi berupa kualitas dari produk 
yang bersangkutan yang terasosiasikan dengan daerah asalnya. Ketika 
seseorang minum champagne, maka rasa dan ciri khas produk minuman 
champagne haruslah sama dengan produk minuman wines yang berasal 
dari suatu kawasan di Prancis. Sama halnya ketika seseorang makan 
gudeg, maka rasa dan ciri khas gudeg haruslah seperti gudeg itu sendiri 
yang dikenal sebagai makanan tradisional khas Yogyakarta. Bahasa yang 
digunakan untuk menggambarkan terminologi IG tersebut adalah: 
Geographical Indications are indications which identify a goods as 
originating in the territory (of “a member”), or a region or locality in 
that territory, where a given quality, reputation or other characteristic 
of the goods is essentially atributable to its geographical origin”. 
[Article 22 (1) TRIPs]. 
Para produsen minuman seperti champagne, bordeaux, tequila, 
dan lain-lainnya itu kemudian menuntut melalui Pemerintah setempat agar 
produk mereka mendapatkan perlindungan IG dalam perdagangan 
internasional. Hasilnya adalah masuknya ketentuan Pasal 22 dan terutama 
Pasal 23 TRIPs Agreement. Di dalam Pasal 23 secara eksplisit disebutkan 
mengenai perlindungan IG atas produk wines and spirits. 
Sesuai dengan karakter dasar dari rezim HKI (dalam hal ini 
TRIPs) yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomis dari 
perlindungan yang dimaksud, maka sistem perlindungan IG juga bersifat 
monopolistik. Hal itu dapat dilihat dari bunyi Pasal 23 TRIPs sebagai 
berikut: 
“Each “member” shall provide the legal means for interested parties 
to prevent use of geographical indication identifying wines for wines 
not originating in the place indicated by the geographical indication 
in question or identifying spirits for spirits not originating in the place 
indicated by the geographical indication in question, even where the 
true origin of the goods is indicated or the geographical indication is 
used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, 
“type”, ”style”, immitation”, or the like”. [Article 23 TRIPs 
Agreement.] 
Melalui pasal ini, suatu produk wines yang tidak berasal dari 
Bordeaux tidak boleh menggunakan nama atau sebutan bordeaux. 
Minuman keras yang tidak berasal dari Portugal tidak boleh menggunakan 
nama atau sebutan porto. Demikian seterusnya. Hal ini tidak jauh berbeda 
dengan sistem perlindungan merek. Mobil yang tidak diproduksi oleh 
Toyota International tidak boleh menggunakan merek Toyota. Produk 
elektronik yang tidak dibuat oleh Sony Corporation tidak boleh 
menggunakan merek Sony. 
Oleh sebab itu bisa dipahami mengapa sistem perlindungan IG di 
banyak negara penandatangan WTO/TRIPs mengadopsi sistem 
perlindungan yang diterapkan dalam perlindungan merek. Sistem yang 
dimaksud adalah melalui mekanisme pendaftaran. Tidak ada perlindungan 
merek tanpa dilakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan. Tidak 
ada perlindungan IG tanpa pendaftaran IG ke Kantor Merek masing-
masing negara yang bersangkutan.  
Setelah suatu produk didaftarkan untuk mendapatkan 
perlindungan IG, maka sejak hak atas IG diberikan oleh negara dengan 
mengabulkan pendaftaran IG tersebut (melalui Kantor Merek), maka sejak 
saat itu pula produsen produk tersebut mempunyai hak untuk melarang 
pihak lain menggunakan IG untuk barang produksi mereka. Sekiranya ada 
yang tetap berkeinginan untuk menggunakan IG tersebut, maka mereka 
diharuskan membayar sejumlah uang (royalty) kepada “pemilik” IG yang 
bersangkutan. Ini adalah ciri khas dari sistem perlindungan HKI yang 
diterapkan dalam rezim HKI seperti, paten, merek, hak cipta, dan lain-
lainnya. Elemen utamanya adalah manfaat ekonomis dari adanya 
perlindungan yang dimaksud berupa monopoli dan sistem royalty. 
Sistem inilah yang kemudian diadopsi oleh pembentuk undang-
undang di Indonesia dengan mencantumkan perlindungan IG di dalam 
Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). Pasal 56 
boleh dikatakan merupakan terjemahan dari IG yang disebutkan di dalam 
Article 22 TRIPs tersebut 
Kontroversi kemudian muncul berkenaan dengan pemberlakuan 
TRIPs Agreement melalui Pasal 56 dan 57 UU Merek. Article 22 dan 23 
sesungguhnya relevan dalam kaitannya dengan perdagangan antar negara 
(international trade), sehingga pemberlakuan pasal-pasal UU Merek yang 
hanya berlaku secara nasional sesungguhnya kehilangan relevansi. Sejarah 
perlindungan IG sampai dengan dituangkannya ke dalam TRIPs 
sesungguhnya berkaitan dengan global market dari produk-produk 
berindikasi geografis seperti tequila, champagne, cognac, vodka, dan 
sebagainya. Oleh karenanya relevansi perlindungan IG sesungguhnya 
adalah dalam kaitannya dengan perdagangan barang antar negara.  
Jika Indonesia bermaksud untuk comply dengan kesepakatan 
TRIPs, sudah semestinya jika orientasi perlindungan IG Indonesia adalah 
dalam rangka melindungi produk berindikasi geografis Indonesia di luar 
negeri dan bukan pada pengaturan internal sebagaimana yang diatur di 
dalam UU Merek. Ketika perlindungan IG di Indonesia dirumuskan 
sebagaimana halnya yang tercantum di dalam UU Merek No. 15/2001, 
maka ruimte gebied atau daya laku perlindungan ini hanyalah bersifat 
intern di dalam wilayah Indonesia. Terhadap pelanggaran IG Indonesia di 
luar wilayah Indonesia, perlindungan IG di dalam UU Merek tidak 
mempunyai implikasi yang substansial. 
Perlindungan IG yang dicantumkan di dalam UU Merek 
sesungguhnya lebih relevan untuk melayani pihak luar yang ingin 
mendapatkan perlindungan hukum atas produk mereka, baik yang akan 
diperdagangkan di Indonesia, maupun untuk mencegah pihak lain meniru 
produk mereka di Indonesia. Sejak Indonesia meratifikasi WTO, termasuk 
TRIPs, maka Indonesia memang tidak lagi dapat melepaskan diri untuk 
melayani pihak luar yang menginginkan perlindungan atas produk mereka 
di dalam wilayah Indonesia. Ratifikasi itu tampaknya tidak didasarkan 
pada alasan untuk melindungi produk Indonesia yang sudah mengglobal, 
melainkan lebih karena tekanan negara donor atau negara-negara maju 
yang memang mempunyai dominasi atas perekonomian Indonesia 
 
B. Pembahasan 
1. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Traditional 
Knowledge di Indonesia 
Permasalahan traditional knowledge merupakan aspek yang 
sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di 
bidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun demikian, 
secara teoritis traditional knowledge sendiri sebenarnya sangat 
dimungkinkan untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat 
dilakukan dalam kerangka  memberi perlindungan traditional knowledge, 
yakni pertama, perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan 
dalam bentuk non hukum. Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum, 
yaitu upaya melindungi traditional knowledge melalui bentuk hukum yang 
mengikat, semisal; Hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan 
yang mengatur masalah sumber genetika, khususnya traditional 
knowledge, kontrak dan hukum adat. 
Perlindungan traditional knowledge melalui rezim Hak 
Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hasil penciptaan 
intelektual. Tujuan dari upaya ini adalah (Budi Agus Riswandi dan M. 
Syamsudin, 2005:38): 
a. Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru (untuk contoh 
didasarkan pada hukum Hak Cipta, Paten dan Desain Industri), 
b. Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru (didasarkan pada 
hukum Paten dan Desain Industri), 
c. Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan 
(kebijakan yang didasarkan pada hukum Merek dan Indikasi 
Geografis), dan tindakan unfair competituon, 
d. Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad 
baik. 
Kedua, perlindungan dalam bentuk non hukum, yaitu 
perlindungan yang diberikan kepada traditional knowledge yang sifatnya 
tidak mengikat, meliputi code of conduct yang diadopsi melalui 
internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat 
profesional dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi 
penemuan, pendaftaran dan database dari traditional knowledge. 
Dalam konteks perlindungan hukum traditional knowledge 
dalam bentuk hukum. Hak Kekayaan Intelektual, terutama rezim hukum 
Paten merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam 
upaya memberikan perlindungan hukum bagi traditional knowledge. Di 
tingkat internasional perdebatan mengenai perlindungan traditional 
knowledge lebih cenderung mengarah perlindungan kepada perlindungan 
dari segi HKI, khususnya Paten. Instrumen Paten ini dapat dipergunakan 
untuk kepemilikan dan pengawasan traditional knowledge yang 
dimanfaaatkan untuk kepentingan komersial. Disamping itu, banyak lagi 
instrumen hukum yang dapat digunakan seperti The Convention on 
Biological diversity (CBD), Convention on International Trade of 
Endrangered Species (CTIES), Declaration of Chiang Mai, Declaration 
og\f Belem, trade markes, trade secrets, geographical indications dan 
plant variety protection. 
 Di ASEAN sendiri masalah perlindungan traditional knowledge 
ini mendapat perhatian yang sangat serius. Dalam beberapa waktu yang 
lalu negara-negara ASEAN telah mengadakan suatu workhsop yang 
merekomendasikan bahwa pasca-persetujuan WTO dalam bidang Trade 
Related Intellectual Property Rights tidak ada sstu penetapan khusus yang 
berhubungan dengan perlindungan traditional knowledge, sehingga perlu 
metode baru yang perlu dikembangkan. Untuk strategi ini, maka upaya 
yang dilakukan dimulai dengan melakukannya melalui legislasi nasional, 
kemudian negara-negara ASEAN memformulasikan  kedudukan 
perlindungan hukum terhadap traditional knowledge yang selanjutnya 
dijadikan dasar dalam memperjuangkan perlindungan hukum terhadap 
traditional knowledge di tingkat Internasional. 
Melihat arti penting perlindungan hukum terhadap traditional 
knowledge bagi Indonesia, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat 
strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi 
dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya 
perlindungan terhadap traditional knowledge, maka pelestarian budaya 
bangsa akan tercapai. Saat ini bangsa Indonesia terkenal dengan 
keanekaragaman budayanya baik dari sisi seni, obat-obatan dan lain 
sebagainya. Kalau diidentifikasi berapa banyak jumlah traditional 
knowledge yang dimiliki bangsa Indonesia mustahil rasanya untuk dapat 
memastikan jumlah tersebut. Sebagai contoh Daerah Yogyakarta terkenal 
dengan seni batik, pewayangan, anyaman, tarian dan lain-lainnya. Madura 
dengan tarian Madura, cerita-cerita kerajaannya dan ilmu-ilmu 
pengobatannya. 
Dari segi sosial, jelas  dengan perlindungan terhadap traditional 
knowledge, maka pelestarian  nilai-nilai sosial juga akan terjaga dan 
terpelihara. Karena dengan ini, maka pemerintah tidak lagi bisa acuh tak 
acuh dengan traditional knowledge yang dimiliki oleh masyarakat 
Indonesia. Bahkan pemerintah akan dipacu untuk terus melakukan 
identifikasi terhadap traditional knowledge yang ada di Indonesia. Dari 
segi ekonomi, nyata bahwa dengan dilakukannya perlindungan hukum 
terhadap traditional knowledge, maka nilai ekonomi yang akan dihasilkan 
dari traditional knowledge akan memiliki nilai tambah dalam hal ini 
devisa negara dapat ditingkatkan. Hal ini mejadi logis mengingat selama 
ini eksploitasi traditional knowledge hanya sebatas pemanfaatan secara 
konvensional, tetapi belum dikembangkan sehingga menjadi sesuatu yang 
sangat bernilai. 
Berdasarkan pada nilai strategis ini, seharusnya pemerintah 
Indonesia tidak lamban dalam menyikapi persoalan ini. Bagaimanapun 
jika dicermati perangkat perundang-undangan yang mengatur masalah 
traditional knowledge, khususnya dalam rezim Hak Kekayaan Inteletual 
kurang terperhatikan, baik dalam tataran normatif maupun law 
enfircement. Dalam tataran normatif seperti diketahui perlindungan 
traditional knowledge baru diatur dalam ketentuan UU Hak Cipta. Pasal 
10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menyatakan : 
a. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah 
dan benda nasional lainnya, 
b. Negara memegang hak cipta atas foklore dan hasil kebudayaan rakyat 
yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, 
babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya 
seni lainnya, 
c. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat 
(2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus lebih dahulu 
mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebt, 
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara 
sebagimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
Menurut Tim Lindsey ketentuan Pasal 10 ini masih mengalami 
kendala dalam implementasinya. Ada dua alasan yang menjadi dasar 
terhadap  terhadap pernyataan ini, yakni: Pertama,  kedudukan Pasal 10 
UU Hak Cipta belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya 
pasal-pasal lain dalam UU Hak Cipta. Misalnya, bagaimana kalau suatu 
folklore yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) tidak bersifat asli 
sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 ayat (3)? Undang-undang tidak 
menjelaskan apakah folklore semacam ini mendapatkan perlindungan hak 
cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong  folklore yang keaslianya 
sulit dicari atau dibuktikan. Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat 
tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing 
yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya 
tradisional karya-karya tradisional, melalui negara cq. Instansi terkait. 
Undang-undang melindungi kepentingan para pencipta karya tradisional 
yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri, 
mengingat krisis-krisis politik, sosial dan ekonomi yang masih 
berkepanjangan sampai sekarang. Selain itu, instansi-instansi terkait yang 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk memberikan izin kepada orang 
asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum 
ditunjuk. 
Di sisi lain, perlindungan hukum lainnya dari rezim HKI dalam 
bidang traditional knowledge dapat dilakukan melalu rezim hukum hak 
cipta, paten, merek dan informasi rahasia namun memiliki kelemahan dan 
masih sulit untuk diterapkan mengingat beberapa persyaratan yang harus 
dipenhi oleh traditional knowledge tidak terpenuhi, di samping aturan-
aturan normatif juga belum memformulasikannya secara tegas dalam 
rumusan pasal-pasal. 
Kenyataan ini seperti ini sangatlah memprihatinkan mengingat 
Indonesia sangat potensial dalam kekayaan traditional knowledge-nya. 
Kondisi ini akan semakin skeptis ketika menegok realitas penegakan 
hukum di Indonesia. , maka harus diakui bahwa penegakan hukum di 
negara ini kurang. Umumnya jika dicermati permasalahan penegakan 
hukum di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga bagian permasalahan 
mendasar, yaitu: pertama, dari aspek substansi, traditional knowledge 
belum diatur secara tegas, baik dari segi substansi maupun prosuderal 
untuk mendapatkan perlindungan hukumnya. Kalaupun ada sifatnya masih 
simbolis, sehingga menjadikan aturan tidak efektif dan tidak ada 
manfaatnya. Kedua, aspek aparatur hukum, saat ini masih sedikit aparatur 
hukum yang ,mengetahui permasalahan traditional knowledge. Padahal, 
dengan kondisi aturan normatif yang belum jelas, maka tuntutan terobosan 
hukum yang dapat dilakukan oleh aparatur hukum, khususnya oleh hakim 
akan sangat membantu. Untuk kasus di luar negeri model interpretasi 
hakim sangat membantu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 
traditional knowledge. Ketiga, aspek budaya hukum, seperti diketahui 
masyarakat tradisional umumnya enggan untuk melakukan proses hukum 
dalam konteks pelanggaran karya intelektual yang berbasis traditional 
knowledge, di sisi lain pemerintah sendiri yang dapat diharapkan 
mempunyai kemampuan dan kesadaran hukum untuk memperjuangkan 
perlindungan traditional knowledge, masih dilanda dengan berbagai 
permasalah negara, disamping budaya hukum pemerintah sendiri terhadap 
hukum masih banyak dipertanyakan. 
Hal-hal di atas inilah yang menjadi problematika dalam 
pemberian perlindungan terhadap traditional knowledge yang ada di 
Indonesia, terutama dari sisi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 
Namun demikian, patut disambut baik upaya yang kini sedang dilakukan 
lembaga ristek dengan setiap tahunnya menyediakan dana khusus untuk 
kegiatan identifikasi traditional knowledge sebagi bukti adanya perhatian 
serius dan concern terhadap masalah traditional knowledge ini. Dengan 
melakukan perlindungan terhadap traditional knowledge milik bangsa, 
maka peluang untuk melakukan persaingan global akan dapat dilakukan.  
2. Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 
Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia  
HKI  telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat 
perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkanya 
Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, Including Trade in 
Counterfeit Goods (TRIPs) dalam paket Persetujuan World Trade 
Organization (WTO) tahun 1994 menandakan dimulainya era baru 
perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini 
permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan 
investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan 
telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar 
ilmu pengetahuan (Dirjen HKI dan EC-ASEAN Cooperation on 
Intellectual Property Rights (ECAP II) , 2006: 8). 
Dengan adanya General Agreement on Tariff and Trade/ GATT 
(persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan) yang merupakan 
kerangka perjanjian perdagangan multinasional dan bertujuan untuk 
menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama serta penciptaan 
pertumbuhan ekonomi yang berazaskan liberalisasi perdagangan dunia 
menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari. Kerangka perjanjian 
multinasional ini telah diawali sejak tahun 1986 di Punta del Este, yang 
dikenal dengan putaran Uruguay (Uruguay Round) dan selanjutnya pada 
bulan April 1994 di Marakesh, Moroko, telah berhasil disepakati suatu 
paket hasil perundingan, yaitu Convention Establishing the World Trade 
Organization (WTO) yang di dalamnya tercakup pula Agreement on Trade 
Related Aspect of Intellectual Property Rights/ TRIPs (aspek-aspek 
perdagangan hak kekayaan intelektual). Perjanjian ini telah ditandatangani 
dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1994. Dengan demikian sejak persetujuan tersebut HKI telah menjadi 
salah satu isu global yang harus diantisipasi oleh setiap negara anggota 
WTO termasuk Indonesia. 
Keberadaan HKI memang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, 
industri dan perdagangan. Era globalisasi yang ditandai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong 
efesiensi dan efektivitas bagi para produsen untuk memasarkan produk-
produknya ke luar negeri melalui pasar bebas. Sebagian besar barang dan 
jasa yang diperdagangkan merupakan produk-produk teknologi mutakhir. 
Oleh karena itu, salah satu kunci dan kemampuan melakukan inovasi di 
bidang teknologi. 
Dalam tatanan ekonomi global HKI dipandang sebagai masalah 
perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga buah aspek utama, yaitu 
kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum. Artinya, 
HKI menjadi penting ketika ada karya intelektual yang akan 
dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan 
perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam 
memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektual mereka tersebut. 
Berdasarkan uraian singkat di atas, jelas bahwa saat ini setiap proses 
komersialisasi dari setiap komiditi perdagangan, baik yang bernuansa 
ekspor maupun untuk pasar dalam negeri tidak dapat terlepas dari aspek 
perlindungan kekayaan intelektualnya. 
Perlindungan terhadap traditional knowledge telah menjadi isu 
yang sangat mendesak bagi Indonesia mengingat sebagian besar 
keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional mengenai warisan 
asli (tradisional) dinikmati oleh pihak-pihak dan institusi bukan penduduk 
asli. Dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan kesadaran akan 
pentingnya perlindungan terhadap traditional knowledge yang 
dieksploitasi dengan semena-mena dari pihak luar, khususnya eksploitasi 
dengan tujuan komersial. Ada anggapan bahwa untuk hal-hal tertentu, 
sistem HKI yang ada sekarang ini cenderung memihak mereka yang 
memiliki teknologi tinggi dan “menggorbankan” pemilik sejati kekayaan 
intelektual. 
Sistem Undang-Undang HKI  moderen yang berkembang pesat 
secara global dan seragam telah mempermudah dan mempertinggi proses 
eksploitasi ekonomi dan erosi kebudayaan masyarakat asli. Hal ini 
disebabkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang HKI didasarkan 
pada konsep “kepemilikan” kekayaan atau properti (persetujuan TRIPs-
WTO: Recognising that intellectual property rights are private rights) hal 
mana bagi penduduk asli merupakan sesuatu yang asing dan tidak 
menguntungkan. Tujuan untuk mengakui hak-hak perorangan atas benda 
yang berharga yaitu untuk memungkinkan eksploitasi ekonomi oleh 
pemegang hak-hak tersebut. Oleh karena itu, tujuan menciptakan HKI 
yaitu untuk memungkinkan individu-individu memanfaatkan produk-
produk hasil intelektualitas mereka dan hak ini , diberikan sebagai bagian 
imbalan atas kreatifitas serta memacu inovasi dan invensi. 
Meskipun hak cipta yang merupakan item dalam HKI dapat 
melindungi karya-karya tradisional tetap masa pemberian perlindungan 
yang terbatas itu tidak mencukupi. Bagi masyarakat tradisional, jangka 
waktu tidak mencukupi karena biasanya didasarkan pemikiran bahwa 
untuk membatasi masa perlindungan hak cipta tidak dapat diterapkan 
terhadap karya-karya tradisional. Sering kali tdak perlu adanya unsur 
komersial untuk berkarya karena sering diciptakan bukan atas dasar 
komersial tetapi dasar budaya dan spiritual. 
Rancangan Undang-Undang yang telah dibuat oleh tim penyusun 
dari Kementrian Negara Riset dan teknologi dapat mempunyai prospek 
yang bagus dalam memberikan masukan dan sumbangan mengenai aturan 
tentang traditional knowledge, di dalamnya telah dimasukkan item-item 
mengenai traditional knowledge yang meliputi subjek, objek dan 
seterusnya yang tidak ada dalam aturan HKI saat ini. 
Selanjutnya banyak pengetahuan atau karya-karya tradisional 
tidak dapat didaftarkan karena adanya syarat: (1) keaslian, (2) bentuk yang 
berwujud. Selanjutnya dijabarkan sebagi berikut. 
a. Keaslian; hak cipta dalam sistem TRIPs mensyaratkan karya-karya 
yang dilindungi harus bersifat asli. Asli dalam pengertian tidak 
meniru atau menjiplak karya orang lain. Tentunya syarat ini tidak 
dipenuhi oleh karya-karya tradisional karena pada umumnya 
diilhami oleh adat yang telah ada dan melibatkan pola yang meniru 
pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu panjang. 
Padahal peniruan tersebut merupakan bagian dari adat sebab  dalam 
masyarakat adat berlaku aturan bahwa suatu kebiasaan yang tidak 
sama dengan kebiasaan sebelumnya dianggap melanggar hukum 
adat. 
b. Bentuk yang berwujud; Hak cipta dalam sistem TRIPs mensyaratkan 
pula bahwa karya cipta yang dilindung harus dalam bentuk yang 
berwujud dan dapat diproduksi ulang. Persyaratan ini tentunya 
kurang dimiliki oleh karya-karya tradisional yang pada umumya 
bersifat lisan atau dapat dilihat dan dipertunjukan serta disampaikan 
secara turun-temurun. 
Dua hal di atas memperlihatkan bahwa karya-karya atau 
traditional knowledge tidak dapat tunduk pada rezim HKI modern atau 
sistem TRIPs karena adanya prinsip-prinsip yang berbeda satu sama lain. 
Perbedaan itu sangat kontras dan sulit untuk dikompromikan. Selain itu 
juga karakter dari traditional knowledge yang anonim, tidak mengandung 
unsur kebaruan (novelty), tidak tertulis dan jangka waktu yang tidak 
terbatas dimana berkebalikan dengan syarat yang berlaku pada HKI.  
Pengakuan terhadap traditional knowledge sebenarnya telah 
mulai diperkenalkan dalam The Convention Biological Diversity, hasil 
pertemuan pada Rio Earth Summit 1992, khususnya dalam ketentuan Pasal 
(article 8 (j)) 
“of the CBD requires each signatory to: Respect, perserve and 
maintain knowledge, innovations and pratices of indigenous and local 
communities embodying traditional lifestyles relevant for the 
conservatin and sustainable use of biological diversity and promote 
their wider application with the approval and involvement of the 
holders of such knowledge, innovations and pratices and encourage 
the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such 
knowledge, innovations and practices”. 
Dalam situasi perkembangan HKI yang semakin memerlukan 
perhatian serius dengan segala permasalahannya, baik menyangkut segi 
hukum dan kaitannya dengan perdagangan maupun aspek hak-hak asasi 
manusia, Indonesia harus dapat menyikapinya secara tepat. Menurut 
Henry Soelistyo dari Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual, 
berpendapat bahwa: 
“bagi Indonesia, menerima globalisasi dan mengakomodasi konsepsi 
perlindungan HKI tidak lantas menihilkan kepentingan nasional. 
Keberpihakan pada rakyat, tetap menjadi justifikasi dalam prinsip-
prinsip pengaturan dan rasionalitas perlindungan berbagai bidang HKI 
di tingkat nasional. Namun, semua itu harus tetap berada pada koridor 
hukum dan norma-norma internasional (Henry Soelistyo, 2004)”. 
Pendapat di atas sangat tepat dalam konteks sistem hukum di 
Indonesia, mengingat dalam sistem hukum Indonesia dikenal tiga 
subsistem hukum lainnya, yaitu hukum nasional, hukum Islam dan hukum 
adat/ adat kebiasaaan masyarakat. Dengan kondisi demikian maka 
idealnya apa yang diatur dalam satu norma hukum bersesuaian atau tidak 
bertentangan dengan norma hukum lainnya. Dengan kata lain, misalnya 
apa yang diatur dalam norma hukum positif tidak bertentangan dengan 
norma hukum Islam dan norma hukum adat. Hal yang sama berlaku juga 
untuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan traditional 
knowledge nantinya. Artinya, secara idealnya norma hukum nasional yang 
dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan traditional knowledge. Artinya, secara idealnya norma hukum 
nasional yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di 
bidang HKI juga tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya, 
khususnya norma hukum Islam (Muhamad Djumana, 2006: 5). 
Guna pembangunan ekonomi Indonesia, apabila perlindungan 
terhadap traditional knowledge dapat optimal terlaksana, akan menjadi 
potensi pengembangan negara dan pemasukan devisa/ pendapatan negara. 
Dimana karya dan budaya masyarakat tradisional akan lebih dihargai dan 
sense of belonging (rasa memiliki atau bangga) terhadapnya timbul. Jika 
Indonesia dengan lebih serius mengelola potensi terhadap traditional 
knowledge bangsa akan memberikan nilai-nilai keuntungan yang 
sangat banyak baik dari segi ekonomi maupun pengembangan  dan 
pelestarian atas nilai-nilai luhur dari traditional knowledge tersebut. 
Baiknya pemerintah mulai memperhatikan potensi bangsa ini terkait 
dengan traditional knowledge dan menjadikannya icon tersendiri atas 
bangsanya dan menjadi karakter identitas yang ujung-ujungnya dapat 
menjadi  nilai tambah, bukan malah tidak peduli terlebih merusak. 
Seperti pepatah “apa yang ada dalam genggaman hendaknya dijaga” 
baiknya kita menjaga dan kelola sumber daya dan kekayaan bangsa 
yang  sudah kita miliki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang  telah diuraikan 
pada bab sebelumnya , maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Sistem perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual terhadap 
traditional knowledge di tingkat Internasional belum dibahas secara 
mendetail dan sistematis dengan berbagai pendapat dari negara-
negara Internasional sesuai dengan kepentingannya atas traditional 
knowledge tersebut, negara-negara maju cenderung tidak sepakat 
sedangkan negara-negara berkembang menyepakati. Dalam 
perkembangannya kesadaran atas pentingnya perlindungan terhadap 
traditional knowledge mulai muncul seiring dengan diadakannya 
berbagai pertemuan tingkat internasional secara berkala oleh WIPO, 
sampai pertengahan tahun 2006 telah dilaksanakan sembilan kali 
pertemuan. Namun sistem perlindungannya sendiri belum ada yang 
benar-benar memberi perlindungan dengan komperenhesif terhadap 
traditional knowledge di tingkat Nasional Indonesia. Pengaturan 
traditional knowledge (foklore) dalam Undang Undang HKI 
contohnya Undang-Undang Hak Cipta dan pengaturan mengenai 
Indikasi Geografis di dalam Undang Undang Merek belum 
sepenuhnya efektif untuk diterapkan. Cukup banyak kelemahan yang 
terkandung dalam sistem perlindungan HKI tersebut.  
2. Prospek perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap 
traditional knowledge tidak akan dapat terlaksana baik karena terbentur 
dengan karakter pada traditional knowledge yang kebanyakan anonim, 
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komunal (kolektif), tidak mengandung unsur baru (novelty), tidak 
tertulis/ didokumentasikan dan selamanya menjadi milik masyarakat 
sedangkan pada sistem HKI mensyaratkan sebaliknya. Pada umumnya 
negara berkembang menghendaki agar sebaiknya dibuat sistem 
hukum yang sama sekali baru terhadap jenis kekayaan intelektual 
tersebut, karena sistem HKI yang ada sekarang sulit menerima 
traditional knowledge sebagai bagian dari HKI. Guna pembangunan 
ekonomi Indonesia, apabila perlindungannya dapat optimal terlaksana, 
akan menjadi potensi pengembangan negara dan pemasukan devisa atau 
pendapatan negara yang memberi kemakmuran pada masyarakat. Karya 
dan budaya masyarakat tradisional akan lebih dihargai dan sense of 
belonging (rasa memiliki atau bangga) terhadapnya timbul. Indonesia 
apabila serius mengelola potensi terhadap traditional knowledge 
akan memberikan nilai-nilai keuntungan yang sangat banyak baik 
dari segi ekonomi maupun pengembangan  dan pelestarian atas nilai-
nilai luhur dari traditional knowledge tersebut.. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan maka penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Untuk pemerintah Indonesia agar sistem perlindungan terhadap 
traditional knowledege lebih dipertegas dan direkomendasikan agar 
ketentuan lebih lanjut tentang traditional knowledege segera dapat 
disusun dan diwujudkan melalui sistem sui generis yang lebih bisa 
memuat sifat dan karakter dari traditional knowledge. Walaupun melalui 
sistem HKI bisa diterapkan namun akan ada kelemahan, bila 
memungkinkan sistem HKI berlaku secara luwes dan tidak kaku 
terhadap karakter traditional knowledge demi pengakuan dan 
perlindungannya. 
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah saatnya untuk 
mengupayakan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau peraturan 
lainnya tentang traditional knowledge, karena produk hukum yang ada 
saat ini masih belum mengaturnya secara komperhensif. Dan 
pengkategorian jenis-jenis traditional knowledge sehingga lebih mudah 
penentuannya, dengan kerjasama dan masukan instansi yang punya 
keterkaitan dengan traditional knowledge. 
3. Pemerintah bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya  melakukan 
upaya pendataan (data base) dan repertori (perbendaharaan) terhadap 
traditional knowledge milik bangsa yang tersistematis dan efektif. Dari 
tingkatan daerah hingga nasional dengan sistem yang luwes. 
3.  Pemerintah menyusun dan membuat konsep pembangunan jangka 
panjang, menegah dan pendek yang berbasis pada Hak Kekayaan 
Intelektual dan traditional knowledge guna meningkatkan ekonomi dan 
kemakmuran masyarakat. 
4. Pemerintah mengusulkan dan mengikuti kesepakatan antara negara-
negara berkembang, negara-negara maju dan Internasional tentang 
perlindungan terhadap traditional knowledege sehingga  mendapatkan 
pengakuan Internasional. Adanya sistem benefit sharing dan penetapan 
prior art sebelum pengajuan paten, merek, hak cipta atau yang berkaitan 
dengan HKI terhadap traditional knowledege.  
5. Untuk masyarakat Indonesia agar lebih peduli dan sadar akan pentingnya 
traditional knowledge sebagai karakter pribadi bangsa dan mempunyai 
nilai ekonomi dengan melestarikan, menjaga dan mensukseskan upaya 
perlindungan traditional knowledge.  
6. Untuk masyarakat internasional dan peserta Intergovermental Comittee  
GRTKF WIPO agar pembahasan internasional yang sudah dan masih 
berlanjut mengenai traditional knowledge dalam Intergovermental 
Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Foklore (IGC GRTKF) yang telah berlangsung sejak 
tahun 2001 dilakukan pendekatan holistik dan inklusif sehingga 
mempercepat kerjanya dan hasil yang menguntungkan semua pihak. 
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